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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Hari Kebangkitan Ekonomi Rakyat telah dicanangkan
oleh Presiden pada tanggal 17 Oktober 1888 yang 1lalu.
Pencanangan ini merupakan tekad Pemerintah Reformasi da
lam mengemban tugas pembangunan nasional seperti dipe-
sankan dslam pasal 33 UUD 1945,'yang bertujuan untuk
benar-benar mewnjudkan kemakmuran bagi seluruvh rakyat
Indonesia.

Dalam proses pembangunan ekonomi rakysat yang
bersifat nasional tersebut, diperlukan peningkatan peran
aktif dan hasil kegiatan dari sebagian besar pelaku
ekonomi, terutams mereka yang terdiri dari pengusaha
kecil, menengah dan koperasi. Dalam posisinya saat ini
mereka perlu memperoleh prioritas, agar pada sasatnya
mereka mampu berkembang, serta dapat memberikan sum-
bangan lebih. konkret dan lebih menentukan. Karena sebe-
narnya skala dan ciri usaha mereka telah terbukti rels-
tif mampu menahan gelombang dampak krisis ekonomi yang
sedang berlangsung.

Dalam kaitan pembangunan ekonomi nasional, usaha
kecil mempunyai peran yang strategis karena usaha kecil
mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah besar sehinggda
usaha kecil disebut sebaéai salah satu benteng ekononmi.
Seperti dikatakan oleh Menkop dan PKM Adi Sasono ldalam
orasi ilmiah HUT ke 6 Cides, bahwa potensi pengusaha

besar secara nasional hanya 0,2%, sédang bagian terbesar




. 89,8% merupakan poténsi usahs keeil, namun share ~usaha-
~keecil te:hadap*ﬁ?oduk doestik bruto hanya 38,9%. -Jumlah..

AR menunjukkan ketimpangan antara tingginya partisipasii.
dalam proses industri denéan tidak  seimbangnya--nilad-. .-

_tambah yang diperoleh kelompok uwsaha kuasmil.---1

Keadaan serta pengalamantdari¢negara-negamawmna@nwﬁ
‘gmenunﬁukkan .bahwa peranan usaha kecil sangat -dominan,
seperti halnya “tulisan Vamamoto -Shiokhiked {1980 vu TP

dalam “Entrepreneurship The Japanese ExPerience"r%l

- Dikatakan bahwa ekonomi Jepang yang sangat-kuat-dibangum.

fangkaﬁan kefja}

: Remudisn Soemitro Djojohadikusumo dalam -bukuw “Kredit:
‘Rakyat di Massa Depresi“2 nengungkapkan«bahw&yf'penbanguﬁﬁf

;wnan  sektor usaha kecil sebenarnya telah: lema ‘menjadd.’
kaebijakan penerintah.diAIndonesiagﬁbahk&ﬂ“wsedhkﬁ“zaldﬁmg
,yk@leﬁiai- sektor usaha kecil telah nendapatw«pﬁrhatiunwﬁ-
“khusus, perhatian ini antara lain seperti -didirihenmye.

g-hank ‘priyayi---oleh R.A. Wiriatmadja Desenber«ﬁtﬁﬂﬁ"wd§%#--

ﬁgéendifian Algemene Volkscrediet Bank atau- Bank--Rekyat.: -

~dengan stb. 1934 No. 82, vyang kesenuanyve - -bertujuan:: - - -

?nanbantu pegajukan Begiatan usaha  kecil, sehingega -

1. Suara Merdeka, 22 Pebuari 1999

~ 2. Lihat Juga Soemardi Mangunkusumo. 1990, Aspek  Hukumn. .
Perkreditan Bagi pengusaha Golongan Ekonomi Lemah,
vertas Kerja Simposium Aspek Hukum Masalah perkredim—.,
tan , BPHN, Jakarta, hal 1%2. :

ﬁ@deﬁ ‘ﬁsaha kecil yandg nenpekerjakan'sﬁz“dari"Selutuha;.~

7ﬁEqrwokerto, kemudian pendirian ruomah gadad- - 1804 dadts




_;kebijagan- pendembangan usaha keeil bukanlah- -hal ~yang-.
-~bdru. | |
Perhatian terhadap usaha keecil-diwajudkan dalkem:.
--pentuk - formula kebijakan, pengembangan rkelembagaanm;
-sampai ke program-pregram spesifik. - Dimana~ dari- -segd. -
afprogran-untuk inigiatif pengembangan cenderung-bersifat..
_jnkrgmentalis. Kebijakan Publik yang bers;f&t~-incremenw;
“tal menurut Thomas R. Dye dalam “Understanding Public
Policy"1 adelah memandang kebijakan sebagail kelanjutan
dari kegiatan-kegistan yang telah dilakukan oleh pemer-
~intah dimasa lampau hanya dengan melakukan - perubahan—. - -
perubahan seperlunya. Para pembuat kebijakan pada umum- -:
‘pya  menerima keabsahan dari program-program yang -sudsah..
~ada dan dism-diam setuju untuk melanjutkan kebijakan
-terdabulu.
Kemudian sseat ini dalam upaya -- meningkathkam: . -
,ukesempatan, kemampuan serta perlindungan bagi' -usaha ;
‘kecil, teléh dikeluarkan kebijakan pemerintah‘yangvberuag
- 3ud peraturan perundangan yang berkaitan dengan usaha:
': kecil antara lain;-UU. No. 5 Tahun 1984 Tentang- Perim.:.. -
.dastrian, UU. No. 7 Tahun 1982 Tentang Perbankan ‘yang -
telah mengalami perubahan dengan keluarnya-Ub. ‘No:o - 10
-Tghun 1988, dan UU. No. 8 Tahun 19885 Tentang Usaha ..
"Kecil, yang kesemua peraturan ity =saling melenghapii. .
_ Adapun faktor yang menjadi permasalahan “bagi .

2. Thomas K. Dye. 1981, Understanding Public
Policy,Englewnod Cliffs, N.J.: Prentice Hall, hal S.




- but menimbulkan kendala-kendala lain seperti

'nkoperasi, - usaha kecil dan menengsh, vyaitu - penyedisan

.kebutuhan modal usaha guna mendukung upaya  pengembangan..

usaha dan investasi. Pemerintah menyadari bahwa mereka .

merupakan bagian dari pelaku ekonomi nasional,. sehinggsa: .
pantas mendapat posisi sentral dalam pembangunan ekonomi
nasional, dengan demikian apabila mereka kuaty makas .
.perkonomian rakyat akan kuat, sehingga pada saatnya-skan ..
terwujud landasan perekonomian nasional vang- tangguah- den:
S unggul.

Kemudian dapat dikatakan bahwa, kendala-kendaksa:
.utama yang dihadapi pengusaha kecil dan menengah dalam
mengembangkan usaha pada umumnya karena-tingkat™ kemam-..:
_.puan permodalan, ketrampilan serta keahlian sumber- ‘daya-
manusia - yang masih rendsah. Kendala utananin%t-mernpakanwg
_kendala internal vyang nenpengaruhil kenampuan"wdaian¥;

ﬂmenjalankan fungsi dan peranannya. Kgndalamutanaf terse<.

:1‘

.~ Kelemahan dalam memperoleh pelusng (akses pasar) -daf..

memperbesar pangsa pasar.

- EKelemahan dan keterbatasan untuk memperelel jaluzr:.-

akses terhadap sumber-sumber permodalan.

- .Kelemahan dibidang organisasi manajemen:. -

Rt Keterbatasan dan‘kelemahan Pemanfaatan-(akseB)WJpenqm

. guasaan teknologi.

- Keterbatasan jaringan usaha dan kerjasama usaha keedd . .

4. J.M. Sihombing, 1995. Fola Kerjasama FPembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil, BUMN da Swasta, BPHN,

Jakarta, hal. 4.




Upaya peningkatan produktivitas dasn perluasan -

skala usaha dengan kondisi seperti tersebut .di - atas. -

.gai kebijakan dasar operasionsl pembinaan usahsa kecil.
Salsh satu sarana yang mempunyai peran - strategis.:

dalam -usaha pengembangan usaha kecil -adalah  -perbankan.

yvang strategis dalam kegiatan perekonomian negara, -

karena kegiatan usahanya terutama bergerak dalam -bidang:.-

penghimpunan dana dari sektor surplus yvaitu para pemilik

-dana, untuk kemudian disslurkan dalam bentuk kredit  ke-—

sektor defisit vaitu paras pencari dana. Dalam hal ini

pakan lembaga guna membiayai berbagai hkegiatan usaha -
produktif, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

.-nasional dalam rangka peningkatsn pemerataan, pertunbu-

banyak.

_Memang permodalan adalah salah satu masal&hu"bﬁgimi

pengusaha umumnys, apalagil bagi pars pengusaha - keeili.

Bleh karena itu peranan perbankan dalam hal ini- sangat

kredit usaha kecil, dengan mengingat eksistensi perban-—

; tidak begitu mudah dilakukan oleh pengusaha kecil dan

-menengah itu sendiri. Oleh karena itu diupayahkam- berba-:..

.Dikatakan bahwa industri perbankan -mempunpyail--peransn..

.peranan industri perbankan menjadi penting karena -merua—: -

" han dan stabilitas ekonomi demi kesejahteraan —rakysat.. -

Ed

.-pengemnbangan usaha dan menjadi masalsh klasik kesulitan .

.diharapkan sebagai lembaga yang mengatur pelaksanasan:.

kan sebagai lembaga keuangan untuk pembiayaan- berbagai:-

nsaha produktif. Di Inddnesia kebijaksanaan kredit

program untuk memperkuat gclongan ekonomi- - lemah- telah. -




dimulai sejak tahun 1873, melalui Kredit Investasi Kecil
(KIK), Rredit Kodal Kerja Permanen (KHEP), Kredit - Usaha:
Tani dll.

Kredit program mendapat dukungan dari dena Kredit:.
TLikuiditas Bank Indonesia (KLBI), namun kemudian efek
penyediaan fasilitas KLBI disatu sisi dapat mendoerong:::
tumbuhnyva perkreditan perbankan secara - pesat, tetapi
disisi lain fasilitas KLBI yang mengandung-subsidiﬁwdﬁninﬂ
pemerintah dapat menimbulkan efek samping terjadinya -
inflasi, karena dana KLBI dari -Bank-Indonesia’ diadaksr: .

»w,dengan pencetakan uang baru dan bukan dana yang dipupuk .-
dari masyarakat. Semakin besar;KEBI'senakin“éﬁ{it“”bﬁgiﬁu

pemerintah nelaksanakan kebijakan moneter vang -efektif

untuk pengendalian inflasi. Sedangksan: inflasi ™ ‘akanm.. |

~menimbulkan beban terutama bagi usaha kecil:dan masyara— -

.kat berpsndapatan tetap.?

Keadaan yang demikian disadari ‘oleh- pemexintahy..
-maka oleh karenanya untuk mencegah dampak negatif
. pemerintah mengambil langkah kebijaksanaan penyempurnadfl.:..

-gisten perkreditan, termasuk penyempurnsan progyran -

5. Lihat Keterangan FPers Bank Indonesia, 29 Jenuari
1990: KLBI bukan merupakan dana yang dipupuk dari
masyarakat sendiri, tetapi berupa "uang baru" vyang
betsal dari BRI. FPeningkatan Ki.RI mempunyai dampak
yang besar terhadap penambahan jumlah uang beredar
dan dengan demikian bersitat inflatoir. Disamping
itu dapat menjadi sumber yang merangsang gpekulasi
terutama pembelian devisa. Semakin besar KLBI,
semakin sulit bagi pemerintah dalam melaksanakan
Lebijaksanaan moneter yang efektif untuk mengendal-
ikan infllasi. Sedangkan inflasi akan menimbul kar-
beban terutama bagi golongan pengusaha kecil dan o

masyarakat berpendapatan tetap.




perkreditan bagi usaha hkecil.

Qerbasgai kebijakan pemerintah untuk mendorong.

dunia perbankan melakukan pembinaan usaha kecil tercer-

min sasat ini psada banyaknya skim kredit vang -disediakan
bank pelaksana. Selain berbagail produk skim kredit ussahsa
kécil tersebut distas, perbankan di Indonesia terutama
bank pemerintah mencari berbagai upaysa, teknik serts
model finsncial yang tepat bagi pembiayaan usaha kecil.
Berbagai macam paket deregulasi digulirkan
sebagai kebijakan pemerintah, termasuk paket deregulasi

bagi pengembangan usaha kecil vakni Paket Januari 1890

yvang merupakan ketentuan lanjutan dari Pakto dan - Pakdes-

1988 Tentsng Kebijaksanaan Keuangan Moneter dan Perban-

kan, paket deregulasi ini menyangkut mengenai- penarikan . -

~dansa KLBI yang dikeluarkan bagi perbankan nasional - dan

mewajibkan seluruh sektor perbankan nasional- untuk:

menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil sebesar 20%

dari total portofolio kredit. Remudian Paket Defegulasi-

28 Mei 1993 Tentang Kebijaksanaan Sistem Perkreditan,

paket deregulasi ini bertujuan memperlancar  kredit .

perbankan bagi dunia usaha termssuk Kredit Usaha Kecil

(KUK). Kemudian dalsm tahun 1995 pemerintah melalui Bank-:

Indonesia memperkenalkan skim kredit kelayakan usaha.

(KEKU) yaitu kredit tanpa agunan tambahan dsb.
Dalam pelaksanaan diberbagai kasus, kewajiban
alokasi 20% kredit untuk usaha kecil ternyata banyak

perbankan nasional vyang mengalani kesulitan, karena

perbankan umumnya terbiasa dalam kredit skala Dbesar .




dengan nasabah yang terbatas. Dengan terbiitnya kebijskan
tersebut, perbanksn harvs bergersk kearsh loan gsize yang
berarti meninggikan cost of lending karens ada sejumlah
besar nasabah dengan satuan pinjawan yang keeil. Efekti-
vitas paket diragukan, bank-bank besar ternyata melaku- .
kan subkontrak dengan bak-bank kecil untuk capaisn-anghka.
20%6

Ada tendensi bahwa kebijakan kredit usaha- keeil.
:sejauh ini hanysa berorientasi supply dan kurang mengena-
1i saspek-aspek 'mikro ekonomi pasar kredit. ‘Hal- imni -
bersumber karena besarnya entitas politik dibalik kebi-
jakan kredit yang ditelurkan untuk usaha kecil, baiku‘
karena tekanan aspek pemerataan maupun tekanan -politik-
lain. Ditingkat implementasi, apalsgi bagi bank
swasta, nyata terlihat minimnya pegangan untuk menjusti-
fikasi supply kredit kecil. Selain itu dengan keten-
tuan Pakjan implementasi alokasi kredit usaha - kecil
tidak memiliki c¢ukup grip uﬁtuk nemperbesar demand’

Kemudian dari prasurvay yang telsh dilakvkan oleh
penulis untuk rencana penelitian ini, diperoleh "data
keterangan bahwa sebagian besar bank swasta pada bebere-.

pa kota kecil yang banyak terdapat golongan usaha kecil,

&. Erna  Ermawati Chotim dan Juni Thamrin, 1997. DRis-—
kusi fAhli: pemberdaysan dan Replikasi Asapek Finan—
sigl Usaha Kecil di Indonesiz, Bandung, Akatiga,
hal 9.

7. Mangara Tambunan dan Harry Saldadyo, 1997 .
Portreditan dan Usaha Kecil: Dinamika FPermintaan,
BRandung, Akatiga, hal 1l1l.




seperti Purwokerto dan kota-kota sekitarnya ternyatsa

tidak mempunyai strategi khusus sampai kepads sasaran..

untuk pemberian kredit bagi uvsaha-usaha kecil.

Keterangan yang diperoleh bahwa hanya 'apabiLai

kredit vang dikeluarkan oleh bank swasta itu Jjumlah
nominalnya kecil (dibsawah Rp. 350.000.000,—)Bmaka ini
dianggap sebagal kredit usaha kecil, walaupun notabene

peminjam kredit adalsh perusshasan menengah yang memang

sudah bankable, Semestinys tidaklah demikian,  karena.

program kebijakan pemberian kredit kepada usaha kecil
adalah harus tepat tujuan dan tepat sasarsn yaitu  bagi

usaha—-usaha mengangkat rakyat kecil dalam lingkup usaha

kecil bahkan sangat kecil untﬁk suatn usaha™ memberdaya-.

kan mereks, sedangkan golongan seperti ini hampir tidak

tersentuh sama sekali. Keterangan dikuatkan = dengan--

alasan demi menjamin keamanan kredit, maks pemberian.

kredit harus sangat selektif sehingga harus ada agunan..

Sedangkan untuk .bank—bank penerintah, kredit .

usaha kecil yang tepat tujuan dan sasaran masih diper-
lukan upaya pendekatan yang lebih intensif lagi untuk
kesuksesan program kebijaksn pemerintah tentang kredit
usaha kecil iﬁi, serta adanys agunsn tetap masih menjadi
hal yang dipersyaratkan.

Memang persoalan kesempatan untuk memperoleh kredit

8. SE,. Dir. BI. No. 30/Kep/ Dir/ 4 April 1997 Tentang
pemberian FKredit Usaha Kecil dimana disebutkan
Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan
kepada nasabah usaha kecil dengan plafon  kredit
maksimal Rp. 350.000.000,-.
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dari dunia perbanksn masih tetsp klasik menjadi kendala

hagi sebagian besar usaha kecil, yaitu pengusaha. - ser-

ingkali mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan

pembuatan studi kelayakan, kerapian dalam pembukusn, dan. .

berbagai syarat-syarat teknis banksble lainnya. -.Persoa- -

1sn klasik lain yang sering menjadi kendala dalam..
- penyaluran kredit adalsah tuntutan mengenai harus' terse- .
- disnya Jjaminan/agunan dari pengusaha kecil.

Permasalahan agunan sebagsai jaminan adalah suatun
hal yang mutlak diperlukan oleh lembaga perbankan - seba-.-
gai suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekono-
mi. Namun demikian seiring dengan  kemajuan - danis.. -
perbankan, antara‘iain dengan maksud memberikan peluang.
yang lebih besar kepada usaha kecil dalam memperoleh:-
kredit, pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan
mengenai agunan, yakni yang semula menganut  prinsip .-
"tiada kredit tanps agunan” sebagaimana diatur dalam
UU. Perbankan No. 14 Tahun 1987, menjadi prinsip yang
iebih lunak yaitu bank tidak wajib memintsa aguﬁan tamba-
han, dalam arti kredit dapat dicairkan hanya dengan
kelayakan usahalsaja, demikian maksud dari ketentuan UU.
Perbankan No. 7 Tahunl1992.9 Kebijakan ini kemudian
disambut dengan munculnya skim Kredit Kelayakan Usaha.

Namun -dalam praktek seperti disebutkan diatas,

9. Ketentuan ini sama dengan ketentuan UU. Perbankan
baru yakni UJ. No. 10 Tabun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Ferban-

kL&
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kredit usaha kecil dirassa masih jauh dari berhasil,
selsma masa Orde Baru, kredit usahsa kecil selalu hanysa

mendapat porsi lebih dalam pembicaraan formal, serta

lebih bersifat politis, sedang dalam kucuran dana- bagi.

usaha kecil masih sangat sedikit dibanding kucuran dana
bagi konglomerat yang skhirnya hanys berbunﬁut kredit
mgcet.

Kemadian dalam era reformasi dengan fekad member-—
dayakan usaha kecil berdasar sistem ekonomi kerakyatan,
rupanys kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang
ekonomi Jjuga berusaha untuk ditata kembali. Untuk itu
dikeluarkan dalam Kebijakan Pemerintah Reformasi ini apa
vang disebut sebagail Kredit Program, vang bertujuan
untuk memperkuat perekonomian rakyat. Kemudian dikeluar-
kan pula Undang-undang perbankan baru yakni BU. Ro. 10
Tahun 1998 Tentsng Perubahan Atas Undang-undang No. 7
. Tshun 1892 Tentang Perbankan. Dengan undang-undang ini
mungkin dimaksudkan sebagai santisipasi dalam sistem
ekonomi kerskyatan.

Dalam tataran praktek saat ini, masih tetap
saja muncul masalah klasik pemberian kredit usaha kecil
yang terantama bagi usaha yang tidak bankable, ywyaitu
bahwé uszhs kKecil yang demikian akan selalu membuat
bank merasa tidak mempunyai keyakinan dalam hal debitaur
melunasi hutangnya, padahal masalah ini melekat dan
stagnan pada rakyat banyak dalam hal ini wusahsa sangsat
kecil yang jumlahnya sangat banyak. Pada dasarnya memang

tidak mudah menemukan usaha-usaha kecil vyang feasible




secara ekonomis, padahsl sebenarnya lembsgs kredit
perbankan yang selalu ‘mereka harapkan demi pengembsn-

gan ussha, sebagai jalan keluar krisis ssast ini.

0Oleh karena itu sebenarnya pemberian. kredit

berdasarkan pertimbangan ekonomi dan hukum merupaksn dua
kutub yang sulit direngkuh bersamz dzlam suatu kebijakan
perkreditan. Bila pertimbangan hukum yang menjadi prio-
ritas, maka sering proses kredit akan mengalami kemsce-
tan, sebab umumnys pengusaha kecil tidak mempunyai
persyaratan bankable yang memadal baik dari sisi manaje-

men ussgha, pendirian perijinan, apalagi agunan.

Dua penilaian tersebut diatss sering wmenjadi

kendala selama ini bagi usaha kecil, padahal masing-
masing mempunyai tujuan vang penting dan saling ber-
pengaruh. Sehingga sebenarnya sangat perlu mengkaji
kebijakan-kebijakan bagi usaha kecil.

Oleh karena itu penulisan ini diharsapkan mendapat
gambarsn kendala-kendala apa yang ada, baik dari sisi
ekonomi maupun masalsh sosial yang muncul, sehingga
memang perlu dilakukan evaluasi sejauh mana efektivitas
kredit vang ditujukan untuk usaha kecil selama ini,
selanjutnya untuk dapat digunakan sebagai acuan daliam
rangks mengoptimalkan kradit perbankan bagi pengemn~
bangan sektor ussha kecil dimasa mendatang, da}am rangka
pula menciptakan bargairing antara lembaga keuangan dan
nssha kecil. Karena bila tidak demikian kebijakan
pemberdayaan ussha kecil yang bersifat inkremental init

kembzli akan mengalami stagnasi.




Pembicaraan tentang penegakan hukum adalah suatu
proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenva-—
taaan, yang dimaksud keinginan ini adalah keinginan dari
badan pembuat undang-undang seéara formal, dan  secars
material adalah keinginan dari rakyat untuk adanysa
ketertiban dalam berbagsi bidang. Hukum dibuat sebenar-
nya untuk dilaksanakan, maka apabila peraturan hukum
sudah tidak dapat dilaksanakan maka tidak lagi disebut
sebagai hukum. Hukum dapat dilihat bentuknya sebagai
kaidah-~kaidah yang dirumuskan secara eksplisit.

Berkenaan dengan berlakunya peraturan perbankan
vang menvangkut perkreditan bagi usaha kecil, menengah
dan koperasi, yang ini sebenarnys merupazksn sustu kebi-
Jakan publik, maks perlu suatu kajian untuk mengetahui
hambatan yang ada, dalasm hal ini yaitu bagaimana masya-
rakat wusaha kecil sebagai pemegang peran dalam pfoses
pertumbuhan usaha dapat mengakses produk‘ peraturan
perundsngan termasuk didalamnya peraturan deregulasi
vang ditujukan kepadanya, serta bagaiﬁana perbankan
sebagai lembags pelaksana dapat berperan maksimal, serta

adanya input umpan balik yang dapat diperoleh sehingda

memberikan suatu masuksn bagi perbaiksn kebijakan publik .

mengenai kredit usaha kecil yang selama ini Dbersifat
inkrenmentalis.
Bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian -kredit

usaha kecil menvangkut beberapa faktor antara lain:

faktor perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan

pemerintah, faktor pelaksana ketentuan hqkum -yaitu -
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pihak perbankan sebagai pemberi kredit, faktor sarana dan
fasilitas yang mendukung, =serta faktor masyarakat vaitu
lingkungan dimana hukum tersebut berlakn dan diterapkan
dalam hal ini yaitu para pengusaha kecil.

Oleh karens itu maks yang menjadi tujuan peneli-
tian ini adalah menemukan faktor-faktor yang mempenga-
ruhi efektifitas pemberian kredit kepada usaha kecil,
serta bagaimana pelaksanaan sistem kredit rakyat selamsa
ini. Karena ternyata persoalan Kredit Usaha Kecil tidak
mungkin hanya diatasi dengan satu deregulasi perbankan
vang mewajibkan bank mengalokasikan 20% dari total
portofolio kredit yang disalurkan untuk pengembangan
usaha kecil, serta kredit program seperti yang saat 1ini
menjadi kebijskan pemerintah.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan tampak
jelas upaya mengakomodasikan kebutuhan masyaraksat dalam
perekonomian dengsn konsep pelaksanaan hukum (Law en-
forcement) yang benar semakin menjadi tuntutan masyara-
kat. Ini berarti bahwa kebijaksanaan perbankan yang
merupakan konsep hukum, perlu dievaluasi agar penataan
dan pengaturan dalam perekonomian tidak menimbulkan
ekses yang justru menghambat kegiatan usahs yang diatur
dalam kebijakan-kebijaksn tersebut, bahkan kemandegan
dapat terjadi. Ksrenanya nilai arahan dan implementasi
falsafahnya juda harus jelas dan tegas. Nilai deregulasi
menjadi mantap berdasarkan ukuran obyektif,bila ada

kepastian hukum yang menjamin interaksi ekonomi dari

pelaku bisnis.




B. PERUMUSAN MASALAH

1. Fsktor-faktor =pekah yang mnempengaruhi efektivitas
pelak=sanaan kebijakan perbankan dalam pemberian
kredit usaha kecil ?

2. Bagaimanakah sistem kredit perbankan vyand efektif
bagi usaha kecil 7

C. TUJUAN PENRELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor vyang nempengaruhi
efektivitas pelaksanaan kebijakan perbankan dalam
pemberian kredit usaha kecil.

2 Untuk menemukan sistem kredit perbankan yang efektif
bagi ussha kecil.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Secars teoritis penelitian ini dapat dijadikan
sebagsi bahan sumbangan penikiran bagi peningkatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bidang
perbankan pada khususnya.

Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk
nemberikan ‘kontribusi pemikiran secara yuridis kepada
para pengambil keputusan dalam bidang moneter khususnya
para pembust kebijakan dalam bidang perbankaﬁ untuk
memperbaiki sistem penegakkan hukum kebiiakan perbankan

dalam pemberian kredit bagi usaha kecil.

E. METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini dapat memperoleh kebenaran.

yang obyektif, maka harus didukung dengan sustu. netode
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yang terencana dan efisien. Adapun metode-metode vyang

akan dipergunaksn selams penelitian ini berlangsung

secars rinci dapat dikemukakan sebagal berikut:

a. Metode Pendekatan.

1. Pendekatan Yuridis normatif, yakni suatu pendekatan.
penelitian yang memandang hukum sebagai suatu gejala
vang ajeg (otonom) dan merupakan kaidah hukum yang
harus dilaksanakan.

2. Pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni suatu pendekatan
penelitian yang memandang hukum sebagsi suatu gejals
sosial dan empiris yang terlepas sama sekall dari-
hukum sebagai suatu norma.

Kedua pendekatan tersebut diatas akan digunakan
untuk menganalisa baik dari sisi normatif yaitu kebija-
kan yang ada, serta bagaimana melihat sisi pelaksanaan
kebijakan pada perbasnkan maupun pada masyarakat usaha
kecil sehingga didapatkan pula date sosiologlis, serta
ada pendekatan dialog antara data disatu pihak dan teori
dipihak lsin yang dapat mengungkapkan gambaran efektivi-
tas dari bekerjanya hukum/ kebijakan.

b. Metode pengumpulan data

Data primer bersumbér langsung dari para
pengusaha kecil dan pejabat perbankan ,- -yang diperoleh
dengsn cara wawancara bebas terpola, nes?ipun telah
dibuat daftar pertanysan namun tidak terikat ihﬁnya
dengan daftar pertanysaan tersebut. Sejalan dengan ini
maka data yang diperoleh dapat bersifat  kvantitatif

juga kualitatif, teknik ini memberi Lkemungkinan yang
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lebih besar untuk menangkap kompleksitas masalah yang
sadn dalam masyarakat usaha kecil dan praktek perbankan.
Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen
resmi vang erat hubungannya dengan masalah yang dikaji,
yahg diperoleh dengan jalan mempelajsri peraturan perun-
dangan, hasil penelitian terdahulu serta literatur dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.
c. Metode Pengambilan Sampel.

Guna mengetahui permasalahannya yang sebenarnya
bagi usaha kecil maka pengambilan sampel penelitian ini
terlebih dulu dibagi 2 kelompoek, selanjutnya pengambilan
sampel masing-masing kelompok ini dengan purposive
sampel, vang mencerminkan cifi masing -masing populasi
dalam kelompok sehingga subyek vang dipilih menjadi
angdota sample telah mempunyai sifat yang dimiliki oleh
populasi dari mana sample ditarik, oleh karena 1itu
pengambilan sampel dalam tisp kelompok menggunakan jﬁga
metode random éampling.

Adapun Jjumlah responden adalah 50 pengusaha
kecil, yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu:

1. Pengusaha sangat kecil / informal atau tradisional
sebanyak 25 responden
2. Pengusaha kecil formal sebanyak 25 responden.
Pembagian  dua geloméok responden tersebut
diatas dengan mengingat adanya asumsi bahwa selama. ini
usaha sangat kecii seakan-akan jauh dari akses perbankan
karena dianggap tidak banksble, padahal jumlah wusaha

kecil informal mendominasi usaha rakyat Indonesia.
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Jumlsh responden seperti tersebut diatas dianggap cukup
karena sifatnys hanys mencocokan keterangan dari perbsan-
kan tentang tidak adanya penawsran dari pihak perbankan
bagi usaha sangat kecil.

Dalam penjelasan pasal 1 UU. No. 9 Tahun 1995
Tentang Usaha Kecil menyebutkan ketentuan undang-undang
usaha kecil berlaku juga bagi usaha kecil informal atau
tradisicnal. Yang dimaksud dengan usaha kecil informal
menurut penjelssan uvndang-undang adalah, usaha yang
belum terdaftar, belum tercatst, dan belum berbadan
hukum, antsra lain, petani penggarap, industri rumah
tangga, pedagang asongan, pedsgang keliling, pedsagang
kaki lima, dan pemulung..

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sampel usahza
sangat kecil dalam penelitian ini adalah pedagang pasar,
pedagang kaki lima, pedagang keliling, industri sangat
kecil makanan rakyat. Untuk usaha kecil formal dalan
penelitiﬁn ini adalah usaha yang telah terdaftar/terca-
tat/telah berbadan hukum yang secara kenyataan telﬁh
terlihat lebih mapan dari usaha kecil informal, namun
masih dalam kriteria usaha kecil seperti dimaksud dalam
Undang-undang Usaha Kecil mauvpun ketentuan perbankan
mengenai syarat penerima kredit usaha kecil. Pengusaha-
pengusaha_dalam hal ini yang telah memperoleh ijin baik
ijin dari Depértemen Perdagandan, Perindustrian maupun
Departemen Kesehatan , sepertiiﬂarung / Toko, industri
makanan tradisional terkenal seperti Keripik, Nopia,

Getuk Goreng, Bengkel Mobil/motor.
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Dari kedua kelompok usaha kecil ini dapsat dikets-
hui perbedaan perhatisn perbankan antara uszaha keecil
formal dan usaha kecil informal, serts untuk mengetahui
kesulitan akses perbankan lainnya antara usaha keeil
formai dan usaha kecil informal

Selanjutnya dalam penelitian ini diperlukan Jjuga
data dari pars rejsbat bank umum terutama bagian kredit.
Bank umum dalam hal ini menurut pasal 1 UU. No. 10 Tahun
1998 Tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan
kegiatan ussaha secara konvensional dan atau berdasarkan
prinsip sysriah yang dalam kegiatannys memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam penelitiﬁn ini dipilih 3 beank milik
pemerintsh yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang
Purwokerto, Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Purwoker-
to, Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Purwokerto, serta
3 Bank milik swasta yaitu Bank Danamon Cabang Purwoker-
to, Bank Ceﬁtral Asias Cabang Purwokerto dan Bank Tamara
Cabang Purwokerto.

Pemilihan sejumlah bank tersebut dirasa cukup
dapat memberikan gambaran pelaksanaan kredit usaha kecil
dalam prakteknya, karena seperti BRI =adalah sebagai
ujung tombak bagl program-program pemerintsah untuk
pemberdayasn uéaha kecil. Sedangkan BNI, BTN dan bebera-
pa bank swasta tersebut distas diharapkan dapat memberi-
kan data pelengkap untuk lebih mampu mengungkep fakia
pemberian kredit usaha kecil, karena pada hakekatnya

semna bank umum baik swasta dan pemerintah wajib melak-




sanakan pemberian kredit usaha kecil (bahkan minimal 20%
dari total porto folio kredit).

Pertimbangan lainnya , bahwa pemilihan bank-bank
tersebut adalah merupsakan bank yang telah cukup lama
menjalankan kegiatannya dikota Purwokerto.

Selanjutnya bank dikota Purwokerto vang meliputi
wilayah EKabupaten Banyumas dipilih, karena merupakan
wilayah vyang sedang berkembéng, dimana banyak industri
kecil potensisl sertas wilayah ini merupakan pusat perda-
gangan bagi daerahnya sendiri maupun bagi daerah sekitar
vang dahulu merupakan eks. Karesidenan Banyumas.

Usaha kecil yang berkembang beraneka macam dari
produk makanan : kripik, nopie, Jjenang, satu, lanting
,dsb. ssmpsi kepads industri, kersjinan dan alat-=alat
rumah tangga. -Baik ussha mandiri, kelompok, ataupun
usaha kelilingan jajanan. Bahkan berdasarkan penelitian
awal terdapat usaha sangat kecil yang telah mendapat-
kan kredit dari perbankan dan pembinaan dari instansi
terkait, dengan cukup pengalaman penyaluran kredit bagi
sisi pelakssna perbankaé serts segala permasalahan dari
penerima kredit ussha kecil, dimana usaha sangat kecil
ini sebenarnya merupakan jumlah terbesar usaha kecil di
Indonesia. |
d. Hetode Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul akan
dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantita-
tif terhadap data kuantitatif, serta digunakan pula

metode analisis kualitatif untuk data kualitatif vyang




diperoleh kedua data tersebut dipergunakan saling mendu-
kung. Selaajutnys pembahasan menggunakan model teoriti-
cal interpretation yakni menginterprestasikan data
berdasarkan teori ilmu hukum maupun ilwu sosial lainnya,
serts mendialogkan data disatu pihak dengan teori dipi-
hak 1lain, sehingga diharapkan dapat disusun suatu model
penegakkan hukum kebijakan perbankan dengan menemukan
sistem penyéluran dana yang efektif untuk pembuatan
kebijakan-kebijakan pemerintah bagi usaha kecil selan-
Jutnya.

F. EERANGKA TEORITIK

Menurut pasal 1 UU. No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas UU. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
disebutksan bshws bank adalah badan usaha yang menghimpun
dans dari masyarskat dalam bentuk simpanan dan menyalur-
kannya kepada masysarakat dalam bentuk kredit dan atan
bentuk-bentuk lainnya dalam 'rangka meningkatkan taraf
hidup rakyst banyak. |

Salah satu usaha dari Bank Umum adalah memberikan
kredit iepada masyarakat. Dalam memberikan kredit kepada
masvarakat, bank umum wajib mempunyai keyskinan atas
kenanpuan dan kesanggupan debitur untuk melurasi hutang-
nys sesusi dengan yang diperjanjikan.

Yang dimaksud dengan istilah kredit adalah bera-
sal dari istilah credere yang berarti kepercayaan. Ini
berarti seseorang atau suatu badan yang nemberikan
kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debi-

tur) dimasa yang akan datang akan sanggup memenuhi
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segdala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa vang
telah dijanjikan itu dapat herupa barang, uang ataun
jasa. Dengan demikian akan diterims kontraprestasi pada
masa vang akan datang, maka Jjelas tergambar bahwa kredit
dalam arti ekonomi sdalash penundaan pembayaran dari
prestasi vang diberikan sekarang, baik dalam beﬁtuk
barang, uang maupun jasa 10
Dalam psasal 1 UU. NHo. 10 Tahun 1998, kredit dirumuskan
sebagai penyediaan uang atau tagihan vang dapat dipersa-
makan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepaka-
tan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain vyang
mewajibksn pihak peminjam melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Deri paparan distas, nampak bahwa dalam kredit

paling tidak ada dua pihak yang berkepentingan , vyaitu:

Pertama, pihak pemilik uang dan atau barangd sebagail
pemberi kredit yang berkehendak agar supaya uang dan ;
atsu barang vyang dimilikinys dapat disalurkan kepada
masysrakat, dan pada akhirnya akan memperoleh keuntun-~

gan. Kedua, pihak penerima kredit (nasabah), yang berke-

hendak agar kebutuhan uang dan atau barang yang diperlu-

kan dapat terpenuhi. |
Apabila kredit dihubungkan dengan kepercayaan,

maka sebenarnya didalam orang membuat suatu perjanjian

juga dibutuhkan suatu keperéayaau, bahwa pihak lawan

10. Purwakhid Patrik, 1993, Segi-segi Keperdataan
Masalah Kredit Macet, Makalah Dies Natalis ke 29
Uriiv. Mubamadiyah Magelang, hal 2.
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skan memenuhi isi perjanjilan yang telah dibuatnya. Tanpa
kepexrcayaan tidak mungkin akan terjadi perjanjian.
Begitu juga dengan kredit, tanps kepercaysan tidak akan
mungkin terjasdi kredit, sipemberi kredit tidak akan
melepaskan uang dan atau barang miliknya kepada pihak
lain (pemilik kredit).

Masa antara pemberian kredit dan pembayaran
kredit dapat berlangsung selama 1 bulan, 6 bulan, bahkan
dapat untuk sekian tahun. Oleh karena itu dalam pemberi-
an kredit selalu terkandung pengertian tentang degree of
risk yyaitu suatu tuntutan risiko tertentu, oleh karena
pelepasan kredit mengandung suatu risiko bagl pemberi
kredit.

Dengsn demikian kredit adalah suatu pemberian
prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi
itu aksn dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang
akan datsng disertai dengan sustu kontra prestasi yang

berupa bungsa 11. *

Berdasarkan uraian diatas kredit mempunyai unsur-unsur

sebagai berikut iz,

1. kepercayaan @ Dalam hal ini ada suatu keyskinan bagi
pemberi kredit bahwa prestasi (uang, barang atau

jasa) vyang diberikannys akan benar-benar diterimsa

kembali dimasa tertentu yang akan datang.

i11. Muchdarsyah Sinungan, 1987. Dasar—dasar dan Teknik
Kredit, Jakarta, Bina Aksara, hal. 13.

i2. Ibid.




2. Waktu : Bahws antara pemberian prestasi. dan pengemba-
liannya dibatasi oleh suatu masa atau waktu tertentu.
Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang
nilsi sagioc uang bshwa uang sekarang lebih bernilail
dari vang dimassa yang akan datang.

3. Degree of risk : Pemberian kredit menimbulkan suatu

tingkat risiko, dimasa-masa tenggang adalah masa yang-

abstrak. Risiko timbul bagi pemberi kredit karena
uwang barang atau jasa yang berupa prestasi telah
lepas kepada orang lain.

4. Prestasi : Prestasi yang diberikan adalah suatu
prestasi yang dapat berupa uang barang atau Jjasa.
Dalsm perkembangan perkreditan di al;m. modern ini,
maka yang dimaksudkan dengan prestasi.dalam pemberian
kredit adalah uang.

Kredit sebagai kegiatan utama bagi perbankan akan
nemberikan suatu keuntungan, namun sekaligus juga menim-
bulkan risiko, dimana bila terjadi -kredit yang diberikan
tidak dapat kembali sepenuhnya, maka dalam memberikan
kredit, bank harus bertindsak penuh kehati-hatian dengan
memperhatikean asas-asas yang berkaitan dengan kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Undang-
undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya yaltu
UU. No. 10 Tahun 1998, mengenai pemberian kredit adalah:
Pasal 8 nya yang menyatakan, bahwa dalam ;emberian
kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemam-
puan dan kesanggupan debitur untuk melunssi hutangnya

sesuai dengan yang diperjanjikan.
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Kemudian dalam penjelsssn pasal 8 tersebut diatas
dikemukakan bahwa kredit vang diberikan oleh bank
mengandung risiko, sehingga dalam pelasksanaannys bank
harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
Untuk - mengurangi risiko itu, Jaminan kredit dalam arti
kevakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi hutangnya sesual dengan yang diperjanjikan
merupakan faktor penting yang harus'diperhatikan bank.
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan
kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek
usaha debitur. Mengingsat bahwayggunan adalah salah satu
unsur jaminan dalam pemberisn krdit, maka apabila berda-
sarkan unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas
kemampuan debitur mengembaliksan hutangnya, agunan dapat
hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibia-
vai dengan kredit yang bersangkutan yang disebut sebagai
agunan pokok. Bank tidak wajib meminta =agunan berupa
barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek vang
dibiaygi, vang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Lebih jauh apabila diperhatikan usaha perbankan,
juga mengandung misi sosial, karéna perbankan dinyatakan
sebagai suatu sarsna vyang dapat menyalﬁrkan dane kepada
masyarakat secara efisien dengan berlandaskan demokrasi
ekonomi. Alasan pemerintah méncantumkan hal itu, adalah
untuk memenuhi tuntutan pelaksanaan demokrasi ekonomi
dewasa ini, dimana struktur perkreditan kepada masyara-

kat luas merupakan bagian dari kebijakan ekonomi dsn
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pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan pemberian
kredit bagi usaha kecil.

Mengenai usaha kecil beberapa 1istilsah dikenal
dalam mgSyarakat untuk menggambarkan pengdertian tentang
usaha kecil, seperti: small sector, weak sector, small
business, small scale industry, small credit 13

Suatu batasan tentang usaha kecil adalah subjek-
£if dan relatif, subjektif dalam arti bahwa suatu negara
mendefinisikan usaha kecil akan berbeda dengan ‘negara
lain. Relatif, karena suatu negara mendefinisikan usaha
kecil dari sustu kurun waktu, yang akan berbeda dari
kurun waktu selanjutnya, dan tolok ukur ysng digunakan
antuk mengelompokkan usaha kecil tergantung pada perkem-—
bangan situssi kondisi ekonomi negara yang bersangkutan.

Menurut UU No.9 Th.1895 tentand usaha kecil
disebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomil
rakyat vang berskala kecil dan memenuhi kriteria ke-
‘kaysan bersih atsu hasil penjualan tahunan serts kepemi-
hakan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yaitu
dslam pasal 1 nya. Yang dimaksud dalam pasal 1 ini
meliputi usaha informal dan ussha Kkecil tradisional.
.Usaha‘infdrmal adalah usaha yang belum terdaftar, belum
tercatat dan belum berbadanlhukum. Sedangkan yang dimak-
sud usaha kqpil tradisional adalah usaha yang mengguna-

kan produksi sederhana yang telah digunakan secara

1%, Sartonoc Kadri,Masalah Yang Dihadapi . Perbankan
Daiam Membiavai Gaolongan Ekonomi Lemah, Makalab
Lokakarya, BNI-FWI, Yogyakarta, 1981.




turun-temurun atau yang berkaitan dengan seni dan bu-

daya.

Adapun kriteris usaha kecil yang dimaksud adalah
sebagsi berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.
200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) tidak termasuk
tsnah dan bangunan dan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling bﬁnyak Rp.
1.000.000.000,~ ( satu milyar rupiah).

3. Milik warga negars Indonesisz.

4. Berdiri sendiri dan bukan merupakan snak perusahaan
stau cabang perusahasn yang dimiliki , dikuasai, atan
berafiliassi baik langsung maupun tidak langsung
dengan uasaha menengah atau besar.

5. Berbentuk usahs orang perseorangan , badan usaha yang
tidak berbadan hukum afau badan usaha yang berbadan
hukum, termasuk koperasi (pasal 5 ayat 1).

Kebersdaan usaha kecil telsh hanyak membantu
pemecahan persoalan-persoalan pembangunan dewass ini,
khususnya terhadap penyerapan tenagsa kefﬁa . Walasupun
demikian, masih banyak program pengembangan usahs kecil
yvang selama ini-dijalankan belum mencspal sasarsn sepe-
nuhnya.

UUD 1945 dan GBHN telah menggariskan mengenai
pembangunan ekonomi yangd memperhatikan segi "pemerataan”
hasil-hasil pembangunan. Dalap kaitan inilah, upaya

pembinaan dan pengembangan usaha kecil mendapat tempat

penting sekarang ini.




Sebagaimans telah digariskan didalam GBHN bahwsa
salah satu program prioritas dalam wmencapal sasaran
pembangunan khususnya untuk peningksatan pemerataan
adalah program pengentasan kemiskinan. Masalah ini
merupakan masalah vang kompleks dan mencakup banyak segi
sntara lain segi ekonomi, segl sosio kultural, segi
politis. Sehubungan dengdan itu, upaya pengentasan kemis-
kinan merupakan upays multisektoral terpadu dan harus
. dilaksanakan oleh- semus pihak terkait secars terkoordin-
asi dan bersama-sama.

Dibandingkan dengan usaha besar, usaha kecil
merupakan sektor usaha yang potensial dan strategis.
Pertama, sebagian besar usaha kecil adszlah padat karya,
dan mengunakan teknologi yang relatif sederhana dengan
biaya yang relstif murah. Kedua, menyerap jumlah tensaga
kerja yang relstif besar. EKetiga, mampu beroperasi
didesa dan dikota daiam berbsgsi ragam usaha.

Untuk mengembangkan usahs kecil dengan cara
meningkatkan kemampusn usahanya yang lebih tinggi, maka
diperlukan berbagai perangkﬁt hukum yang mampu mengako-
modasikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,
termasuk menciptakan kondisi yang akan mendorong pertum-
buhan ussha kecil.

Dalam rangka merealisir kondisi-kondisi vang
mampu mendorong pertumbuhan dunia ussahs, termasuk usahsa
kecil, oleh pemerintsh diadakan berbagai kebijakan
deregulasi yang dimaksudkan untuk mengurangi hambatan-

hambatan terhadap partisipasi usaha kecil dalam perkem-
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bangan ekonomi yang berorientasi kemasa depan.
Deregulasi +<ersebut sama sekali bukan dimaksudkan untuk
menghilangkan campur tangan pemerintah karena fungsi
pemerintah dalam hal ini diharapkan sebagai pendukung
perkembangan perekonomian. Hal itu disebabkan karena
jika dalsm suatu masyarakat timbul masalah atau peristi-
wa yang memerlukan penataan , pengaturan dan penyelesai-
an dengan segéra, sedangkan hukum untuk itu sudah tidak
memadai dan atau peraturannys belum ada, maka pemerintah
berwensng untuk mengatur atau menyelesaikannya. Dengan
demikian fungsi primer pemerintah adalah untuk memper-—
siapkan perangksat hukum terhadap hal-hal atau kondisi-
kondisi ysng boleh atau tidak boleh dilakukan oleh
anggota masyarakat atau pelaku bisnis.14

Jadi kebijaksanaan deregulasi oleh pemerintah
dimaksudkan untuk memfungsikan hukum sebagai alat mendu-
kung efisiensi ekonomi. Karenanya, fungsi hukom tidak
hanya menjaga ketertiban saja tetapi Juga berfungsi
sebagei perekayasa "kemajuan masyarakat"15.

ﬁebijaksanaan deregulasi perbankan, khususnya
bidang perkreditan telah dilaksanakan pemerintah dengan

pengeluarkan berbagsai peraturan yang membuka kemungkinan

begi usaha kecil guns memperoleh kredit. hal ini dapat

14. Noer Sutrisno, 1995, Peranan Perbankan Sebagail
Sumber FPembiavaan Golongan Ekonami Lemal oan
Koperasi, Jakarts, EFHN-DEFFKEH.

15. Satjipte Rahardjo, 1983. Hukum dan Perubahan So-
=ial, Bandung ,Alumni, hal 231,
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terlihat dalam Paket 27 Oktober 1988, Paket 29 Januari

1980, serts Paket Kei 1993.

RKebijakan Paket 27 Oktober 1888 adalah Paket
Kebijaksanaan Keuangan, Moneter dan Perbankan vang
memuat kebijakan aspek kelembagaan dan sistem vyang
memberikan peluang bagi bank-bank untuk menghasilkan
produk vang lebih dapat memobilisasi dana masyarakat
dengan carsa sebagai berikut:

- Memberikan Kegudahan pembentukan bank baru, kemudahan
pembentukan lembaga keuangan buksan bank, dan pendirian
Bank Perkreditan Rakyat.

- Memberikan kebebasan bank mengeluarkan produk tabungan
dan deposito.

Hal yang diharapkan dari deregulasi ini adalah dengan
kemudahan tersebut akan membuka peluang berdirinya
lembaga-lembaga keuangan hingga sampai pada tinghkat
kecamatan, yang semestinya akan dapat mengintegrasikan
perekonomian desa yang merupakan potensi bagi pembiayaan
usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya melalui Paket 29 Januari 1990 Téhtang
Ketentuan Lanjutan Pakto dan Pskdes 1988 mengenai
Penyempurnaan Sistem Perkreditan, pemerintah melaksana-
" kan penataan sistem perkreditﬁn dengan tujuan meningkat-
kan efisiensi dan alokasi dana masyarakat, serta mening-
katkan kemampuan perbankan dalam pengerahan dana masya-

rakat, dengan hal yang menjadi fokus sebagai berikut:
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- Mengurangi peranan fasilitas Kredit Likuiditas Bank :
Indonesis (KLRI) dslam pemberian kredit program,
dengan meningkatkan peran perbankan dalam penghimpunan
dana dan pemberian kredit.

-~ Upava penyederhaqaan struktur bunga bank sehingga
mencerminkan harga yang wajar sesual mekanisme pasar.

- Mewajibkan seluruh perbankan untuk menyalurkan 20 %
total kreditnya untuk Kredit Usahs Kecil (RUK).

Remudian Paket MWei 1983 Tentang Kebijaksanaan
Sistem Kredit, dengan penekanan antara lain:
Meningkatkan plafon kredit usaha kecil serta kerja-
sama bank umum dengan BPR dalam penyaluran RUK.

Berkenaan dengan berlakunya undang-undang serta
peraturan-peraturan deregulasi bagi usaha kecil, maka
periu susatu kajian tentang bagaimana masyarakat usaha
kecil _sebagai pemegang peran dalam proses bekerjanya
hukum dspat mengakses broduk perﬁturan vang ditujakan
kepadanysa.

Sosiolog ' Chambliss dan Seidman mgnyebut anggota
masyarakat vang dikenai peraturan (norm addressat)
sebagal pemegang peran, dimansa peranannyva dihafapkan
sesuai dengan tujuan peraturan perundangan.

Secara lebih gamblang William J. Chambliss dan

'Robert B. Seidman mengemnukakan model bekerjanya hukum




dalam masyarakat pada bagan sebagai berikut:16

Faktor-faktor
Sosial & personal
lainnysa

“Lembaga
FPembuat -~

L_Pleraturan
PN

umpan
balik

t
' norma
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| Lembagsa Aktifitas

Penersp Penerapan
Peraturan

Faktor -~faktor
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lainnya

v

Pemegang
Peran

Faktor-faktor
Sosial & Personal
Yainnysa

1&. Satiipto Rahardjo, Hekum dan Pasyarafat, loc.cit.




BAB II
PENGERTIAN UMUM TENTANG KREDIT DAN USAHA KECIL
SERTA KEBIJAKAN PERBANKAN
A. Tinjauan Mengenai Kredit Pada Umumnya
1. Pengertian Kredit

Bahwa kebutuhan manusia akan kredit telah dirasa-
kan sejak dahulu kals, baik oleh perorangan, badan
usaha, bahkan juga oleh negars. Hal ini dapat dimengerti
oleh karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusisa
sering terhambat karena keterbatasan modal; dimana
faktor ketiadaan modal dapat diperoleh dengan melalui
sarana kredit.

Kats kredit berasal dari bahasa Romawi “Credere”
yvang artinya percaya 17, pihubungkan dengan maksud
tersebut maks seseorang yang mempercleh kredit pada
dasarnys dis memperoleh kepercayaan, dimana'kredit tanpa
kepercayaan sulit dapat terjadi. Kepercayaan dalam
kredit daspat diber<ikan dan diterima dalam bentuk uang ,
barang atau jasa.

Dalam transaksi kredit ada kesepakatan penundaan
pembayaran, dimana unang atsu barang yang diterima seka-

rang akan dikembalikan pada masa yang akan datang, baik

dalam ukuran hari, bulan maupun tahun. Dalam pemberian

kredit juga terkandung adanya risiko, yaitn risiko bagi

pemberi kredit bahwd uang atau bsrang yang telah diberi-

17, Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Fank,
Alumni, Randung, 19835, hal 21.




kan kepada penerima kredit dapat tidak kembali baik
sebagian masupun seluruhnva.

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa, kredit adalsh
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarksn persetujuasn satau kesepaksatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewa]jibkan pihak pemiﬁjam untuk melunasi hutangnya sete
lah Jjangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan
atau pembagian hasil keuntungan.18

Dalam pemberian kredit terdapst dua pihak vyang
berkepentingan langsung yaitu pihak yvang mempunyai uang

disebut sebagsai pemberi kredit dan pihak yvang membutuh-

‘kan uang disebut sebagai ﬁenerima krediti Bilamana

terjadi pemberisn kredit berarti pihsk yaﬁé mempunyai
uwang memberikan uangnya kepsda pihak yang memerlukan
uang dan pihak vyang memerlukan uang berjanji akan
mengembalikan uang tersebut pada suatn waktu tertentu
dimasa vang skan datang.

Pihak pemberi kredit biasanya berada dalam Kkea-
daan/posisi yang lebih kuat dari penerima kredit, se-

hingga ia lebih memperhatikan dan memperhitungkan unsur-

18. Dalam ketentuan undang-undang Ferbankan baruw  yakni,
UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubshan Atas Undang-—
untdang MNg. 7 Tahun 1992 Tentang Ferbankan pasal 1
angka 11 disebutkan bahwa, kredit adalah penyediaan
wang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang dewajib-
kan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.
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unsur sebagal berikut:

Pertama, adanya kepercayaan, ysitu suatu keyakinan dan
kepercayaan bahwa dana/uang/barang/jass -yang akan
diberikannysa akan kembali dan menghasilkan keuntungan
berupa bunga kredit.

Kedua, adanya prestasi, yaitu pihak pemberi kredit mau
memberikan prestasi dalam bentuk dana/uang/barang atau
Jesa kepada pihak penerima kredit apsbils mempunyai
keyakinan bahwa prestasi itu akan dapat diperolehn?a
kembsli.

Ketiga, waktu, vaitu keyakinan bahwa penberian
dana/uang/barang/jasa kepada pihak penerima kredit akan
dikembalikan pada waktu yang telsh ditentukan bersams.
Keempat adanya risiko, yaitu adanya perbedaan waktu
pemberisn dana/barang/uang/Jjasa dengan waktu pengembali-
an, s=sehingga hal ini dapat menimbulkan risiko bagi
sipemberi kredit.

Depat dikatakan bahwa intisari dari kredit
adalah adanya kepercayasan, suatu unsur yang.harus dipe-
gang sebsgai benang merah melintasi falsafah perkreditan
dalam arti sebenarnya, bagsimanapun bentuk, macam dan
ragamnys dan dari manapun asalnya serta sispapun diberi-

kannya 19.

Setelah pemberi kredit mempertimbangkan semua

unsur diatas dan terjadi titik temu, yang .kadangpkadang

19. Tjipteadinugroho. Perbankan Masalah perkreditan,
Fradnya Fara mita, Jakarta, 1990, Hal 14.




terjadi penerima kredit dengan terpaksa menerima segala
syarat vang diajukan pemberi kredit, barulah terjadi
tranéaksi kredit vang sesungguhnya.

Namun tidak dapat disangkal bshwa sebenarnya
kredit memberikan keuntungan bsgi kedua belah pihak,
yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Bagi pihak
kreditur keuntungannys adalah is dapat menyalurkan
kelebihan dana/uang/barang/jasa.yang dimilikinya dengan
memperoleh keuntungan bunga yang dibayar pihak debitur.
Sebaliknysa bagi pihak debitur keuntungannya adalah dapat
memperoleh dana/uang/barang/jasa untuk memenuhi kebutu-
han hidupnya maupun untuk pengembangan usahanva.

Walsupun kedua belah pihak telah memperhitungkan
berbagai Ffaktor, baik yang bersifat ekonomis maupun non
ekonomis , namun tidak tertutup kemungkinan muncul
faktor lain yvang diluar kemampuan perhitungan tersebut

vang tetap dapsat menimbulksn berbagai risiko. Adapun

risiko-risiko tersebut dapat diuraikan sebagsai berikut:20

a.Risiko Moral (Moral Risk}

Bahwa sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarksan
informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber,
ternysta penerima kredit mempunyai moral yang baik.
Namun selsama dan pads saat kredit tersebut harus diluna-

si, 'ternyata karena pengaruh berbagai faktor terjadi

20. Tjipto Adi Nugroho, Ferbankan Masalah Perkredi
tan, Jakarta, FT. Fradnya Faramita, 1990, hal 3.




perubshan moral dari penerima kredit, sehingga ada
kemungkinan kredit tidak dapat dikembalikan pada waktu-
nya. Oleh karena itu bank sebagi kreditur dalam hal ini
menghadapi risiko moral yang dapat menimbulkan risiko
kehilangan keuntungsan, baik satas bunga kredit maupun
pokok kredit tersebut.

b. Risiko EKeuangan (Financial Risk)

Sebelum dsn psda sast kredit diberikan berdasarkan
informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber,

ternyata penerima kredit mempunyai posisi dan keadaan

keunangan yang baik. Namﬁn ternyata setelah kredit berja-

1an dan pada saat kredit tersebut harus dilunasi, ter-
nyata posisi dan keadaan keuangan penerima kredit beru-
bah menjadi tidak baik, sehingga ia tidak mampu mengem-
baliksn kredit yang telah diterimanya kepada pemberi
kredit. Dalam hal inilah pemberi kredit menghadapi
risiko keuangan (financial risk) vang dapat menimbulkan
kerugian bagi sipemberi kredit.

c. Risiko. Perdagangan (Busines Risk)Sebelum dsn pada
saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan - data,
ternyata keadaan perdagangan secara makro dan mikro
menunjukkan bahwa penerima kredit mempunyai perkembangan
usaha vyang baik dan perkembangan usaha ini diharapkan
akan -semakin meningkat dengan adanya pemberian kredit
ini. Namun ternyata setelah kredit tersebut berjalan dan
pada sast harus dilunasinya, terjadi perubshan keadasn

perdagangan vang menimbulkan kelesuan pada keadsan

perdagangsn pada umomnya dan sektor/bidang usaha peneri-
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ma kredit padsa khususnya, sehingga usaha perdagangan
penerims kredit menurun secars drastis. Akibatnya ia
tidak mampu mengembalikan kreditnva kepads pemberi
kredit. Inilah yang disebut sdengan risiko perdagangan
(busines risk).

Risiko-risiko diatas pada hakekatnya diluar
kemampuan kedua belah pihak untuk mengantisipasinya, dan
dapat muncul secars tiba-tiba di tengah perjalanan waktu
kredit, sehinggda seringkalil sulit untuk dihindari, dan
harus diterims oleh kedus belsah pihak sebagai kenyataan.

Melihat risiko-risiko yang mungkin timbul dari
adanya suatu pemberian kredit, maka ada senantiasa suatn
hal pokok yvang dikaitkan dengen pemberian kredit yaitu
adanya Jjaminan, yakni sesustu yang diberikan Kkepada
kreditur untuk menimbulkan keyvakinan bahwa debitur akan
memenuhi kewajibannys yang dapat dinilai dengan uang21

Pemberian kredit pada dasarnya harus merupakan
rangsangan bsgi kedus belah pihak. Bagi penerima kredit
harus mampu menunjukkan prestasi usahs yang baik, se-
dangkan bagi pemberi kredit secara material wmemperoleh
keuntungan, dan secars moral ada kebanggaan tersendiri
karena dapat membantu penerima kredit untuk kemajusan
usaha. Oleh karena itu, pemberian kredit dikatakan
berhasil spabila ia mampu memberikan penéaruh yvang baik

secarsa sosial ekonomi - bagi penerima kredit, pemberi

21. Hartono Hadisuprapto. PDkak*paka# Hukum Perikatan
dan Hukwn Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984,
hal SO0. :




kredit bahkan juga bagi bangsa dan negdara.
2 .Tujuan dan Fungsi Eredit

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kredit
adalah adanya profitability, vaitu tujuan untuk mempero-
ieh hasil dari kredit berupa keuntungan vyang diteguk
dari pemungutan bunga. Dalam hal ini keamanan dari
prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar
terjamin sehingga tujuan profitablity dapat bensar-benar
tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti.

Sedangkan dilihat dari pihak penerima kredit
tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan uang atau
barang vyang akan digunakan sebsagal pemenuhan kebutuhan
hidupnys, misalnya untuk modal usaha. Intinya adalah
sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup.

Sedangkasn fungsi kredit dilihat dari sisi ekonomi sda-

1ah:22

5. Eredit meningkatkan kegunaan (utility) dari suatu
modal. .

Para penabung dapat menyimpan uang pads Perbankan
dalam bentuk giro, deposito atau tabungan. Oleh pihak
bank uang s&kan ditingkatkan dayagunanya untuk suatu
usaha peningkatan produktifitas. Dalam hal ini uang akan
disalurkan kepada debitur dan atavu para pengusaha untuk
remperluas/ memperbesar usahanva baik untuk peningksatan

produksi, perdagangan mzupun untuk usaha-usaha rehabl-

29, Likat Muchdarsyah Sinungan. Dasar—dasar dan Teknik
Managemen Kredit, Bina Aksara, Jakarta, 1987,
hal-15-19.
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litasi staupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melaluil
kredit terdapst usaha peningkatan produktivitas secars
menyeluruh.

‘Dengan demikian, dsna di bank yang diperocieh dari
para penyimpan vang tidaklah diam statis, akan tetapi
dapat disalurkan guns usaha yang bermanfaat, baik ke~
manfaatan bagi pengusaha maupun bagi masyarakat. dengdan
kata 1lain, uang yang disimpan tersebut dan kemudian
disalurkan kembali melalui kredit dapat meningkatkan
dayaguna dari uwang staupun modal.

b. kredit meningkatkan daya guna (utility) suatu barang.

Dengar modal / uwang yang diperoleh melaluil ban~
tnan kredit bank, seorang produsen dapat melakukan
kegiatan -kegiatan sebagai berikut:

-Hemprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga
kegunaan dari bahan tersebut dapat meningkat.
—Memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya
vurang ketempat yang lebih bermanfaat. Keseluruhan
barang yvang dipindahkan dari suatu daerah kedaerah lain
aksn meningkatkan kemanfasatan barang. Dalam pemindahan
harang tersebut tidak selalu dapat diatasi dengan
kenangan distributor saja , namun juga menmerlukan modal
dari bank melalui lembaga kredit.
c. Kredit meningkatkan peredaran lalu lintas uaqg.
Eredit yﬁng. disalurksn melalui rekening koran
pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral
dan sejenisnya seperti cek, giro bilyet, ﬁesei dan

promes. Melalui kredit, peredaran uang chartal maupun
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giral akan berkembang dengan pesat. Disamping itu kredit
dapat menciptakan kegairahan berussaha, sehingga penggu-
naan uang sakan bertambah banyak, baikrsecara kualitatif
maupun secara kuantitatif. Dengan demikian peredaran
dan lalulintas uang dalam masyarakat dengan sendirinya
skan meningksat jugs jumlahnya.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku
"money creator”. penciptaan uang itu éelain subtitusi,
penukaran uang chartal yvang disimpan digiro dengan uang
giral, maka ada juga cara exchange of claim, yaitu bank
memberikan kredit dalam bentuk uang giral. Disamping itu
dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat
berharga dan membayar_dengan vang giral.

d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Setiap manusia merupaksn mahluk yang selalun
berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan
kegiatan-kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sesuail
dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi
peningkatan usaha dalam bidsng ekonomi tidaklah selalu
diimbangi dengan peningkatan kemampuannya. Karenanya
manusia selalu berusahs dengan segala daya untuk meme-
nuhi kekurangmampuennys dengan melakuksn hubungan dengan
manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulalah seorang pengusaha sebagai
manusia tidak terlepas dari kekurangnampuan tersebut.
Kekurangmampuan seorang pengusaha pada umumnya adalah
dibidang permodalan. Oleh karena itulah, ia akan selalu

berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permo-




dalan melalui kreditlguna meningkatkan kegiatan usahs-
nya.

Bantuan kredit ysng diterima pengusaha dari bank
itulah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume
usaha ussaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran,
maka terhadap segala macam ragam uszhs, permintaan akan
terus bertambah bilamané masyafakat telah mulai melaku-
kan penswaran. Timbullah kemudian efek komulatif oleh
semakin besarnya permintaan, sehindga secara berantai
akan menimbulkan kegairshan yang meluas dikalangan
masyarakat untuk sedemikian rups meningkatkan produkti-
vitas. Keadazan yang demikian secara otomatis akan
menimbulkan keyakinan pada masysrakat, bahwa dalam
melskukan setiap usaha untuk peningkatsan produktivitas,
mnasyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal, oleh
karens masalahnys dapat diatasi oleh bank dengan kredit-
nya-

e. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Dalam keadaan ekonmi yang kurang sehat, langksh-
langkah stsbilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-
usaha antara lain:

-Pengendalian inflasi.
-Peningkatan ekspor.
-Rehabilitasi p£asarana.
-Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
Untuk menekan arus inflasi dan terbih lagi untuk

usaha pembangunan, maka kredit memegang peranan penting.
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Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi
pembatasan kualitatif yaitu pengarahan kesekter-=sektor
vang produktif dan sektor-sektor prioritas vang secars
langsung berpengaruh pads hajat hidup masyasrakat. Dalan
hal ini seperti Indonesia, sudah tentu lebih diarahkan
kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perika-
nan, produksi vang menunjang sektor pertanian, industri
alat-alat pertanian, industri yang berpengaruh langéung
pada penghidupan rakyat (sandang pangan)}, produksi
barang untuk ekspor dsb.

Oleh karena itu setiap kredit harus diarshkan
untuk menambah peningkatan kehidupan rakyait banyak serta
antuk memperlancar distribusi agar mersata keseluruh
lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kredit bank harus
dijalankan secara selektif untuk menutup kemungkinan
usaha vang bersifat sangat spekulatif, yang pada akhir-
nyva menuju penghancuran kegiatan usaha masyvarakat,
ataupun pemberian kredit kepada usaha yang mematikan
ekonomi rakyst seperti kredit kepada pengusaha besar
yvang usahanya memproduksi barang dengan sistem komopoli—
nya yang tidak sehsat.

Tabungan masyarakat ditingkatkan dengan pengelus-
ran surat-surat berharga, sedang uang masyarakat akan

disalurkasn kepada usaha produktif, sehingga dapat menun-

jang pelaksanaan pembangunan serta mampu menciptakan

.

stabilisasi ekonomi.
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f. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan
nasional.

Bshwa para pengusaha yang memperoleh kredit dari
bank tentu saja skan berusaha dengan segenap kemampuan
untuk meningkatkan dan mengembanghkan kegiatan usahanya.
Peningkatan dan pengembangan usaha berarti akan mening-
katkan keuntungan (profit). Apabila keuntungan  ini
secara  kumulatif dikembangkan lagi, dalam arti dikem-
baliksn dalam struktur modal, maka peningkatan akan ber
langsung secara terus menerus. Dengan pendapatan yang
terus meningkat, berarti pajak perusahaan yang masuk
sebagai pendapatan negara akan terus bertambah. Dilain
pihak kredit vang disalurkan untuk merangsang pertamba-
han ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.
Sebaliknya dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada
kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan
negafa. Untuk selanjutnys keuangan negara dapat diguna-
ksn untuk kpeningkatan kegiatan usaha dibidang kese-
jahteraan umum &ang berguna untuk kesejahteraan masyara-
kat.

Dengan penambahan devisa nééara, maka penggunaan
devisa untuk urusan kKonsumsil berkurang, yang pada ékhir~
nya dapat dikatakan, bahwa langsung atau-tidak. langsung
melalui kredit, pendapatan nasional akan bertambah.

g. Kredit sebagal alat hubungan ekonomi internasional.

Dewsasa ini bank sebagai lembaga kredit tidak saja




bergerak didalam negeri, tetapi Juga diluar negeri.
Ameriks Serikat vshg telsh demikian maju sistem perban-
kannys telah melebarksn sayap usahs perbankannya keber-
bagai dunia, demikian puls beberapa bank pada negara
maju.

Henurut fungsinya, kredit dibedakan menjadi
kredit produksi dan kredit konsumsi. Eredit produksi
ditujukan kepada dunia usaha untuk membiayai kegiatan,
sedang kredit konsumsi ditujukan untuk pembelian barang
kebutuhan seperti rumah, kendaraan, alat rumah tangga
dll. |

Bahwa negara-negara kays/ekonomi kuat, demi
persahabatan antar negara hanyak memberikan bantuan
kepada negara-negara sedang berkembang atau negara
ekonomi lemah. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk
kredit dengan syarat ringan, yaitu bunga vyang relatif
murah serta jangka waktu pengembalian panjang. Bahkan
apabila negara penerima mengalami kesulitan ekononi,
dapat diadakan penjadualan kembalil hutangnya sampail
negara yang bersangkutan keadaan ekonominys pulih kemba-
li.

Melalui bantuan kredit antar ﬁegara yang sering-
kali dikenal dengan istilaﬁ Kredit G to G (Goverment to
goverment), maka hubungan negara pemberi dan penerima
akan. semakin derat, terutama dalam bidang perekonomian

perdagangan . Diharapkan dengan peningkatan bantuan antar
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negara dengan sistem kredit maka negara berkembang akan
terangkat menjadi negara sederszjad dangan negara maiu,
sehingga juga mempermudah hubungan dengan negara lainnya
secars lebih bsaik.

Bahwa kredit perbankan kepada dunia usaha dapat
dibedakan menjadi sbb:
Pertama, kredit investasi vang digunakan untuk membiaysai
modal tetap seperti peralatan produksi, gedung, mesin-
mesin dan berjangka panjang yaitu 5 tahun atau 1lebih,
atau untuk membisyai rehabilitasi dan ekspansi.
Kedua, kredit eksploitasi yang digunakan untuk membiayai

kebutuhan dunia usaha akan modal kerja yaitu
membisyal persediaan produk akhir, barang dalam proses
produksi serta piutang. Kredit eksploitasi ini sudah
dikenal sejak lama, yaitu pada tshjun 1950-an, sedangkan
kredit investasi baru dikenal pada mulai tahun 1868
bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang
program industrialisasi yang mulai dilancarkan 23.

Terlepas dari segala macam jenis kredit tersebut,
pada dasarnya kredit merupakan hubungan antara kreditur
dan debitur dalam hubungan hutang piutang. Oleh karena
itu, dalam RKUH Perdata kredit diatur dalam pasal 1754
yang menyebutkan : Pinjam meminjam adalah svatn perjan-

2%, Achmad Arwari, Fraktek Ferbankan di  Indonesis
(kredit Investasil), Jakarta, Balai Aksara, 1980,
fal7.
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Jian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihask yang lain suatu jumlah tertentu barang yvang
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak
vang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama
dari jenis dan mutu yang sama pula.

Menurut Xamphuizen: sebetulnya yang dimaksud
"barang yvang menghabis karena pemakaian” adalah barang-
barang yané dapat diganti, demikian menurut Asser’s
Kamphuizen, selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian
pinjam meminjam adalsah perjanjian riil, ini ternyata
dari_definisi undang-undang, yaitu memberikan dan tidsak
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang.24
4 Jaminan Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Sebagaimana diketahui bahwa usaha pokok bank
adalah memberiksn kredit dan jasa daiam 1alu lintsas
pembayaran dan peredaran uang. sedangkan sumber utama
pendapatan bank, adalsh berasal dari bunga kredit

Kredit-kredit vang diberikan oleh bank perlu
diamankan, karena tanpa adanya pengamanan maka bank akan
sulit mengelakan risiko yang datang, sebagai akibat
tidak berprestasinya debitur/nasabah. Agar pihak bank
terlepas dari risiko tersebut atau setidak-tidaknysa

memikul risiko vang sekecil-kecilnya, bank senantiasa

24, Furwakhid Patrik.Debt Collector dan Masalahnys
Dalam Hukum Perdata, Makalah Seminar di Urndip,
Nov. 1994
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ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang dilepaskan
dipergunaokan sesusi dengan kebutuhan dan tujuan serts
dapat kembali dengan aman. Untuk mendapatkan keamanan
dan kepastian dari kreditnys, bank melakukan tindakan
pengamanarn dengan meminta cslon nasabah untuk mengikat-
kan sustu barsng tertentu sebagail jaﬁinan dalam pemberi-
an kreditnya.

Pengamanan kredit merupaksn suatu matas rantsai
kegiatan bank dan suatv aspek yang penting dalam manaje-
men kredit, karena proses pengamanan berjalan terus
menerus mengkaltkan kegistan satu dengan yang lain.
Langkah pengamanan ini dimulai dari sejak bank merenca-
nakan pemberian kredit hingga kreditnya kembali.

Langkah-langkah ysng diambil bank dalam mengaman-
kan kreditnya, pada pokoknya daspast digolongkan dalam
pengamanan preventif dan pengaﬁanan represif. Fengamanan
preventif adlah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan pengamanan repre-
siv adalah pengamsnan yang dilakukén untuk menyelesaikan
kredit-kredit vang telah mengalami ketidak lancaran atau
kemacetan. Dengan demikian pengamanan kredit pada hake-
katnya adalah memperkécil risiko, bshkan sampal menghi-
langkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul
/terjadi.

0leh karena itu, adanya jaminan kredit adalsh

karena bank ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit
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vang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali
sesuai dengan syavat-syarat yang telah disetujui bersa-
ma. Dengan adanya Jjaminan maka bank akan merass aman,
sebab bils terjadi wanprestasi pembayaran hutang, bank
masih dapat menutupi piutangnysa denéan mencairkan atau
menjual barang Jjaminan ysng telah diikatkannya.

Jaminan dalam kaitannya dendan pemberian kredit
merupakan salah satu sysrat untuk dapat diksbulkannya
permohonan kredit. Bahkan bila dihubungkan dengan Un-
dang-undang Perbankan 1987 pasal 24 ayat 1, hal 1itu
merupakan sustu keharusan, dimana ditentukan bahwa
"bank umum tidak memberikan kredit tanpa Jaminan kepsada
siapapun Jjuga”. Sedang pasal 8 Undang-undang nomer 7.

tghun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bshws, dalam
memberikan kredit, bank wajib mempunyal keyakinan atas
kemausn dan kessnggupan debitur untuk melunasi hutangnya
sesuai dengan yang diperjanjikan®

Sedangkan penjelasan dari pasal 8 Undang-undang
No. 7 Tahun 1892 Tentang FPerbankan adalah sbb: Kredit
yvang diberikan oleh bank mengandung risiko sehﬁngga
dslam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas
perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko terse-
‘but, Faminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-

nya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan Ffaktor

penting yang harus diperhatikan oleh bank, untuk mempe-




roleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit,

bank hsrus melakunkan penilaian yang seksama terhsdap

watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek vsaha debi-
tur. Mengingat bahwa sgunan merupakan salsh sstu unsur
Jaminan pemberian kredit maka apabila berdasarkan unsur-
unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan
debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya
berupa barang, proyek atav hak tagih yang dibiayai
dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikan-
nya didasarkan pada hukum, dan lain-lain yang sejenis
dapat digunakan sebagal agunan. Bank tidak wajib meminta
agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung

dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan

agunan tambahan 25
253. Dalam undang—undang Perbankan barg yvaitu UU. No.o

10 Tabhurn 1998 Tentang Feruvbahan atas WW. No. 7
Tahun 1992 Tentang Ferbankan, disebutkan babwa
dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasar-—
karm Primsip Syariah, HBank Umum wajib mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau
iktikad dan kemampuan serta kKesanggupan nasabah
debitur uptuk melurasi utangnyva atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan vang diperjanji-—
ban. kKemudian penjielasan pasal 8, dissebuikan bahwa
bredit atauw pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
varg diberikan oleh bank mengandung risikeo, se-
hingga dalam pelaksanannya bank harus memperbati-—
kan asas—asas perkreditan ataun pembiayan berdasar-—
kan  prinsip Syariah yvang sehat. Untuk mengurangi
risikeo tersebut, Jjaminan pemberian kredit atau
pembiayaarn berdasarkan primsip syariah dalam  arti
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi kewajibannya sezuai dengan
vang diperjaniikan merupakan faktor penting vyang
harus diperhatikan oleh bank. :
Fetentuan selanjutnya sama bahwa bank tidak wajik
meminta agunan tambahan.




Dari penjelasan ini terlihat bahwa jaminan secara
varidis yang disebut agunan (collateral) hanya marupakan
salah satu unsur saja. Secars teori berdasarkan keten-
tuan pasal 8 ini agunan (collateral), seakan-akan kurang
penting dalam proses pemberian kredit, tetapi dalam
praktek hampir tidak ads bank yang memberikan kredit
tanpa agunan. Karena meskipun penyelesaian kredit 'macet
tidak selalu diselesaikan dengan eksekusi tetapi ekse-
knsi benda jaminan merupakan salah satu pilihan skhir
vang dapat menvelesaikan masalah secara tuntas.1

Dalsm perjanjian kredit dikensl adanya Jaminan
tambshan dan jaminan pokok . Didalam penjelasan pasal 8
Uu. No. 7 Tahun 1992 dikenal istilah agunan tambahan,
yvang dimaksud disini adalah jaminan tambshan. Jaminan
tambahan merupakan jaminan kredit yang tidak ada sangkut
pautnya dengan kredit yang dimohon, jaminan tambsahan
merupakan harta milik debitur.

sedangkan agunan pokok atau jaminan pokok adalah
jaminan yang berhubungan langsung dengan atéu dibiaysai
dengsn kredit vang dimohonkan itu. Jstilah jaminan pokok
dan jaminan tambahan dipergunskan dalsm praktek perban-
kan. apabila jaminan pokok vurang memenuhi persyaratan

‘pemberian kredit maka pihak pank .akan meminta harta

24, Diuhaendah Hasan, 1998, FPerjianiian Jaminan Dalam
Perianiian Kredit, dalam HMukum Jaminan Indonesia,
Elips.hal. &1,
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milik debitur untuk menjadi Jaminan tambahan. Heski
demikian dalam praktek perbankan-selain Jjaminan pokok
selalu Juga diminta agar debitur memberikan Jaminan
tambahan.

4. Penilaian Kredit.

Berdasarkan pertimbangan bahwa kredit vang
diberikan oleh bank mengandung risiko, maka dsalam penje-
lasan pasal 8 Undsng-undag No. 1 fahun 1882 Tentang
Perbankan disebutkan bahwa bank harus memperhatikan
asas-asas perkreditan vyang sehat, artinya bank harus
mempunyai keyakinan akan kemsmpuan debitur untuk meluna-
si hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut,
sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilai-
an yang scksams terhadsp watak, kemampuan, modal, agunan
dan prospek usaha dari debitur. Mengdingat bahwa agunan
menjaedi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, mnaksa

apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dspat dipero-

leh kevakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan

hutangnya, agunan dapat hanya berupa barand, proyek atau
hak tagih yang dibisayai dengan kredit vang bersanghkutan.
Tanah vyang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat
dspat digunakan sebagai agunsn. Bank tidak wajib meminta
agunan berupa barang yang tidak berkaitan dengan obyek
yvang dibiayai, vang lazim dikenal dengan agunan tamba-
han.

Sebelum bank memberikan kredit perlu diselidiki
éecara teliti terhadap faktor-faktor yang dikgnal

dehgan “5 ¢ of kredit", seperti tersebut psada penje-
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lasan passal 8 Undang-Undang Perbankan yaitu, "character,
capacity, capital, ‘collatersl dan condition of economy”.
Character (Watak)

Character adslah kepribadisn, sifat, moral dari
orang &atau pengusaha yang meminta kredit, apakah is
sekiranya dapsat mengembslikan kreditnya. Watsk itu dapat
baik, Jjelek, dan bahkan ada terletsk diantara baik dan
jelek itu. Dengan kata lain, watak pada hakekatnya
merupakan keseluruvhan dari tanggung jawab moral, kejuju-
ran, dan tulus hati.2?

Menentukan dan mengukur character atau watak

seorang pemninta kredit secara meyakinkan dan akurat

tentunys sangat sulit, kalau tidak boleh dikatakan

sebagai suatu vyang tidak mungkin (impossible). Watak

biasanya dsapat dilihat atau diprediksikan dari penampi-
lan dan tutur kats, namun penampilan dan tutur kata itu
‘sendiri dapat juga merupakan suatu tipuan.

Pribadi dari peminta kredit dan nama didunia

ussha khususnys yang berkensan dengsn sifat yang sebe-

narnys dan pelaksanaan tanggung jawab deri perusahaan,:

harus diteliti. Kehidupan dan kebiassannya, pergaulan
dan kegistan diluar harus diamati sebagai petunjuk

mengenai watak dari yang bersanghkutan. Ciri-ciri vyang

menunjukkan adanya watak vyang kursng baik, seperti.

pemsbok, penjudi, dan nama vang -tidak baik didunia

perdasgangan harus dapat diungkapkan secara tuntas mela-

27 .fAchmad Anwari, op. cit., hal 20.




lui penelitian yang seksama.

Data vyang menyangkut wstak dari openinta kredit
seperti tersebut distas harus dianalisis oleh pihak bank
dengan seksams dan penuh kewaspadsan, karena sekecil
apapun ciri-eciri yang menunjukkan adanya watak kurang
baik dari peminta kredit tetap dapat mempengaruhi lan-
carnya pengembalian kredit yang diambilnya. Watak atau
tabiat ini merupsakan dasar penilaian utams bagi pihak
bank dslam memberikan kredit kepada peminta kredit
{calon nasabah).

Capacity (kemampuan)
Capacity (kemampuan) adalah kemampuan untuk

memimpin wussahanva, mengelols perusshsan dengan baik,

sehingga tidak skan mendapat kesulitan bshkan - akan-

mendapat keuntungan yang besar.

Nasabah vyang mempunyai charskter (watak) baik
tentu akan mengerti dan memahami kewajibannys untuk
nembayar kembali utangnya kepada pihak bank, apabila hal
itu memang dapat dan mampu untuk dilakukan. Oleh karena
;tulah, maks analisis kredit sebsiknya mengetahui apakah
calon nasabahnya mempunyal kemampuan untuk memmimpin dan
mengelola perusahaannya denéan baik ataun tidak, sehingga
bank dapat memperkirakan Jjuga apakah calon nasabah
tersebnt nanntinysa dépat membayar kembali utangya dengan
baik atau tidak.

Pendidikan, latihan, pengalaman serta ketrampilan

dalsm mencapai kemajusn pendapatan untuk dspat menghidu-

pi perusahsan merupaksn hal penting dalanm mengukur
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apakah pribadi dari pemimpin perusahaan mempunyal kemam-

puan untuk membayar kembali utangya. Umur, kesehatan.

tangung jawab pribadi, dan stablitas pekerjaan sebenar-

nya merupakan faktor penting keduvua, namun sebaiknys juga

dipertimbangkan dalam mengevaluasi terhadap kemampuan
peminta kredit.

Disamping itu, kemampuan dari peminta kredit
mungkin juga dipengaruhi oleh kebijakssnaan kepegawaian.
Misalnya seorang pegawsai mungkin juga tetap dibayar
upahnya selama pegawai itu sakit.

Capital (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki oleh peminta
kredit, maka dari itu uvwntuk memperbesar usshanya ia
membutuhkan kredit sebagai modal tambahan. bank harus’
menyelidiki apakah ia benar membutuhkan bantuar untuk
itu dan dengan modal sendiri apakah mampu untuk mengata-
si kesulitan yang akan terjadi.

Modal dalam perusahaan merupakan suatu investasi
agar Ssupaya perusahaan itu dapat berjalan dengan baik
dan dapat memperoleh keuntungan. Apabila modal .vang
tertanam dalsm perusshaan merupskan persedisan atau
pintang dasgsng, maks kepslas bagisn kredit hsrus nemper-
hatikan apakah persediaan barang itu merupaksn perse-
dizan yang mudah dijual atau penagihan piutang dagang
itu merupakan piutang yang mudﬁh ditagih. Apabila aktiva
itu beruﬁa tanah milik dan perlengkapan yang dijadikan
sebagai agunan, maka aktiva itulah yang pertama harus

dipertimbangkan.




Dalam melakukan evalussi risiko, penilaian terha-

dap modal adslzh terbsatas pada uang yang tersedis radsg

debitur. Pada perusahaan yvang berbentuk PT, penilsian
modal terbatas| pada aktiva sebenarnya vyang adas padsa
perusahaan, termasuk juga penyertaan oleh pemegang
saham. Sedasngkan untuk perusshasn perseorangan, penilsi-
an terhadaﬁ modal itu termasuk juga terhadap kekayaan
pribadi dari pemilik perusshaan, karena untuk perusahaan
ini tidak ada pemisahan kekayaan.

Cellateral ngunan)

Collateral adalah agunan apa yang dimiliki oleh
peminta kredit atas kredit yang dibutuhkan guna peluna-
sannysa. Bank harus menilai harga jual dari agunan itu
secara secksama, Jjangan sampai bank akan rugi dalam
melakssnakan penjuslan atau eksekusi terhadap agunan
itu.

Agunan lisini dapat dibedakan menjadi agunan
pokok dan agunjn tambahan. Agunan pokok adslah sgunan
vang pengadaannys bersumber dari dana kredit bank,
seperti barsang, proyek atau hak %agih. Agunsan pokok ini
bersifat wajib dan merupakan sumbber utama pembayaran
kembali kreditnya, apabila terjadi kegagélan kfedit
dikemudian hari|. Sedangkan yang dimaksud dengan agunan
tambshan adsalah agunan lainnya yang tidak termasuk
agunan pokok, sepertl surat berharga dan garan=si risiko.

Agunan ity dimaksudkan agar supsaya pihak debitur
terikat untuk memenuhi kewajibannya; vyaitu membayar

hutangnya secars teratur dan tepat waktu, sapsabila ia
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tidak ingin bends sgunannya disita oleh bank untuk
memenuhi pembayaran hutangnys. dengan demikian dapsat
dikatakan bahwa benda agunan itu sebagail pengaman bagil
bank apabila debitur (nasabah) tidak bersedia memenuhi
kewajiban membayar hutangnys (cidra janii).

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perbankan
apabila dari penilaian unsur-unsur 5C lainnya, di luar
agunan, bank telah mendapatkan keysakinan bahwa kreditur
skan sanggup membayar kembali kreditnya, maka unsur
sgunsn dapat hanyva berupa agunan pokok saja.

Condition of Economy

Condition of economy adalash keadaan perekonomian
dalam kurun wasktu tertentu yang skan mempengaruhi kredit
yang diminta oleh pengusaha, sehingdga kredit itu dapat
dikembalikan dengan bailk.

Keadasan perekonomian adalah situasi dan kondisi
ekonomi yang dapst mempengaruhi pengusaha, misalnya:
tingkat inflasi yang melambung tinggi, terjadinya fluk-
tuasi harga komoditi tertentu, resesi ekonoml yang
terjadi karena situasi dalam maupun luar negeri, dan
erab—sebab lainnya yang dapat terjadi pada setiap saat.

Perkiraan terhadap kondisi ‘ekonomi vang baik
seringkeali mempunyai kecenderungan dalsm pemberian
kredit vyang tidak bijsksana. Seﬁentara 'itu, kondisi
ekonomi vang kurang menyenangkan merupakan reaksi dari
kepala bagian kredit. Namun tetap harus diingat bahwa
kondisi ekonomi yang baik itu mungkin saja didasarkan

atas data yang kursng akurat atan penafsiran yang keliru




atas data tersebut.

Agsr bank atau pemberi kredit jasngan ssmpal rugil,
maka bank harus menyelidiki sebsaik-baiknysa unsur 5. C
tersebut, dan keadsan dari peminta kredit. Hal ini
mutlak hards dilakukan untuk mencegah risiko yang terja-
di kemudian hari vang disebut dengan kredit macet.
B.Usaha Kecil dan Permasalahannya
1. Pengertian dan Kriteria Usaha Ke§11

Beberapa istilah yang dikenal dalam masyarakat
untuk menggambarkan pengertian tentang usaha kecil,
adalah seperti: small sector, weak sector, smsll busi-
ness, small scale industry, small credit.28

Suatu batasan tentang usahs kecil adalah subyek-
£if dan relatif. Subyektif, dalam arti suatu negara akan’
mendefinisikan usaha kecil menurut kehendak negara
tersebut dan aksn berbeda dengan negara lain. Relatif,
karena suatu negara mendefinisikan usaha keecil dari
suatu kurun waktu akan berbeda dengan ukuran waktu
selanjutnya. Artinys, tolok ukur yang digunakan untuk
mengeloﬁpokkan ussha keecil dan atau pengusaha kecil
tergantung kepada perkembangan situasi atsu kondisi
negars bersangkﬁtan.

Apabila dilihat dari kegiatan pefusahaan, terda-
pat 2 (dua) kriteria usaha kecil, yaitu (1) ussha kecil

28 . Sartono Kadri, Masslah vang dihadapi Perbankan Dalam
Membiayai Pengusaha Golongan Ekonomi Lemab, Makalah
Lokakarya BNI 1946-FUWI, Yogyakarta 21-8-1981, hial
49 .
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dilihat dari segi kuantitatif, dan (2) usaha kecil
dilihat dari segi kualitatif. Pada umumnya negara-negara
berkembang menggunakan kriteria kuantitatif bagil tolok
ukur usahsa kecil. Sedangkan negdara maju umumnys memakail
kriteria kualitatif. Yang dimaksud dengan kriteria
kusntitatif, adalah antars lain jumlah tensga kerja yang
dipakai, Jumlah investasi, Jumlah alat-alat, Jumlah
pembiayaan, Jumlah kekayaan/modal dan Jumlsh kredit.
Sedangkan kriteria kualitatif, adalah antara lain kenma-
juan (viatslity), penggunaan slat/mesin vang canggih,
pamasaran, sSegmen pasar, kondisi persaingan, dan dampak

ekonomi.zg

30 seperti Ameriks Serikat,

Pada negara-negara maju,

Inggris dan Perancis. kriteris usaha menengah dan kecil,

amumnya didasarkan pada struktur organisasi, kekuasaan

pimpinan perusahaan dan hasil penjuslannya. Henurut

Small Business Administration (SBA) di Amerika Serikat,

‘yang digolongkan sebagai usaha menengah dan kecil,

sdalsh perusahaan yang berkecimpung dalam:

1. Retail business,. yang hasil penjualannys maksimum
sebesar US$ 8 juts;

l2. Wholesale, sebesar US$ 8 Juta;

3. Construction sebesar US$IB Jjuts;

4. Hanufacturing,nyang karyawannya dibawah 1.500 orang

*

?9. ibid.

30. Likat Heru Sutoyo, Kiat Investasi Bagil Pehgusaha
relass Menengah hebawsh i Indonesis, HMakalah
Seminar Aissc—Ul, 27 April 1993, hal 21.




&HO

DBi Perancis, dianggap perusashaan sangat kecil,
apabila karyawannya kurang dari 10 orang, sedangkan
disebut perusahaan kecil spabila memunysi karyawan 10
sampai 40 orang. Perﬁsahaan menengah apabila mempunyai
50 sampai 500 karyawan, dan apabila lebih dari 500
karyswan disebut perusshsan besar.

Di Inggris, kriteria usaha kecll adalah apabila
srtuktur organisasinya sangat sederhana dan ti&ak mem—
punyai staf berlebihan, serta memiliki jenjang pimpinan
perusahaan vyang kecil. Aktivitas bisnis usaha mereka
hanyva sedikit yang diformalkan dan sangat sediklt meng-
gunakan proses persncanaan seperti yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan besar. Selsin itu perusahaan
semacam itu Jasrang sekali mengadakan pelatihan. dan’
bimbingan kepads karyswan dan manajer mereka.

Pada umumnya negara-negara berkembang menggunakan
tolok ukur kuantitatif, yaitu mengelompokkan perusahaan
menurut besarnys modal untuk tujuan menentukan langkah-
langkah pengembangan (corporate planning) tertentu 31,

Ussha kecil vang termasuk dalam peméagian krite-
ria kuantitatif tersebut cenderung masuk dalﬁm kelompok
usaha kecil yang memakai tengga kerijs maksimal 10 orang,
jumlah investasi yvang kecil, menggunakan alat-alat yang

sederhana, dan Jjumlah pembiayaan mod=l atau kekayaan

vang terbatas.

»

%1. Ronald Claphan. Pengusaha Kecil dan Menengah £4i Asix
Tenggara, LP3EB Jakarta, 1993, hal 2.
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Dari sudut kualitatif, perbedaan pengelompokkan
terletak pada kenyataan, bahwe dalam perusahaan kecil
tidak ada pembagian kerjs, atau jika ada hanya sedikit
dan terbastas dibidang administrasi dan operasi pada
tingkat pimpinan. Misalnya, perusshaan milik satu orang,
pengelolaannya dilskukan oleh pemilik perusahaan ber-
sangkutan. Selain itu hubungan kerja dapat diksatakan
amat pribadi santara pemilik pefusahaan dgn pekeria,
konsumen dan pemasoknya. Dilihat dari sudut kuslitatif,
pengelompokkan usaha kecil belum terlalu tegas, dan jugsa
tidak sepenuhnya formal. Hal ini dapat diketahui dari
kemampuan, penggunaan alat/mesin canggih, pemasaran dan
dampsak ekonomi.32
Pemahaman vyang lebih baik tentang usaha kecil
berdasarkan kriteria diatas belum mempunyai arti opera-
sional. Artinya untuk menentukan siapa itu pengusaha
kecil belum tegas dan seragam.
Dalam hubungsn ini menurut Undang-undang No. 3
Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, bahwa yang dimaksud
dengan kriteria usaha kecil aalam pasal 5 ayat 1 adalah:
5. Usaha vyang memiliki KRekayaan bersih paling banyak
Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atan

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c. Hilik Warga Hegara Indonesis;

F2. ibid ,lihat juga Sartono Kadri, Loc.cit, hal.a%.




d. Berdiri sendiri, bukan merupakasn anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atan
berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung
dengan ussha menengah atau besar.

e. Berbentuk usahs perseorangan, badan ussha yang tidak
berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum,
termasuk koperasi.

Bahwa untuk kriteria yang dimaksud.dalam pasai 5
ayat i haruf a dan b , mengenai nilai nominal dapat
berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, vang
kemudian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain dari pads hal-hal tersebut diatas, di

Indonesia memang cukup banyak batasan vyang digunakan

oleh pihak-pihak yng peduli terhadsp pengembangan usaha’

kecil. Sebagai contoh, Biro Pusat Statistik menggunakan
betasan usaha kecil yang mengacu pada jumlﬁh tenaga
kerja , yakni kurang dari 20 orang33.Sementara Departe-
men Perindustrisn menggunakan Kkriteria kepemilikan
jnvestasi hingga 600 Jjutsa rupiah diluar gedung dan
bangunan. Teétu saja kedua batasan ini mengandung bias
yang sulit dihindari, misalnya usaha yang mengandalkan
teknoloéi canggih dan melibatkan sedikit tenaga kerjé
dapat dikategorikan sebagai usaha kecil menurut batasan

BPS sekalipun omzetnya bisa jadi melampaui bilangan

w4, Usaha kecil yang dimaksud adalah usaha kecil mana-
“faktur, lihat Isono Sadoko, Fengembangan Usahs
Kecil Pemihakan Setengabh Hati, phatiga, Bandung,
Jurni 1975, hal 5.




ratusan juta rupiah.

Dslam banyak hal usaha kecil termasuk juga usahsa
perorangan, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa
kegiatan ekonomi skala ihi merupakan bagian besar dalam
struktur usaha kecil yang ada dilapangan

Berdasarkan batasan BPS (1990), vang memaksil
konsep pekerja mandiri, usaha perorangan adalsh usahs
ﬁang mempekerjakan dirinya sendiri dengan atau tanpa
dibantu oleh  tenags kerja keluarga atan buruh tidak
tetap. Usaha perorangan meliputi usaha-usaha disektor
non pertanian tetapi tidsk mencakup usaha vyang profe-
sionsl, seperti dokter, konsultan atau manager formal.
Termassnk dalam kategori ini adalsh usaha-usaha vyang
melibatkan tenaga kerja tidak dibayar. Menurut Definisi
Depertemen Perindustrian (1893) khusunya mengenai usaha
industri ads perbedaan snatara usaha yang disebut cot-
tage industries dengan usaha kecil. Cottage industries
adalah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja rata-rata
2-3 orang. Sementara yang dimaksud kan dengan usaha
kecil adalah unit kegiatsn ekonomi dengan jumlah tenaga
kerja asntara 6-7 orang (CPIS, 1882). Definisi ini mirip
dengan definisi yang digunakan cleh Bank dunis (1990)
dengan membedakan usaha yang disebut small industries
dengan mikro-enterprise535
2. Ciri-ciri Usaha Kecil

Dalam rangka memahami dengan baik usahs kecil,




kiranya perlu dikemuksaskan beberapa ciri umum usaha kecil
vang perlu diperhatikan.

Umannya kelebihan kalsngan pengusaha kecil dapsat
dilihat dari semangat juang, kejujuran serta kemandirian
mereks yang merupakan modal utama. Semangat juang dalam
mempertﬁhankan pekerjaan, hemat dalam menggunakan modal
itu diandslkan =sebab pada umumnya pula mereka tidak
memiliki wodal dan profesionalisme untuvk meningkstkan
skals usaha.

Sedangkan c¢iri khas lainnyva dari usasha kecil
menurut LiedhoimS®

1. Mempunyai skala usahs yang kecil, baik modzal, penggu-

naan tenaga kerja maupun orientasi pasar.

2. Banyak berlokasi di wilayah pedesaan dan kota-kota’

kecil atau dserah pinggiran kota besar.

3. Status usaha milik pribadi atau keluarga.

4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial
budays (etnis, geografis) yvang direkrut melalui polsa
pemsagangan (apprenticeship) atau melalui pihak ketiga
(bandar).

5. Pola pekerja seringkali part time atasu sebagai usaha
sampingan dari kegiatan ekonomil lainnya.

6. Memiliki kémampuan terbatas dalam mengadopsi teknolo-
gi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana.

7. Struktur perqualan sangst tergantung pada fixced

assets, berarti kekurandan modal kerja dan sangat

%4, Liedhlom, dalam Isono Sadoko, op. cit.y hal Té.




tergantung terhadap sumber modal sendiri serta ling-
kungsan pribadi.

Izin ussha seringkali tidak dimiliki dan persyaratsn
resmi sering tidak dipenuhi.

Strategi perusshaan sangat dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan yang sering berubah-ubah secars cepat.

Selain itu ada beberapa karakteristik lainnya

sering dinilai sebagai kelemahan-kelemshan usaha kecil,

yvahkni:

1.

37

Intensitas perubahan usaha sering terjadi sehingga
sulit wuntuk membangun spesialisasi atau profesiona-
lisme ussh.

Ketidakstabilan mutu produk dsn adanya sifat vyang
cenderung ingin mencari keuntungan Jangka pendek
sehingga seringksali sangat spekulatif, tiru meniru,
situasil persaingan mengarah pada persaingan tidak
sehat. Sifat-sifst ini dapat merugikan usahs Jangksa
panjang .
Hansjemen keyangan belum tercatat dengan baik dan
belum ada pembedaan antara konsumsi rumah tangga

dengan bisaysa produksi usaha serta keterbatasan modal

dan ketrampilan.

'Adanya keterkaitan kekerabatan yang tinggi sehingga

akumuladsi modal tidak dapat terciptsa melainkan
tersebar diantara sanak ssaudara.

Memiliki rasa kebersamaan vang menyebabkan perssingan
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menjadi terbatas.

B. Selsin itu seperti sndah disinggung sebelumnnya
kebanyakar usaha kecil meruﬁakan usaha untuk memper-
tahankan hidup buksn usaha yang produktif.

Walaupun ciri khas dan kelemahan diatas merupakan
fenomena umum sektor usaha kecil, sektor ini bagaimana-
pun sangat heterogen.

Heterogenitas sektor ini dapat difemukan diselu-
ruh wilayah daerah dan perkotsan di Indonesiﬁ serta
menyangkut hampir seluruh lapisan masyasrakat. Selain
itu, heterogenitas ini bisa dilihat dari beberapa s5egil
berikut:38
1. Sektorsal

Usaha kecil terdiri dari bermascas-macam Jenis usaha’
(produksi) dan jasa (memproses bahan baku, bahan sisa
produksi dan konsumsi, bahan makanan atau minuman,

perdagangan distribusi dan koleksi, transportasi,

bangunan, kepariisataan, dll).

2. Srategi dan Motivasi
Berdasarkan strategi dan motivasi .pengusaha kecil
dapat diklssifikasi menjasdi usaha-usaha untuk berta-

"~ han hidup atan survival strategy; adasptasi atau
gkumulasi,sumber penghasilan tambahan, rspesialisasi
atau diversifikasi.

3. Lokasi

Ussha keeil terdazpat diperkotsan atau pedesaan baik

Ad.op.cit. . hal 8.
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berupa usaha yang tidak menetap (keglatan keliling
seperti bakul stau kaki lima) maupun menetap (work
shop, kios, warung, dll) baik secarsa terpisah-pisah
atan beraglomerazi (cluster).

Latar Belakang Pengusaha

Tingkst pendidikan bersasgam dari teknis hingga non
teknis (sekolah tinggi{ menengah, dasar, sampail tidak
sekolah); berjenis kelamin lski-laki dan perempuan;
anak-anak hingga dewassa; sebagai kepala keluargs
(lzki-1laki dan perempuan-female headed household)
maupun anggota keluargs (suami-istri-anak); status
sipil (belum menikah, menikah atau cerai). Jjuga bissa
dibedakan berdasar kelompok etnis atsu asal daerah;
orang vyang pindah dari kerja berupah disektor usaha
menengah/besar dan pemerintah , drop out dari seko-
lah, dan pemuda yvang baru lulus sekolsh; migran vyang
pindah dari desa kekota ((migrasi tetap atau sementa-
ra), pengusaha transmigran yang pindah dasri wilayah
berpenduduk padat kewillayah bukaan baru, sampail
kategori pengusaha yang perlu direhabilitasi dari
hukum.

Orientasi terhasdap Passar Penjualan

Produsen vyang berorientasi kepasar konsumen (selem-
pat, daerah, kota bésar, luar negeri), atan kepada
usaha menengah  keatas  ("borongan”  dan sub-
contracting), termasuk jugs jasa membersihkan kantor
atau perbaikkan / perawatan peralatan pemerintah),

atan ussha pengantara dalam proyek bangunan atan
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perindustrian ("bandar”, "mandor”, atau "makelar").
Orientasi Terhadap Pasar Tenaga Keria

Menggunakan tenags kerja vang berupah atau tidsak
berupah dengan pola rekruitmen tenaga kerja dari
lingkungan keluarga, tetanggs setempat atau daerah
asal.

Orientasi pada Pasar Keuangan

Pola—poia pembentukan berasal dari modal sendiri,
pinjam dari keluarga, ataw lingkungan rumah tanggasa,
arisan, rentenir (money lender), bank perkreditan
rakyat, Lkoperasi, kelompok simpan pinjam, kelompok
usaha bersama, dll. Usaha kecil dan perorangsan Jjuga
bisa dibedaksn berdasarkan siklus kebutuhan modal
investasinya. Ada tigs Jjenis usaha berdssarkan ting-
kat kebutuhan mereka askan investasi modal. Pertama,
usahs yang berada psada tingkat nol, yakni tidak ada
pembedaan antara konsumsi dengan modal produksi.
Kedua, usaha pada tingkat pertama, yakni usaha yang
telah melakukan pembedaén tersebut tetaspi  belunm
memiliki kemampuan untuk mengatur cash flow investasi
secara rinci. kesadsran skan cost and benefits belun
muncul. Ketiga, usaha pada tingkat dua telah memiliki
kemampuan mengelols keuangan secara profesional.
Penguszha Jjuga telah dapat merencanskan investasi
antuk .masa depan. Kebutuhan pengusaha akan modal
terus berkembang mulai dengan kebutuhan modal inves-
tasi, terus menjadi kebutuhan akag modal kerja dan,

pada tahap selanjutnya, kembali menjadi kebutuhan




&%

modal investasi untuk ekspansi produksi atau i1novasi
teknologis. |

Kondisi wusaha kecil yang sangat beragam seperti
distas mempunysi implikassi terhadap permasalahan dan
kebutuhan yang beragam dan tidak dspat disamakan. Ini
berarti pelasyanan terhadsp usaha kecil perlu disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing usaha (demand-following).
3. Kredit Usaha Kecil Perbankan dan Permasalahannya

Eredit Uéaha Kecil (KUEK) adalah 3% kredit investa-
si dan atan kredit modal kerja vang diberikan dalanm
rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha keeil,
dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima pulﬁh juta rupiah) untuk
membiayai ussha produktif.

Bank pemberi kredit adalah bank umum sebagaimana
dimaksud dalam UU. perbankan, sedangkan kriteria usaha
kecil perbankan adalah usahs yang memiliki kekayaan
bersih maksimum Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupi-
ah) tidak .termzmsuk tansh dan bangunsan tempat usaha;
atau memiliki hasil penjualan tahunan ﬁaksimum
Rp. 1.000.000.000,- ( 1 milysr rupiah), dimiliki oleh
WNI, berdiri sendiri bukan merupaksn anak perusahasan

~atau cabang perusahzsan yang dimiliki, dikuasal atau
berafiliasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan
usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha perseo-

rangan, badan ussaha yang tidak berbadan hukum atau badan

I9, 8K. Dir. BI. No. 30/4/FKep/ Dir/1997
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usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Suku bunga KUK adalah suku bunga pasar yang
ditetapkan oleh masing-masing bank pemberi kredit,
provisi kredit dan biaya lain diserahkan kepada kebija-
kan masing-masing bank, dan jaminan klredit ditetapﬁan
sesuai ketentuan passl 8 UU. Ho. 7 Tahun 1982 yang telah
dirubah dengan ketentuan UU. No. 10 Tahun 1888.

Perkembangan KUK semakin nampsk dengan berbagai
kebijakan perbanksn untuk kepentingan usaha kecil,
terlebih lagi dengan keluarnys kebijakan dalam Pakjan
1880 tentang Kewajiban bagil perbankan untuk menyalurkan
minimum 207 dari total porto folio kredit.

Selain munculnya Kredit Program untuk usaha kecil
dengan dana ELBI, bagi bank-bank pelaksana juga muncul
KUK dengan dana bank sendiri seperti Kupedes BRI, KUSK.
BCA, serta pada tahun 1955 muncul kebijakan kredit
Kelayakan Usaha (KKU)}, vang pelaksanaannya merupakan
kewajiban dari bank umum dengan dans sendiri.

KRKU adalah kredit yang diberikan pada pengusaha
kecil atas dasar kelayskan usaha dan tidak mutlak
nempersyaratkan agunan tambahan, guna membiayal - ussaha
éroduktif disemua sektor ekonomi, dengan maksimum plafon
sampai dengan Rp. 50 juta.40

Sebagsi evaluasi dapst dipsparkan bahwa perhatian

40, Abdul Salam, Kepala Urusan Kredit ¥Fecil Bank
Indonesia, Feluang Kredit Untuk Usaha Kecil; dalam
Diskusi Ahli Pemberdayaan dan Replikasi hAspek
Finansial Usaha Kecil di Indonesia, fAkatiga Ban-
gung,. 1997. ‘




pemerintah sangat besar pada sektor usaha kecil, terli-
hat pada berbagai kebijakan yvang diterapkan guna kepen-
tingan usaha kecil, namun demikian kredit bagl usahs
kecil tetap belum berjslan seperti vang diharapkan,
berbagai hal dapat menjadl faktor penghambat usahs
kecil, namun demikian dalam pembahasan ini permasalahan
vang relevan dengan pokok bahassan yakni, faktor ekohomi
dan faktor yuridis.
a. Faktor ekononi

Dalam hal ini terlebih dahulu harus diingat

faktor +itidak adanys modal yang cukup yang menyebabkan

~usaha kecil sulit mengewmbangkan usahanya. Untuk mengata-

=i masalah kekurangan modal bagi ussaha terlebih dulu

harus diketahui sebsb utama timbulnya masalah tersebut..

Ada 2 sebab utama, yakni: Pertama, umumnya usaha kecil
mulsi dengan kekayaan atau modal yang kecil, hal ini

akan berpengaruh pada kemampuan untuk berkembang, prob-

lema ini diterims sebagal suatu kenyataan yang harus

dihsdapi. Kedua, usaha kecil sulit untuk mempercleh
kredit dari lembaga keuangan formal seperti perbankan,
karena pada umumnya usahsa kecil Eidak mampu memberikan
agunan serta persyaratan lain yvang diminta perbankan.
Selain itu. ada siksap dan anggapan bank yang enggan
berhubungan dengsn usaha kecil, dengan asumsi segala
keterbstasan yang ada pada usaha kecil. Hal tersebut
sebenarnya tidak perlﬁ teriadi apsbila perbankan menya-
dari keberadaannya vang tidsk hanya sebagai badan usaha

profit motif nsasmun Juga harus berlaka sebagai agen




)41, dimana pengemban-—

pembangunan {(agent of development
gan usaha kecil adalah bagian terpenting dari pembangu-
nan ekonomi bangsa. Untuk itu seharusnya bank aktif
untuk mencari nasabah usaha kecil dengan membantu bidang
permodalan melalui sistem kredit lunak perbankan.

Bahwa keterbatazsan modal akan berakibat pada
terbatasnya segala sumber daya, sehingga kemampuan'untuk
berkembang menjadi usaha yang mandiri dan tangguh sulit
terwujud.

Kemudian masih sadanya siksp tradisionil dari
perbankan, yang masih kurang memperhatikan bonafiditas,
watak dan kejujuran dalam pertimbangan penyaluran
kredit. Suatu kenyataan bahwa bank-bank lebih mengutama-
kan adanya sgunan fisik, karena dilihat dari segi kepen-
tingan bank, faktor agunan merupakan syérat matlak.
sebagai unsur pengaman maupun unsur keuntungan. Sehingga
bank sering tidak menilai kelayakan usaha yang dapat
menjadi suatn jaminan seperti diisyaratksn dalam pasal 8
U. No. 7 Tahun 1992 serta dalam ketentuan perubahannya
yaitu pasal 8 UU., No. 10 Tahun 1998.

b. Faktor Yuridis
Dari segi yuridis, masalahnya adalah bagaimana

peranan hukum dapat mengurangi hambatan-~hambatsn vang

41. lihat keterntuan perbankan dalam UU. No.o 10 Tatur
1998 pasal 1 angka 1, Bank adalah badan usaha yang
menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk
gsimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dsan atau bentu  lain dalam
rargka meningkatkan taraf qidup rakyat banyabk .
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melekat pada pelsksanzan pemberian kredit kepada pengu-
saha kecil. Dalam arti apakah ketentuan perkreditan sasat
ini dapat mendukung akses usaha kecil terhadap kredit
perbankan, karensa tidak adanya sistem hukum vang memadai
untuk menjamin kelancaran penyelenggaran pemberian
kredit kepada pengusaha kecil akan menjadi kendala utama
akses kredit perbankan.

Dalam formulasi hukum, usaha kecil sebagai pelaku
ekonomi tidak hanya sekedar memperoleh bantuan . kredit
vang terkessan menciptakﬁn ketergantungan , tetapi harus
menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejarah pertumbu-
han ekonomi negars maju membuktikan, bahwa peranan dan

eksisitensi usaha kecil adalah pilar penunjang pertumbu-

han ekonomi bangss. Pembangunasn pilar tersebut adalah

“"conditio sine quanon" bagl perencansan ekonomi dan
bukan merupakan suatu program belas kasihan bagi golon-
gan ekonomi lemah%?Z.

RKeinginan konstitusional dengan sasaran kemakmu-
ran rakyvat dalam interaksi ekonomi, wmemerlukan sadanya
sistem hukum yang mengatur dan melindungi usaha kecil.
Prograﬁ pembinsan dan pengembangﬁn uszaha kecil melalui
pelaksanaan konsep hubungan kemitraan adalah - suatu
contoh upaya.pengembangan usaha kecil; dimana terdapat

adanya hubungan keseimbangan, dan timbal balik, keselsa-

rasan, dan keserasian antara bidang usaha kecil, ussha

42 . Lihat Arwar Hafid,Industri Kecil, Tulang Punggung
Ekoncni, Kenvataan, Haragan, dan Pentekatan,
Fengembangan Ferbankan, Mei-Juni 1987, Hal. 45.
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menengah dan usaha besar.

Bahwa peranan bank tidak hanys sebsgai penyimpan

dan distributor dana, melainkan harus ditingkatkan

sebagal medistor usaha kecil, menengah dan koperasi
disatu pihak dengan usaha besar dilain pihak, s=ehinggsa
hubungan kemitraan dapat saling memberi duoukungan vyang
pada gilirannya akan mewujudkan sistem usaha atzu kerja-
sama ysng saling mendukung43

Aspek yang terpenting dalam kaitan dengan program
kemitrasn ussaha seperti telsh dikemukakan, ialah =sifat
perlindungan vyang membantu usaha keecil. EKarena itu
selain perlu ada landasan hukum yang jelas dan tegas
untuk menjabarkan lebih lanjut program tersebut, Jjuga
perlu kemitraan usaha berdassarkan etika bisnis vyang
baik. Apabila hal itu disbaikan, maka sulit diharapkan
berlangsungnya kemitraasn usaha yang saling mendukung.44

Sejavh menyvangkut sumber penmbiaysan, peranan
perbankan belum sepenuhnya berpéran‘ sebagal mediator
usaha Kkecil. Hal ini dapat kita lihat dalam perjanjian
kredit dimana posisi kedudukan pengusaha kecil selaku
debitur lemah. Perjanjisn kredit vang diberlakukan bank-

bank pada prinsipnya bersifat sama saja. Klausul atau

syarat-syarat berjanjian menempatksn debitur pada posisi

4%, Tkatan Alumni Undip“Peranan Bapak Argkat dan Tang
gung Jawalb konglomerat dalam FPeninghkatan Dunia
Heaha Nasional untuk menghadapi Pasar Glabal,
Fumusan Hasil Seminar Masional Ikatan Alumni Undip
di Jdakarta, 23T Oktober 1921, Hal 7.

44, Anwar hafid, op.cit. hal 5.




vang geclah-olsah tidak mempunyai hak apa-apa lagi, dan
vang ada hanys kewajibanfkewajiban vang harus dipatuhi®®
Misalnya merubah tarif suku bunga, dan biaya-
biaya vyang dibebankan kepads nasabah. sebaliknya, bila
terjadi sesuastu pada nasabah, bank askan melepss tanggung
Jawabnya begitu saja, dengan membuat “klausul exone-
ratie” atan "exemption clause"” dalam perjaniian kredit.
Uraian tersebut, menunjukkan bahwa yang mengham-—
bat peluang usaha kecil untuk memperoleh kredit bank
adalah tidak adanya ketentuan hukum vyang mewajibkan
bank-bank untuk memberikan kompensasi bagi mereks yang
dirugikan akibat adanys klausul exoneratie atau exemp-

tion clause tersebut. Dalam hubungan ini timbul perta-

nyaan: Apaksah memang sudah seharusnys usahs kecil diha-

dapkan psada peraturan baku yvang dibuat secara sepihsk
oleh bank yang memuat persyaratan baku dan standar yang
lebih menempatkan bank pada posisi yang kﬁat dan diun-
tungkan?. Dengan demikian, suatu perjanjian kredit bukan
merupakan perjanjian konsensual, yalitu perjanjian atas
dasar kesepakatan kedua pihak, karena unsur konsensual
hanya terjadi saat menyodorkan formalir perjanjian
kredit. Peristiwa itupun bukan mernpakan kesempatan bsagi
debitur untuk bernegosiasi dengan pihak bank.

Memang benzar, memberikan kredit kepada usahsa

kecil berisiko tinggi, sedang analisis kreditnya sulit.

45, Ibrahim #jiie, Truth ini Lending: Soxkl FKemzuan
Ban# ,Makalah disampaikan pada forum Dialog Ferbean-
kan—YLKI, di Jakarta, 9 fAgustus 1991, hal. 3.
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Tetspi masalahnya bukan risiko tinggi dan analisis
kredit sulit, melainkan yang lebih penting bagaimana
kewajiban bank untuk memberi informasi (disclosure laws)
vang jelass tentang risiko debitur. Misal, perubahan
prosedur dan syarat pemberian kredit yang sering tidak

dilaksanakan.

C. Arah Kebijakan Kredit Perbankan Untuk Usaha Keecil di
Iﬁdonesia 46
1. Arah Kebijakan Kredit Usaha Kecil Perbankan

Dalam rangks mewujudkan aspek pemerataan hasil-
hasil pembangunan, sektor ussaha kecil menduduki peran
yvang stratedis dalam pembangunan nasional.

Sehubﬁngan dengan itu, pemerintah melalui kebija-
kan pembangunan dalam bidang ekonomi, antara lain mene-
tapkan bahwa usaha pemerataan hasil pembangunan harus
mencakup program untuk memberikan kesempatan bsgi usaha
kecil] dan menengah, guna memperluas dan meningkatkan
usshanya dengan mengikutseriakan usaha tersebut dalam
lingkup tanggung Jjawab yang lebih besar. Hal ini dilaku-
kan sntara lain dengan memperkuat permodalan, meningkat-
kan ketrampilannys dan membantu pemasaran hasil-hasil
produksi. |

Pencapaian sasaran pembangunan diupayakan melaluil

46, lihat Kilian Sihotang, Evaluassi Dan Arah Kebiiakean
Kredit Perbankan Daliam Unawva Mergoptimaikan
FPengembangan Sektor Ussha Kecil Di Indonesis,
Usahawan No. 11 Tahun XXII Novembeir 19935,
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pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemer-
intah, baik yang bersifat makro, sektoral mesupun region-
al. Salah satu dari kebijakan makro tersebut adalah
kebijakan perkreditsn , vyang merupakan bagian dari
kebijakan moneter disamping kebijaksn fiskal dan kebija-
kan 1laminnya. Dengan demikian, kebijakan perkreditan
harus bersifat dinamis, sejalan dengan arah dan priori-
tas pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan pérkreditan
vang ditempuh dalam berbagai tahapsan pembangunan sejak
pra Repelita sampai dengsn saat ini, memiliki arah dan
ciri-ciri ysng berbeda, sesuai dengan kondisi perekono-
misn dan per - bankan pada umumnya, termasuk kebijakan
kredit yang ditujukan bagi pengembangan usaha kecil dan
koperasi.47

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut,
perbankan sejak awal Pelita I, telah turut serta
memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam membantu
pengembangan sektor usaha tersebut, terutama melalui
penyaluran berbagai skim kredit kecil dan kredit kopera-
si. Kebijakan perkreditan ini ditujukan untuk lebih
menjamin tersedianya dana bagi pembiayaan usaha kecil
dan koperasi.

Harué diakui bahwa kredit merupakan faktor pro-

A47. Kebijakan usaha kecil mengalami perubahan—perubahan
baik perubahan dari segi program dan kelembagaan
maupun konseptualisasi masalah, lihat Isono Sadoko,
Kontinuitas dan  Ferubaban  Kebijakan Haoi Usaha
kecil, dalam Fengembangan Usana Kecil, Akatiga,
1995, hal 18.




duksi penting dalam proses produksi barang dan Jasa.
usahsa kecil sebagaimana pelbagal skala usaha lainnya,
meletakkan masalah ketersedisan kredit sebagail bsaglan
dari sentrum persocalan pengembangan ussha, yang kemudian
berimplikasi pada menguatnya faktor-faktor pengaruh
terhadap permintaan kredit. kuatnya faktor demand ini
tampaknys telah menstimuli pembentukan insitusi-
institusi perkreditan formal maﬂpun informal dan penye-
diaan dasna produksi usshs kecil, yang selanjutnya berim-
plikasi padsa penguatan faktor-faktor suply kredit
kecil. 48

Dari pengalaman pelsksansan kebijskan kredit

khususnya kredit kecil dan koperasi, telah memberikan

sumbangan yang cukup berarti dalam penyerapan tensagda-

kerjia, peningkatan produksi dan pendapatan bagi sektor
tersebut. Namun dilain pihak terdspat beberapa kendala
vang dihadapi dalam penyaluran dan pemanfaatan kredit
tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kendals
vang dihadapi tersebut antara lain adalah adanya keter-

batasan . dalam aspek pemasaran, teknis produksi dan

manajemennya.
Berdasarkan pengalaman tersebut, memang perlu
dilakokan evaluasi sejauh mana efektivitas kredit yang

ditujukan untuk usaha kecil selama ini, dan untuk dapat

48. Mangara Tambunan, 1993. Alokasi Kredit Ragi Pengem—
bangan tisaha Kecil, Seminar Liberalisasi Ekonomi,
Pemerataan dan FPengerntasan  Kemiskinan, Cides—-F3IFK
UGH, 21 April 1995, Yogyakarta, hal 1.




digunakan sebagsi sacuan dalam rangka mengoptimalkan
kredit perbaakan bagi pengembangan sektor ussha kecil
dan koperasi dimasa mendatang. Sebelum membahas arah
kebijakan dimasa datang maka kita perlu mengetahui
kebijakan-kebijakan kredit dan perkembangannya selama
ini, terutama kredit usahs kecil. Rarenas dari si=i
telaah politik dan kebijakan, pengembangan usaha kecil
selama kemerdekaan Indonesia memiliki rentang spektrum
vang cukup lebar, bahkan tidak berlebihan kalau dinyata-
kan bahwa masing-massing pernah mencaspai ekstrimitasnya
tersendiri. Sehindga pemaparan sejarah dan kecenderungan
pengembangan usaha kecil dari masing-masing periode
politik diharspkan wemiliki signifikansi makna sehinggs
dapat ditarik khazanah tersendiri, vang diperlukan untuk -
pengembangan usaha kecil dimasa datang.4g
1. Kebijakan Perkreditan sebelum 1 Juni 1983
Kebijakan kredit pada periode sebelum kebijakan
1 Juni 1983, disrahkan selain untuk penyediaan dana
dalam rangka mendorong kegiatan perekonomian, jugas kebi-
Jakan ters;but merupakan ssalah satu piranti moneter yang
prenting melalui penetapan pagu kredi%. Selanjutnya dalam
pemberian kredit dimaksud, kredit Likuidasi Bank Indone-
sia (KLBI) mémegang peranan yang penting. Oleh karena
itu, dalam periode ini Aiperkenalkan berbagai skim
kredit vang didukung oleh ELBI. Dasar Pemberian KLBI

47, Hetifah Sjaifudin, dkk. Strategi dan Agends FPengem—
bangan tssxha Kecil, Akatiga, Bandung, 19%95. hal 27
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tersebut sesual dengan kondisi perekonomian pada saat
itu, antars lain wasih belum berkembangnys sistem per-
bankan terutama dalam pengershan dana masyarakat. Selain
itu,  kemampuan pemerintah untuk menyediakan EKLBI vang
cukup pada waktu itu, yaituAkarena didukung adanya. 0il
boom pada dass warsa tahun 1970-an.

Sebelum pericde 1989, pada tahun 1985, telah
diperkenalkan skim kredit Bimbingan Masal (Bimas), vang
dimaksudkan untuk membantu petani peserta intensifikasi
/Jekstensifikasi dalam rangksa meningkatkan produksi
pangan khususnya padi dan palawija, dan meningkatkan
pendapatan gerta kesejahteraan petani yang bersanghku-
tan. Xredift ini diperkenalkan kepada petani sebsgsai
intensif 'bagi petani yang mau mengadaptasi teknologi
baru dalam rangka menaikkasn produksi beras. Selain itu,
dalam rangks membantu pembisyaan pengadaan psngan dan
menjaga stabilitas harga, sejak tahun 1968, Bank Indone-
sia menyediakan pula fasilitas Kredit Modal Kerja Kepadsa
Bulog, tjuan pemberian kredit tersebut adalah untuk
menjaga agar pengadsan pangan vang merupakan bagisn dari
8 kebutuhan bsahan pokok dapat berjalan dengan baik
dengan harga vyang terjangkau oleh masyarakat. ERKredit
tersebut mendapat dukungan KLBI 100% dan risiko kredit

sepenuhnya dijamin oleh pemerintah 50.

0. Penvyediaan dans KLBI tersebut dimungkinkan  karena
meningkatnya penerimaan negara yang cukup besar dari
mimyak dan  gas bumi. litat: Kumpulan Ketentuan
Kredit Bank Indonesia, Urusan Kredit Bank Indonesia
1998, hal 2.




81

Pada tahun 1969 Bank Indonesia mulai menyediskan

kredit likuiditsas untuk pemberian kredit investasi

dan
kredit modal kerja untuk berbagai sektor ekonomi, guns
mendorong pertumbuhsan ekonomi, Dalam pelaksanaannya,

ternyata jenis kredit ini belum dapat seluruhnys memban -
tu  akses usahg kecil kepads kredit perbankap. Hal ini
disebabkan kareng meskipun suku bungs kreditnys relatif
rendah, keharusan benyediaan jaminan yang cukup, ‘menim-
bulkan hambsatan bagi usaha kecii untuk memenuhinys.
Sehubungan dengan ity, dalsm rangks mewajudkan
Sasaran pemerataan hasil bpembangunan, maka diperlukan

pula kredit vang dapat menunjang pembiayaan usaha keeil

dan koperasi. Untuk itu, pads Tahmn 1974 diperkenalksan

skim EKredit Investasi Kecil.dan Kredit Modsl kerja -

Permanen (KIK/KMEP), yang ditujukan untuk mendorong
perkembangan usahs dari pengusahs kecil serté menunjang
pertumbuhan proyek-proyek yang bersifat padat karya.
Skim KIEK tersebut digunaksn untuk pembiayaan barang-
barang modal dan Jasa, yang diperlukan untuk rehabilitg-
51 dan modernisasi perluasan proyek dan pemberian proyek
baru. Sedangkan Skim KMKP digunakan untuk pembiaysasn
modal kerjs secara terus menerus bagi kelancaran usaha.
Selajutnya, untuk menunjang usaha kecil yang telsh
berkembang, diciptakan puls skim Kredit Investasi dan
Kredit Medal kerja (KI/KMK) s/d Rp. 75.000.000, -, vang
mempunyai plafon kredit lebih besaf dari KIK/KMKP. Skim
Kredit ini didukung EKLBT dengan persyarstan ringan

seperti suku bunga rendah, +tidak mutlak diperlukan




penyedisan dsna sendiri dan jaminan kredit, sehiﬁgga
dapat dijangkan oleh usaha kecil dan koperasi selain
itu, untuk mengurangi risiko, maks kredit ini diasuran-
sikan oleh Bank kepada PT Askrindo, dimans premi untuk
asuransi tersebut tidak dibebankan kepada nasabah,
tetapi kepads bank pelsksans dan Bank Indonesisa.
Disamping pengembangan terhadap usahs kecil, Bank
Indonesia juga memberikan bantuan kredit kepada Roperasi
baik dalam bidang pertanian, perdagangan dan Jasa, yang
antara lain EKredit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), yang
disalurkan melalui Kopersasi Unit Pesa (KUD) vyang dimulai
pada tahun 1975. Selain itu, diperkenalkan pula Kredit

Kepada KUD dalam rangksa pengadaan pangan dan Kredit

Repada XKoperasi untuk Anggotanya, untuk meningkatkan -

rendapatan petani dan membantu rengembangan KUD sejalan
dengan kebijakan pemerintah untuk pengembangan koperasi
di Indonesia.

Pada awal 1980-an, terjadi resesi ekonomi dunia
dan penurunan lsaja pertumbuhan produksi dalsm negeri,
serta penurunan yang tajam dalam nilai ekspor. Penurunan
yang paling menyolok terjadi pads ekspor migas yang
diskibatkan oleh meyempitnys pasaran dan‘turunn§a harga
minyak dunis. Hal ini mengakibatksn tekansan vang besar
dalam neraca pembayarsn Indonesia. Untuk mengdatasi
kelesuan kegiatan ekonomi dalam ngeri dan memperkust
posisi neraca pembayaran Indonesia, telah ditempuh
beberapa kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan

produksi dan perkembangan industri dalam negeri, mening-




katkan penerimaan devisa dari industri pariwisats dan
ekspor non wmigas, serta menghemat penggunazan devisa.
Guna lebih meningkatkan pelsksansan ekspor dalam rangka
kebijakan ekspor “Januari 1982", sejak April 1882, Bank
Indonesia menyediakan pula paket pembiayaan melalui skim
kredit ekspor dengan dukungan KLBI, sehingga bank dapat
memberikan kredit ekspor dengan tingkat suku bunga
preferensial. Sejalan dengan kebijakan tefsebut dan
untuk penyediaan Eahan baku dalam negeri, telah dikem-
bangkan pula program perkebunan melalui penyediaan
kredit untuk perkebunan besar swasta nasional (PBSN),
kredit perkebunan rakyat (PIR dan Plasms) serta perema-
jaan, rehabilitasi dan perluasan tanaman ekspor (PRPTE},
Program PSN tersebut diperkenalkan pada tshun 1878 yang
ditujukan untuk pengembangan perkebunan swasta nasional.
Sedangkan program PIR diperkenalkan pada tahun 1880,
vang ditujukan untuk membangun kebun plasma berliokasi
disekitar kebun inti yang dilaksanakaﬁ oleh perkebunan
besar (inti) yang nantinya akan diserahkan kepada petani
peserta PIR. Dalam hal ini, ﬁerkebunan bésar dapat
memperolsh kredit éIR untuk membangun dan memperluas
pabrik guna menampung hasii~hasil perkebunan inti dan
plasms.

Selain skim-skim kerdit tersebut distas, juga
telah dikembangkan beberapa skim kredit khususnya yang
mendukung ussaha kecil dan koperasi, seperti kredit
Inpres Pasar, Eredit Perumahan‘ Rakyat (KPR}, Eredit

Kepres 1/14 A/1980, EKredit Kepada Guru, dan Kredit




B4

Mazhasiswa Indonesia (EMI).

Kehijskan perkreditan yang telsh ditempuh selama

periode 1969-1882 tesebut, diwarnai oleh. "subsidized

selective eredit Policy”, dalam arti didukung ocleh KLBI
yvang cukup besar dengan suku punga rendah. Sebagal
skibat kebijakan tersebut dari periode 1974-1982 perkem-
bangan kredit koperasi dan kredit kecil sangat menggem-
birakan, mwmencapail rata-rata 84,8% pertahun dari Rp 75
milyar menjadi Rp 2,5 trilyun . Proporsi kredit koperasi
dan kredit kecil terhadap kedit perbankan meningkat
pesat dari 3,5% pada bulsn maret 1974 menjadi 18,5% pada
Maret 1983 2%, Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan
kredit vang diarahkan perdasarkan prioritas dalam peri-
ode ini, telah mendorong pemerataan kegiatan pembangunan
dan hasil-hasilnya menuju kepemerataan kesempatan beru-
sahs dan pendapatan masyarskat. Namun, walaupun KkKebija-
kan kredit selama periode tersebut telah memberikan
dampak positif, kebijakan tersebut masih mengandung
beberaps kelemahan, antara isin masih besarnya peranan
ELBI vang bersifat,inflatoir, dan tidak mendorong  per-
bankan dalam menghiﬁpun dana masyarakat. Sementara itu,
dalam w&ktu.yang bersamasan, berlanjutnya resesi ekonomi
dunia dan éemakin memburuknya pasaran minvak interna-
sional telah memberikan ?engaruh yang tidak menguntung-

kan terhadsap perekonomian'Indonesia khususnya terhadap

51, Lihat Bank Indonesia, kebijakan Moneter dan Fengem—
bangan Ferbarnkarn Seminar Rapat Keria Bank Indonesia,
o Maret 1989, hal 28.
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neracsa pembayaran, hal tersebut mengakibatkan kelemahan-
kelemahan struktural pads perekonomisn Indonesia, seper-
ti ekonomi biays tinggi, menjadi terasa dan semakin
memberstkan. Menyadari kelemahan struktural tersebut
untuk mengantisipasi dan mengatasi kesulitan-kesulitan
vang dihadapi, pemerintah mengambil serangkaian langkah-
langkah mendasar secara terpadu dan bertahap diberbagai
bidang, yang dimulai dengsn deregulasi dibidang moneter
dam perbanksn 1 Juni 1983.

Perlu diketahui bahwa deregulasi pertama (Juni
1983) memang tidak dikhususkan bsgi penyedisan instrumen
penyalur'dana kepads pengusaha kecil, tetapi deregulasi
ini menjadi pemicu perkembangan dinamika moneter dan
perbankan Indonesi&.52
2. Kebijakan Perkreditan Perbankan Periocde 1 Juni 1883-

sebelun Paket 1 Januari 1890 (Pakjan 1980).

Eebijaksanaan 1 Januari 1983 merupsakan kebijakan

penting dalam rangka untuk mendorong perbankan mening-

katkan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat, profesio-

.nalisme dan kemandiriasn, jugs untuk memantapkan stabi-

iitas moneter guna mendukung proses penyesuaian perekono-—
‘mian, vang dihérapkan dapat mendorong perkembangan
sektor swasta. Dengan menurunnya penerimsan dalam negeri
pemerintah, yang disebabkan oleh menurunnysa harga

minyak, dunia perbankan didorong untuk meningkatkan

=2, Harry Seldadyo Gunadi dkky Kredit Untul  Asbval,
Akatiga, Randung, 1994, hal. 10.
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persnannya dalam pemberian kredit vang bersumber dari
dana masyarakat. Langkah-langksh yang ditempah dalam
kebijakan 1 Juni 1983 antara lain Dberupa penghapusan
pagu kredit perbankan, pemberian kebebasan kepada bank-
bank pemerintah untuk menetapkan sendiri kebijakan
perkreditannya termasuk suku bunganya dan suku bungsa
depositp, serta penyediaan KLBI hanya untuk sektor yang
berprioritas tinggi antara lzin untuk swasembadsa éangan,
menunjang sektor non migas dan perkebunan, serta pengem-—
bangsan usaha kecil dan koperasi. penghapusan pagu kredit
dan pemberisn kebebasan pada bank-bank dalam menetapkan
kebijakan perkreditannys yang diharapkan akan mendorong

bank-bank menyalurkan dananya kesektor-sektor vang

produktif, dan diharapkan pula akan mengurangi distorsi-

pasar 53 pengan meksnisme pasar yang sehat, bank-bank
dihsrapksn pula mampu mengoptimalkan dana masyarakat
melalui penetapan suku bungsa yang tidak lagi diatur oleh
pemgrintah.

Dapat dikemukakan bﬁhwa kredit-kredit yvang ditu-
jukan - untuk mendorong swasemb;da pangan adélah Kredit
Bimas;Kredit Produksi, kredit import dan penyaluran
pupuk dan obat hamza untuk Bimas; Kredit Bulog; dan
kredit kepadé koperasi untuk pengadaan pangan, palawija,
tebu rakyat dan cengkeh. Sedangkan kredit untuk menun-

jang sektor non migsas dan perkebunan adalah kredit

=%, J.E. Panglaykim dan Pangestu; 1984 . Perkembangsn
ITndustri Perbankan dan Lembages Keuangan bukan Rank,
pndy Offset, Yogyakartas hal 117.
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ekspor; dan kredit perkebunan PIR, PSN, serta FPRPTE.
Selain itu skim kredit untuk pengembangan usaha kecil
dan koperasi adalah KIK/KMKP;KI/KMK s/d Rp.75 Juta;
Kredit Kepzda Koperasi yang diterusksn pada anggotanya;
Kredit Mini:; Kredit Midi; KPR; KMI; dan Kredit Asrama
Mahasiswa. Selanjutnya, selama periode setelah Juni 1883
Sampai dengan sebelum Pakjan 1980, terdapat penyempur-
nasn terhadap beberapa skim kredit tersebut diatas dan
penambahan beberapa skim baru.

Untuk pengembangan ussha kecil dan koperasi maka
pada tahun 1984, untuk kredit Mini dan Midi telah disem-
purnakan menjadi Kredit Umum Pedesaan (RUPEDES), vyang
ditujuksn untuk mengembangkan dan weningkatkan usaha
dipedesaan baik nasabah yang telsh memperoleh fasilitas
kredit Mini dan Midi maupun nasabah baru .Kupedes ini
diperkenalkan oleh BRI yang pelaksanaan penysaluran
kreditnya melalui BRI unit desa. Dalam jangka panjang
sumber dana untuk pemberian Kupedes tersebut berasal
dari mobilisasi simpanan tabungan pedesaan (Simpedes).
Sementara peningkatan mobiliéasi simpedes belum mencuku-
pi, sumber dana kuped;s berasal dari KLBI dan Bank
dunia. Berbeda dengan skim kredit keeil 1aihnya, Kupedes
" ini diberiksn kepada nassbah dengan suku bunga pasar.
Selsin itu, Untuk lebih mempercepat pemberian KIK/KMEP
kepada usaha kecil, pada Tahun 1988, telah disempurnakan
aistem pelimpahsan %LBI kepada bank pemberi kredit, .yang
semuls secara individual nasabah menjadi pelimpahan

dimuksa setiasp triwulan (sistem Kredit Line). Dalam pada
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itu, wuntuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha kecil
vang semakin meningkat diberbagai sektor, telah dicipta-
kan skim-skim kredit baru seperti KMK, Kepres 29/ 1984
dan kredit kepads Penyulnh Pertanian (PPL).

Untuk lebih mendorong swasembada pangan, pada
Tehun 1985, telah disempurnakan kredit Bimas menjadi
skim Kredit Usaha Tani (RUT). Penyempurnsan ini teruta-
me menyangkut dalam.penyaluran kredit vang semulas kredit
disalurkan langsung oleh bank kepada petani menjadi
disalurksn wmelalui EUD. Tujuan pemberian KUT ini adalah
selain untuk meningkatkan produksi padi /palawija dan
pendapatan petani, Juga membantu KUD agar dapat mengem-
bangkan ussahanya.

Untuk menunjang produksi sektor perkebunan,
rmeningkatkan pendapatan petani dan sekaligus membantu
program-progran transmigrasi, pada Tahun 1886, telsh
diperkenalkan Skim Kredit PIR Trans. Fasilitas kredit
ini, diberiksan baik kepada perusahsan inti maupun plas-
ma, dan didukung oleh KLBI.

Untuk lébih medorong sektor non migas, pada tahun

1989, telah disempurnakan skim kredit ekspor antara lain

‘ yang semula fasilitas kredit tersebut hanya - diberikan

untuk eksporﬁir, diperluas mencakup puls pembérian
kredit tersebut kepada pemasok untuk pembiayaan kegiatan
produksi, pengumpulan dan atau penylapan barang dalam
rangka ekspor.

Selanjutnya, dalam rangka menunjang laju pertum-

buhan ekonomi yang cukup tinggi, pada tanggal 27 Oktober
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1888, pemerintah mengelusarkan deregulasi lanjutan vang
dikenal dengan Pakto 88 yang pada dasarnva bertujuan
antara lain mendorong pengembangan lembags perbankan,
vang pada akhirnya dapat meningkatkan pengerahan dana
masyarakat . Dengan meningkatnya pengerahan dsna masya-
rakat telah dapat meningkatkan kemampusn perbankan
dalam pemberian kredit.

Bagian penting vang belum dicakup dalam kebijakan
deregulasi 1983 adalah aspek kelembagssan dan sistem vyang
membuka peluan bagi bank—bank.untuk menghasilksn produk-
produk vyang lebih dapat memobilissasi dsna masyarakat.
Salah satn dampak penting pakto 27/ 1988 adalsah pertam-
bahan Jumlah bank dan perluasan cabang-cabang (kantor)
bank komersia, termasuk BPR. perkembangan BPR hingga
tingkat kecamstan semestinya dapat mempercepat moneter-
isasi perekonomian desa dan mengintegrasikan perekonomi-
an desa dengan perekonomian kota. Dengan demikian pere-
konomisn desa akan semakin sensitif terhadap konjungtur
perekonomian makro 54

Dengan serangkaisn kebijaksan dibidang moneter,
kenangan dan perbankan; vang dimalal sejak 1 Juni 19é3,
dan Pakto 1988, telah memberikan hasil sebagaimans yang
diharspkan antara lain dengan meningkatnys jumlah dana
pihak ketigs yang dihimpun perbanksan,jumlah kredit vyang
disalurkan, termasuk kredit wvwntuk menunjang kegiatan

usahs kecil dan berkursangnya ketergantungan perbankan
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pada dana KLBI. Dalsm kurun waktu 18983 - 1888 dana pihak
ketiga vang dihimpun perbankan meningkat rata-rata 27,97
pertahun dari 12,4 trilyun menjadi Rp. 54,4 trilyun padsa
akhir periode tersebut sedéngkan kredit yang disalurkan

meningkat rata-rata 26,8% pertsbhun dari 10,5 trilyun

menjadi Rp. 83,6 trilyun . Sementara itu, EKLBI Jjuga

meningkat rata-rats 24,5% dari Rp 4,4 trilyun menjadi Rp
16,2 +trilyun. Pada periode yang sama tersebut, kredit
koperasi dan kredit kecil meningkat dari Rp 2,7 trilyun
nenjadi Rp 8,7 trilyun dengan kenaikan rata-rata sebesar
19,7 % pertahun. Dalam pada itu, kredit ekspor dan
kredit untuk sektor perkebunan pada periode 1986-1989

juga meningkat masing-masing dari Rp 1,4 trilyun dan Rp

0,9 trilyun menjadi 5,7 trilyun dan Rp 2,2 trilyun atau -’

meningkat dengan kenaikan rata-rata sebesar 58,8% dan
35,8 % pertahun. Perkembangan yang cukup pesat tersebut
dimangkinkan pula karena adanys peningkatan jumlah bank
dan ksntor bank, yvang disebabkan adanya kebijakan Pakto
88. Selama periocde Oktober 1988 s/d Desember 18989,
jumlah bank umum, bank pembangunan dan bank tabungan
bertambah dengan 35 bank sehingga menjadi'iéﬁ bank, dan
jumlah kantor cabang meningkat dari 1.928 menjadi 3.114
kantor. Disamﬁing itu, jumlah unit desa BRI juga mening-
kat dari 2.566 menjadi 2.843 kantor, serta BPR dari
7 706 menjadi 7.770 kantor. Walsupun demikian pangsa
KLBI +terhadap total kredit telah menurun dari 28,5%
menjadi 25,5%.

Dapat pula ditambahkan bahwa dari studi dampak




ekonomi KIK/KMKP yang dilakuksn pada tshun 1988, pembe-
rian KIK/KMEKP mempunysai dampak positif dalam menciptaksn
kesempatan kerj=a, meningkatkan produksi/penjﬁalan,
meningkatkan nilai tambah dan mendorong investasi pada
usaha kecil. Berdasarkan hasil penilitian tersebut,
perkiraan dampak pemberiaanIK/KMKP tahun 1985 menunju-
kan bahwa dengan KIK/KMKP sebesar Rp 117¥ milvar telah
menciptakan kesempatan kerja untuk 51.518 orang, mening-
katkan produksi/penjualan sebesar Rp 882 milyar, mening-
katkan nilsai tambah sebesar Rp380 milyar dan mendorong
.investasi sebesar 273 milyar rupiah.

Selain itu, pemberian kredit ekspor dan kredit
perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti
terhadap pengembangan ekspor non migas, dimana pangss
ekspor nonmigas meningkat dari 43,4% pada tahun 1988
menjadi 70;0% pada tahun 1988. Dalam pada itu kredit
PIR-Trans telah diberikan kepada 46 proyek yang tersebar
di beberaps propinsi dan pada saat ini terdapat 4 proyek
yang sudah memasuki tahap konversi untuk luas areal
sekitar 8.000 ha dengan 4.000 kepala keluarga.

Namun demikian seperti telah dintarakan sebelum-
nya, peningkatan KLBI mempunysai dampak inflatoir Rarena

secara langsung mempengsruhi pertambahan Jjumlah uwang

beredar.55 Disamping itu, KLBI yang terlalu besar tidak

S5, KLEI bukan merupakan dana yang dipupuk dari masya—
rakat sendiri, tetapi berupa Yuwang bharu"  vyang
berasal dari BI. Peningkatan KLEBEI mempunyai dampab
besar terhadap penhambahan Jjumlah wang beredar  dan




mendorong bank-bank dalam memobilisasi dana masyrakat.

Walaupun pads periode tersebut kredit dengan dukungan
KLBI telah dibatasi untuk sektor-sektor tertentu, namun
dalam pelakssnaannya masih terdapat kelemahan . antara
lain berupa permintaan kredit vang berlebihan yang
mengakibatkan pemberian kredit vang kurang selektif.
Baik nasabah maupun bank cenderung beranggapan bahwa
kredit program lebih bersifat sosial daripada mengang-
gapnya sebagai kredit perbankan yang lazim, sehingga
pada gilirannya jugs mengakibatksn tingginya tunggsakan.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk tetap dapat
menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang, pada

tanggal 29 Januari 1880, pemerintah telah' mengambil

kebijakan penyempurnsan yvang menyvangkut bidang perkredi-'

tan, vang pada dasarnya mengarsh pada pengurangan lebih

janjut peransn KLBI, yang dikenal sebagal paket Januari

1890 (Pakjan 1880).

3. Eebijakan Perkreditan Peridde Sejak Pakjan 1990
Dengan dikeluarkannya Pakjan 1990 ini pada prin-

sipnya telsh terjsdi perubahan vyang mendasar - dalanm

kebijakan kredit.

.. aContinued. ..

derngan demikian bersifat irntlatoir. Disamping itw
dapat pula menjadi sumber merangsang  spekulasi
dalam pembslian deviss. Semakin besar KLBI semakin
snlit pemerintalh dalam melaksanakan kebiljaksanaan
moneter vang efektif untuk mengendalikan inflasi.
Sedangkan inflasi akan menimbulkan behan terutamna
zagi golongan pengusaha  kecil dan masyarakat
berpendapatan tetap, Keterangan Pers Bank Imdone-
Gig, 2% Januari 1990, tentang Penyvempurnaan Sistem
FPerkreditar.




Seperti telah diketahui, tujuan Pakjan 19390
zdalah untuk (2) memantapksn fungsi perbankan dan lemba-
gs keuangan sebagal pengelola dan pelaksamna sistem
perkreditan nasional. Bank dan lembags keuangan didoraong
untuk dapat mandiri dan mampu melaksanakan fungsi
pengerahan dana masyarakst sertsa penyalurannya Secars
iebih mantap. Sejalan dengan ini, peranan Bank Indonesia
didudukan secara lebih tepat sebsgai lender of last
resort dan bukan sebagai lender of first resort seperti
dalsm mekanisme KLBI yang selama ini belaku; (b) Meman-
tapkan pernan Bank Indonesia sebagai pemelihsra keseim-—
bangan moneter, sekaligus sebagal pembina dan pengawas
perbankan agar bank-bank di Indonesis dapat berkembang
makin sehat; (¢) Menyehatkan sistem perkreditan na-—
sional, sehingga dapat lebih meningkatkan efisiensi
dalsm slokasi dana masyarakat kearah kegiatan produktif
untuk mendukung pencapsaian sasaran-Sasaran pembangunan,
dan seksaligus méningkatkan-pengerahan dana maéyarakat,
serta mengurangi ketergantungan pada EKLBI;{(d) Menyempur-
nakan program kedit bagi usaha kecil agar pelaksanzannya
lebih mantap dan makin terarah, serta didukung dan
dilskukan secarailebih luas oleh semua bank

Untuk.mencapai tujusn tersebut, maka arah kebija-
kan perkreditan adalah (a) qenguréngi secara bertahap
peranan KLBI dalam pemberian kredit perbankan untuk
berbagai program dan kegiatan, dan untuk selanjutnya
meningkatkan peranan pefbankan dalam penyediaan dana dan

pemberisn kredit untuk berbagai keperluan tersebut; (b)_
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KLBI dalam jumlah yang terbatas hanya diberikan untuk
mendukung uvpaya pelestarian swasémbada pangsn , pengem-
bangan koperasi, serta peningkatan investagi untuk
sektor tertentu;(c) menyederhankan struktur suku bunga
sehingga dapat terbentuk suku Eunga pasar dengan tingksat
vang wajar.

Dalam hubungan ini, pemerintah terus mengupaya-

kan penurunan suku bunga sehingga dapat mencapai tingkat

yvang wajar antara lain melalui pengendalian inflasi dan
kurs mats uang rupiah terhadap valuta asing. Untuk itu,
dilaksanakan kebijakan moneter dengan menggunzkan alat-
alat kebijakan tidsk langsung sesuai dengan alam deregu-
lasi; (d) mewajibkan semua bank untuk menyediakan kredit
kepada usaha kecil minimum 20 % dari jumlah pemberian
kredit setiap bank, dimana kredit tersebut merupakan
kredit unsahs kecil (KUK).

Sejak adanya kebijakan tersebut, pola kredit vang
didukung oleh KLBI hanya terbatas bagi kredit kepada
koperasi yaitu Kredit Usaha Tani (EUT), Kredit - Kepada

EUD, dan Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya;

"Kredit kepads Bulog untuk pengadaan pangan nasional, dan

kfedit investasi untok sektor tertentu. Kredit investasi
tersebut diberikan untuk semua sektor yang diberikan
oleh lembags keuangan yang bergerak dibidang pembangu-
nan; dan sektor perkebunan seperti PIR trans, PIR, PSN
dan PRPTE yang diberikan oleh bank-bank umum dan pemban-
gunan; serta KPR yang diberikasn oleh 1lembaga keuangan

vang ditugasi untuk itu. Eredit investasi ~ini akan




dikurangi =secaras bertahap, dan diakhiri psads ﬁaret 1895
untuk kawasan Timur Indenesia. Untuk skim kreditc diluar
skim-skim kredit tersebut diatas, dibilayai dengan dana
masyarakat yang dihimpun perbankan.

Kebijakan Pakjan 1990 harus diazkul merupakan
perubahan kebijaksanaan moneter secars tegas dari alur
vang pemikiran vang menekankan tingkat bunga rendah
kepada penetuan tingkat bungan pasar untuk meningkatkan
ekonomi nasionzal =l

Dengan penyempurnaan sistem perkreditan tersebut
diatas, maka bidang keuangan nasional melangkah lebih

maju lagi. Bank-bank makin berkembang sebagal pengelols

dan pelaksana utama dari perkreditan nasional, sedangkan

KLBI diupayakan untuk diturunkan secara berangsur-ang-

sur, shingga skhirnya perbankan dapat membiayail pemberi-
an kreditnya dengan dana yéng dihimpun dari masyarakat.
Disamping itu, program KUK yang mendapatkan dukungan dan
partisipasi menyeluruh dari semus bank dapat makin
meningkatkan dan memperbesar kemampuan Serta peranan
usaha - kecil dsn koperasi.dalam pembangunan nasional,
vang pada gilirannya akan membantu teréépainya sasaran
pemerataan, kesempatan berusaha dsn psnciptaan lapangan
kerja. |

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan kemanmpuan

perbankan pemerintah telah mengambil serangkaian kebija-

84, Masyith Majidi, Dz Tahun Pake% tebijaksanaan Jana

& i 1990, dalam Frisma, Mo. 1l, Nopember 1991,
Jakarta, hal 25
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kan lanjutan dibidang moneter dan perbankan yaitu paket
Febuari 1991, dan terakhir paket Mei 1883 (Pak Hel 93).
Dalam Pak Mei 1893 tersebut antara lain telah disempur-
nakan ketentusn KUK, yvang menyangkut plafon kredit dari
Rp. 200 juta mejadi Rp. 250 juta dan perluasan pola
kerjasama antar bank dalam penyaluran KUK menjadi ABPU-
KUK.

RKebijakan Pakjan 1830 dan sérangkaiam kebijakan
lanjutan telsh mempengaruhi perkembangan KLBI dan kredit
perbankan. Peranan KLBI terhadap kredit perbankan sejak
Pakjan 1990 terus menurun dari 25,5% pada akhir Pebuari
1989 menjadi 10,4% pada. skhir Juni 1893. Dalam pada itua,

kredit perbankan meningkat cukup pesat mencapal rata-

rata 24,8% pertahun, Pada periocde yang sama kredit

ekspor dan kredit untuk sektor perkebunan meningkat
masing-masing 15,4% dan 39,8% pertahun. Selain itu,
pemberian KUK juga menunjukkan perkembangan yang meng-
gembirakan, vyaitu dari Rp. 14,0 Trilyun pada akhir
Desember 1989, meningkat menjadi sebesar Rp. 26,3 tril-
yan pada skhir Juni 1893, naiﬁ dengan rata-rata 25,1%
pertahun. Dalam periode yang sama, Sejalan dengan
peningkatan pemberian KUK tersebut, maka rasio KUK vyang
dicapai oleh.perbankan secara keseluruhan juga mening-
kat, yaitu dari sekitar 17% menjadi 27%.
Kebijakan-kebijakan kredit yang diambil sejak
periocde sebelun i Juni 1983 =ampai saat ini, telah ikut
sertas memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap

perkembangan perekonomian nasional, antara lain dengan
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rercapainya swasemnbada pangalt padéa tahun 1984 dan disek-
tor usaha kecil relah memberikan dampak dalam peningka-
tan pendsapatan usaha keecil, perluasan kesempatan kerja,
.peningkatan nilail tambah, produksi/penjualan dan pening-
katan investasl. selain ity, kredit ekspor dan kredit
antuk sektor perkebunan . telah memberikan sumbangaﬁ
vang cukup berarti_dalam mendorong peningkatan ekspor
non mwlgas . dimana pangsa ekspor non nigas vang semnla
sebesar 24 ,1% pada tahun 1983 meningksat menjadi sekitar
74 ,7% pada akhir spril 1983.
4. Kebijakan Perkreditan di Era Krisis

Krisis moneter yang terjadi sejak Juli 1987 telah

mengakibatkan kesulitan 1ikuiditas vang dialami hampir

semud pank serta peningkatan piayas dang karens kenaikan |

suku punga. Kesulitan 1ikuiditas tersebut menyebabkan
perkurangnya bahkan perhentinya kegiatan pemberian
kredit baru, rermasuk pemberian KUK. Realisasi pemberian
EKUR yang zehelum terjadi gejolak monelter mencapal rata-
rata RP 500 miliar. Pelaksanaan kredit progran yvang
sebagian dananysa disediakan Bank Tndonesisa juga mengglaﬂ
mi perlambatan karena dengan kenaikan biaya dana perban-
kan suku pungs yang ditetapkan bagi kredit—kredi progran
tersebut meﬁjadi tidak sesuai lagl. Hal ini terutana
berlakﬁ bagi skim kredit kepada Koperasi Primer untuk
Anggotanya (KKPA) dan kredit kepada KUD (EKRUDD.

Dengan memperhatikan situasl ekonomi moneter saat
ini, Bank Indoneéia nemandang peflu antuk memusatkan

perhatian pada sektor—sektor yang paling-terkena dampak
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senantiasa nemperhatikan target 1inflasi dan
jumlah uvang beredsr dalam program moneter.

Dengan 1latar belakang pemikiran sebagaimans
diuraikan diatas maka Bank Indonesia memandang perlu
untuk melskukan tercbosan yaitu melalui langkah-langkah
sebagai berikut .57
1. Penyedisan KLBI dalam kredit program untuk swasembads

pangdan, pengembangan usaha kecil dan koperasi, mela-
lui skim perkreditan seperti KRUD, KKPA dan KPRS/SS
dengan tetap memperhatikan_program moneter. Hal ini
mengingat sebagian besar bank-bank telah mengurangi
bahkan menghentiksn kegiatan pemberian kredit program
karenz kenaikan biaya dana yang ditanggung cleh bank.

2. Penyempurnasn beberapa skim kredit program dengan
melskukan beberapas penyesuaian dalam wmekanisme dan
prosedur disesuaikan dengan kondisi saat ini serta
mengupayakan agar pelaksanaan kredit program dapat
1ebih efektif. Kredit kepadsa KUD'(KKUD) digabungksan
dengan KKPA untuk koperasi menjadi Kredit Kepadsa

 Koperasi (KKop).

3. Penambahan skim kredit untuk pembiayasan usahsa keéii
termasuk . usaha mikro, serta meningkstkan peranan
lembagsa kéuangan pedesaan termasuk bank perkreditan
rakyat (BPR) dalam pengembangan usaha kecil ﬁelalui

penyedisan bantuan 1ikuniditas bagi usaha kecil vang

57. lihat Kumpulan Ketentuan Kredit Kredit Program  O&n
Bantuan Teknis Bank Ingdonesix, Urusan Kredit DBarmk
IndonEsia, Movember 1998, hal 7-8.
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disalurkan melalui BPR (pelaksanaan kredit programj
dan sekaligus membantu pendanaan BPR , melaul skim
kredit modal kerja BPR (( EMK BPR)} dan kredit pengu-
sahs kecil dan mikro (KPEM).

4. Pelakssnaan sosialisasi skim-skim program baik intern
mzupun ekstern Bank Indonesia secara intensif.

5. Pembentukan tim kerja khusus (task force) bertujuan
untuk lebih memperlancar penyaluran kredit terutama
kredit program mellanl langksh-langkah identifikasi
terhadap skim kredit program, dan menyususn rekomen-
dasi kepad direksi Bank Indonesia. Diharapkan tim ini
akan dapat menjembatani antara kepentingan perbankan

dan dunisz usaha terutama usahs kecil sehingga dipero-

leh sinergi dalam menghadapi suituasi vyang kurang

menguntungkan ini.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi keadaan
dimass krisis, sekaligus untuk menyongsong sistem ekcno-
mi kerakyatan maksa pemerintah mengeluarksan «Skim Kredit
Program untuk Memperkuat Ekonomi Rakyat.

Adapun vang dimaksud dengan Kredit Program ini
sdslah kredit yvang didukung oleh kredit likuiditas Bank
Indone=zis dan disalurkan baik melalui bank umum  maupun
melalui Bank Perkreditan rakyat ' , vang meliputi:

1. Kredit Usaha Tani;
2. Kredit kepada Koperasi;

3. Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk anggotanya




10.

11.

12.

13.

10l

Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanys dalam
rangka Pembiyasn Tebu Rakyat;

Kredit Pembiayaan tenga Kerjas Indonesia dengna Pola
Kredit hepads Koperasi Primer untuk Anggotanya beser-
ts perubshannys;
Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan
Pola Perusahaan Inti Rakyat Trnsmigrasi dalam rangka
pembukaan Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Ihdone—
sia beserta perubahannysa;
Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanys dengan
Pola Bagi Hasil;
Kredit pemilikan Rumah Sederhana dan Kredit Pemiliki-
an Rumah Sangat sederﬁana;
Eredit /Pembiayman Modal Kerja dalam rangka FPengen
bangﬁn Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan
Rakyat Syariah (EMK-BPR/PHMK-BFPR3);dan

Kredit/ Pembiayaan Kepada Pengusaha Kecil dan Pengu-
saha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat/ Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (KPEHM/PPEM ).

Kredit = Penerapan Teknologi Tepat Guna (KPPTG) Tas-—
kin. _

Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMR-
UKM).

Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan Daerah

(KPT- PUD ). .
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D. Efektivitas Hukum

Guna pembahasan pelaksanaan Kredit Usaha Kecil,
perlu diketahui kebijskan pemerintah mengenai hal terse-

but. Kebijakan akan dilihat dari arah kebijakan,
isi kebijakan-tersebut, pelaksana kebijakan, penerimé
kebijakan, dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut,
vang hal ini dapat teranghkom dalam pembahasan efektivi-
tas peraturan/kebijskan tersebut. |

Berbicara tentang efektivitas hukum/perundang-

nndangan tidaklah dapat lepas dari masalah pelaksanaan

dalam penegakan hukum/perundang-undangan itu sendiri.

Karens masalah efektivitas adalsah berkaitan dengan'

herfungsinya hukum dalam masyarakat atsu efektivitas
dari ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanannya 58

Mengenal masalah pelaksanaan hukum sdalah masalah
bagaimana hukum ditegakkan atau disebut penegakan hukum.
Sedsngkan penegakan hukum adalah suatu proses antuk
mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyatsan.
Yang dimsksud keinginan hukum disini adalah pikiran
badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam perat-
uran hukum itu.

Bahwa hukum dibuat sebenarnya untuk dilaksanakan.
Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila P. Schol-

ten mengatakan bahwa “manakalsa hukum tidak pernah dilak-

sana

=, lihat Soerionc  Soskanto, Sosiciagi Hukum  Dalzm
Masvarakat, op. cit. hal 2lé. : :
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kan , maka tidak lagi disebut sebagai hukunm Hukum
terutams dapat dilihat dalam bentuknya melalul kaidah-
kaidah vang dirumuskan secara eksplisit. Didalam
ksidah/peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tinda-
kan vang harus dilaksanakan. Hukum itu sendiri dalam
wajundnya sebagai peraturan jelas tidask dapat melakukan
semuanys itu. Dengan demikilan menjadi relevan untuk
dibicarakan mengensai faktor-faktor vang mempengaruhi
penegakan hukum.

Adapun faktor-faktor tersebut menurut Soerjono
Soekanto adalah sebagai berikut:BO
1. Faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri;

Faktor petugas/penegak hukum;

Faktor sarsns ztau fasilitss;

W N

Faktor masyarakat.

Eeempat faktor tersebut diatas saling berkaitan
dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari pene-
gakan hukum serts merupakan juga tolok ukur dari efekti-
vitas penegakan hukum. 61
Ad 1-Faktof Hukum

Dalam tulisan ini yané diuraiksn hanya dibatasi

pada pengertian hukum pada undang-undang dalam " arti

il

%9, SBatiipto ahardjo, Hakwn odan Masyarakat, op. oit,
hal &9. .

50, Soerjonn Soekanto, op. Cit. al 9

41. Bogerjono Soekanto, Faktor—Faktor Yang Mempengafuhi
Penegakan HUkum, CV. Fajawali, Jakarta, 198%, hal

1.."-
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materiil saja, yaitu peraturan tertulis vang berlaku

umum dan diboat oleh penguass.

Ada beberapa pertanyaan vang dapat menjadil
telsah vang mendalam mengenai faktor hukunm vaitu kaidah
hukum atzau persturan, yaltu sbb: 62
1. Apaksh peraturan vyang ada mengensai bidang-bidang

kehidupan tertentu cukup sistematis ?

2. Apakah_ peraturan yang ada mengenal bidang—ﬁidang
kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya
a. Apakah secara hierarkhis tak ada pertentangan 7
b. Apakah secaras horizontal tak ada pertentangan ?

3. Apakah secars kuantitstif dan kualitatif peraturan-
peraturan vang mengatur bidang-bidang kehidupan
tertentu sudah cukup 7

4. Apakah penerbitan persturan tertentu adalah sesuai
dengan persyaratan yuridis ?

Bahwa peranan peraturan hukum cukup besar dalam
hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu. Dalam nada
vang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan, bahwa keber-
hasilan stau kegagalan para penegak Hﬁkum dalém melaksa-
nakan tugasnys sebenarnya telah dimulai sejak peraturan
hukum vang haruz dijalankan itu dibuat. Misal badan
legislatif pémbuat peraturan telash membuat peraturan
yang dirasa sulit untuk dilaksanakan, mzka sejak saalb’

itu sebenarnya badan tersebutb telah menjadi arsitek bagi

&7 . Soeryono Soekanto Sosiciogi Hukum dan Masyara-
kst op cit: hal 14.
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kegagalan hukum delam penerapannya.

Hal tersebut diatas dapat teriadli bila peraturan
memerintahkan sesustu vyang harus dilaksanakan nawmun
tanps adanya fasilitas stau sarans yang menoukupi,' atan
bila suatu peraturan dilaksanakan nawmun peraturan terse-
but tidak sesuai dengan prinsip-prinsip/kaidah ilmu,
juga dapat terjadi bila peraturan mewajibkan agar masya-
rakat berbuat sesustu, namun ternyaﬁa mendapat tentangan
dari rakyat. Untuk menghadapi sitnasi-situasi seperti
tersebut, apa vang dilakukan oleh penegak hukum tergan-
tung dari tanggspan yang diberikan terhadap tantangan

pada wzktu itu. Dalam hal ini dapat terjadi suatu peng-

gunaan kekvuatan untuk memaksa ataupun sebaliknya dapat

terjadi penegak hukum menyerah, yang berarti mengendor- -

kan penerspan peraturan tersebut.

Pekerjaan menciptaksn atau . membusat peraturan
menurut Fuller harus memenuhi 8 syaral agar hukum dapat
berfungsi. Syvarat-syarat tersebut adalah sbb:

a. Peraturan sebaiknya sebanyak mungkin bersifat umum.
Dalam arti tidak =ada golonéan orang vang mempunyail
kei=ztimewaan, berdasarkan suku, agama, ras dsb.
Pengecualiﬁn akan tidak sesual dengan asas persamaal
vang dijunjung tinggi oleh hukum pads saat ini. L

b. Peraturan harus diumumkan.

Agar suatu peraturan dapat memenuhi Ffungsi mengatuor-
nya maka peraturan tersebut harus disebarluaskan
secara umum. bagi suatu undang-undang pengumuman itu

merupakan sysrat suatu undang-undang yang mengikat.
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Tidak suatu- undang-undang yang mengilkat sebelum
divmumkan secars patut.

Peraturan tidak boleh berlaku surut.

Apabila persturan hukam itu dilihat sebagal alat
untuk mengemudikan tingkah laku, maka mudah dipahami
bahwsa undang-undang tidask boleh berlaku surut, dalam
srti undang-undsng hanya boleh berlaku untuk waktu
yvang akan datang.’

Peraturan harus jelas, jangan sampal berarti ganda.
Dalam =suztu peraturan perlu dibuat penjelasan agar
dapat diketahui kepastian maksud pembuat undang-
undang.

Peraturan tidshk boleh saling bertentangan.

Pembusat undang-undang tidak boleh memerintahkan

sesustu dan pada saat yang sams melarang sesuatu
untuk hal vang sama. Dalam hal ini sada suatu adagium
bahwa . undang-undang vang berlaku belakangan memba-
talkan undang-undang yang terdahulu.

Peraturan tidak boleh menuntut hal yang tidak mung-
kin. .

Bahwa seharusnys pewbuat undang-undang memperhatikén
kemungkinan secars manusiawi.

Persturan .hukum sebaiknya mempunyal sesuatu keadsan
tertentu yang tidak berubah (zekere consistentie).
Pembuat undang-undang seharusnya Jangan terlalu
sering merubah peraturan. Untuk setiap usul perunbahan
seharusnya dipertimbangkan adakah ketidak pastian

vang dapat t+imbul karena perubahan  1itun seimbang
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dengan Keuntungan yang diperoleh dari pernbsahan itu.
h. Peraturan tidsk hanya untuk para yusticiabel, tetapi

berlaku juga untuk penguasa.

Penguasa harus secara tertib berpegang teguh pada

peraturan, kKarena kepercayaan pada peraturan akan

terancam apabila pembuat atursan tidak berpegang teguh

pada stursn yang dibuatnya.

Bahws delapan syarat tersebut diztas adalah
merupsakan syarat minimal yang sevogyanya harus diperhat-
ikan oleh seorang pembuat undang-undang, apabila ia
ingin memberi suatu sumbangan yvang bernilail kepada suatu
sistem hukum.

2  Faktor Penegak Hukum

Sebenarnya ruang lingkup dari penegak hukum.

adalah 1luss sekali, oleh karena mencakup mereka yang
secars langsung maupun sSecara tidsk langsung berkecim-
pung didalam bidang penegakan hukum, serts menyangkuot
petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah.
Dalam melaksanakan tugasnya maka sebaiknya petugas
mempunyai suatu pedoman, antara lain, peraturan tertulis
tertentu yang mencakup ruang 1ingkdp tﬁgas. Dalam pene-
gakah hukum mungkin petugas menemui masalah sbb: 63

1. Sampai sé&jauh manakah petugas terikat oleh peraturan-

peraturan yang ada ?

2 Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan

&7, Soerijono Soskanto, Go=iglogi Hukum dalam Masvara—
kat . op. cit = hal 1é
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memberikan kebijaksanzan ?

3. Teladsn macam apakah vang sebaiknya diberikan oleh
petugsas kepads masyarat ?

4. Sampai sejaun manakah derajat sinkronisasl penugasan-
penugasan yang diberikan kepada para petugas sehinggs
memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya ?

Dari keterangan distas nyata bshwa faktor petugas
memsinkan peranan penting dalam berfungsinya hukun. Bila
peraturan baik tetapi kualitas petugas tidak baik, maka
terjadi masslah , demikian juga sebaliknya.

Secara soszioleogis, maka setiap penegak hukum
mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Redudu-

kan merupakan posisi terteniu didalam struktur kemasya-

rakatan. Kedudukan itu merupakan suatu wadsh vang isinvya.

vak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan
kewajiban itu sendiri merupakah peranan. Oleh karensa
itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu
secara sSosiologis lazimnysa dinemakan pemegang peran
(role occupant).

“Suatu hak sebenarnys merppakan wewenang untuk beféuat
stay tidak berbuat, sedangkan kewajibasn adalah beban
stan tugas. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya
warga masyararakat lainnya, lazimnysa nemnpunyal beberapa
kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak
mastahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan
timbul konfllk (status conflict). Sedang spabila didalam
kenyataan teraadl kesenjangan antars peranan yang seha-

rusnya dengan peranan YVang sebenarnys dilakukan atau
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peranan sktual, maka terjadi suatu kesenjandan peranan
(roel distance). Peranan vyang seharusnya darl para
pernegask hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang-
undsng. Peranan yang sebenarnya atau peranan aktual
adalsh perilaku nyata dari pars pelaksana peranan, yakni
penegak hukum yang disatu pihak menerapkan perundang-
undangan, dan dilain pihak melakuksn diskresi didslam
Leadaan tertentu. Diskresi adalah menyangkut pembusatan
keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah
hukum, aksn tetspil mempunyal unsur penilaian pribadi.
halsngan-halangan vang mungkin dijumpai pada penerspan
peransn yang seharusnya dari penegak hukum, mungkin

berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan B4

" van Dorn mengstazkan bahwa dalam kedudukannya

sebagai pemegang fungsi dalam satu organisasi, seorang
penegak hukum cenderung antuk menjalankan fungsinya itu
mernurut tafsirannys sendiri yang dilatar belakandi oleh
berbagail faktor, antara lain faktor kepribadiannys,
asal-usul sosialnya serta tingkat pendidikannya, kepen-—
tingan ekonomi, keyzkinan politik dan pandaggam hidupnya
sendiri. Apé- yang diutarakan Van Dorn mengisyaratkan
agar dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum “dapat
memberikan perhatian yang seksama terhadap peranan dari

faktor manusia penegak hukumnya 65

&4 . Soerjono Soekanto, Faktor-Ffaktor Yang Memperngsrahl
Peneagakkan Hukum, ,op. cit: hal. 10.

&%, Satiipte HRahardio, Hukum dan FPerubshan Sosisl,
Alumni, Bandung, 1983, Hal 26&6.
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3. Faktor Sarana / fasilitas

Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan,
sebagal sarana untuk mencapai tujuan 66

Tanpa =ada sarana atau fasilitas tertentu, maks
tidak mungkin penegakan hukum dapat-berlangsung dengan
lancar. Sarana atgu fasilitas tersebut, antara lain
mencakup tenags manusizm vang berpendidikan dan terampil,
organisasi vang baik, peralatan yang memadai, .keuangan
vang cukup, dst. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi
maka mustshil penegakan hukum akan mencapai tujuan.

Szrana  dan fasilitsas mempunysal peranan vang
sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana
stau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum
menyerasikan persnan vang seharusnya dengan peranan yang.
sktual.

Sustu masslsh yvang erat hubungannys dengan sara-
na/fasilitas, adalah soal efektivikasi dari sanksi
negatif - yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa
tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut
adalah agar daspat mempunyai efek yang menakutkan terha—
dap orang-orang yang melakukan pelanggaran. Akan Itétapi
kalsu ancaman hukuman hanys tercantum diatas kertas maka
hal itu tidak ads artinya. Efek dari =atu sanksi negatif
tersebut =skan datang dari kekuatan suatu ancaman vang

benar-benar diterspkan, apabila suatu ketenfuan dilang-

&4, Goerione Soekanto, Sosiclogi Hukum dalam Masyvars-
kat, ocpeit: hal 17
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gar. Dengan demikian yang penting pada gsanksi negatif
sdalah kepastiannys bahwa sanksi tersebut akan diterap-
kan 67,
4. Faktor Masyarakat

Pengertian masyarakat mempdnyai ruzang lingkup
yvang sangat luas, oleh karensa menyvangkunt semua segil
pergaunlan hidup manusia 63

Berbicara mengenai masyarakat, maks hal ini
sedikit banyaknya menyangkut nasalah dersjat kepatuhan.
Secars sempit dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan
masyarakat terhadep hukum, merupakan salah sstu indika-
tor berfungsinya hukum yaﬁg bersangkontan.Artinya kalau
misalnys derajat kepatuhan terhadap peraturan lalu
lintas adalsh tingdi, mska peraturan-peraturan lalu
lintas memang berfungsi. Namun tidak sesederhana itu,
untuk sekedar memberi gambaran betapa rumitnya masalah,
perlu diberikan suatu contoh yang berkisar pada kepatu-
han tersebut. Memang sangat perlu untuk mengétahui apa
sebabnya masyaraksatb mematuhi hukum, akan tetapi masih
sda soal lain, yaitn yang menyangkutl ketidak ‘patuhan."
Persoalannya adalah sebagal herikut: S
1. Apsbils pératurannya baik, sedangkan warga masyarakat

tidak mematuhinya, faktor apakah yvang menyebabkannya?

2. Apakah peraturan haik serta petungas cukup berwibawa,

&7 . Soeriono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Feranan Sank-
=i, Remaja Karya, Randuria (1985, hal @ FO-PL.

&8. Soerjono Soeshkanto, Fegunaan Sosiclogi Bagi
Kalarmgarn Hukum, Elumni, Bandung, 1979y o1
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apakah yang menyebabkan maéyarakat tidak patuh?

3. Apabils peratursn baik, petugas berwibawa, fasilitas
cukup, mengapx masih ada yang tidak mematuhil peratu-
ran? 89

Bekerjanya Hukum

Rrat kaitan dengan upaya penegakkan hukum terse-
but diatas adalah mengenai faktor bekerJanya hukum.

Bahws tata hukum merupakan seperangkat norma-
horma, vang menunjukkan spa yang harus dilskukan atau
aps yveng harus terjadi. Melihat bekerjanys hukum sebagai
suatﬁ pranata dalawm masyarakat, maks perlu memasukkan
satn faktor vang menjadi perantars vyang memungkinkan

hakum itu melakukan regenerasi atau memunghkinkan terjs-

dinya penerapan dari norma hokum itu. Dalam kehidupan

masvarakat, maka regengrasl atau penerapan hukum 1itu
hanys dapat terjadl melzalui manusia sebsagal perantars-
nya. Masuknya faktor nanusia ke dalam pembicaraan
tentang hukum, khususnys di dalam hubungan dengan beker-
janya hukuwm itu, mempawa kiﬁa kepada pengliliatan menge-

nai  hukum -sebagai karya manusis di dalam masyarakat,

maks kita tak dapat membatasi masuknya pembicaraaﬁ

mengenai faktor-faktor yand memberikan beban pengaruh

(impact) terhadap hukum 70.

Sosiolog William J .Chambliss dan Robert B.Seidman

L7 . Boeriono Soskanit, Sosiiogi Hutum Dalsm REEEE N b
gat, op.cit hal 19
0. SBatjipto Rahardio,Hukum dxn Masvarakat,;op. cit.s

al 4a.




menyebut anggota masyaraskat vyang dikensal peraturan
(norms adressat) sebagal pemegang peran, dimana peranan-
nya diharapkan sesuai dengan tujuan peraturan perun-
dangan.

Secara lebih gamblang Chambllis dan Seidman
mengemukakan model bekerjanya hukum dalam wmasyaraksat

pada bagan sebagdai berikut: 71

Faktor-faktor
sosial & personal

lainnya-l

Lembaga g

Pembuzat Perasturan ~ _
4 T~ L

U ' o

mp&n ) ~ -

balik \\\\_ ~ . umpan
1 T balik
I Norma ~norma S~

| o -~
i ‘L e RN
empags Aktifitas \\\\ﬁ [pemegang
Penerap Penerapan | Peranan

peraturan : S

Faktor-faktor ‘ faktor-faktor
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Ragaimana seorang pemegang peran itw akan bertindak
sebagai suatu respon terhadap p?raturan hukum merupa-
kan fungsi peraturan-persturan yang ditujukan kepada-
nyé, aanksi-sanksinya, sktivitas dari lembaga—lembagsa
pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial,
politik dan lainnya mengenal dirinya.

Bagaimana lembaga -lembaga pelaksana itu akan bertin-
dak =sebagai suatu respon terhadsp peraturan hukum
merupakan. fungsi peraturan-peraturan hukun vang
ditujuksn kepada mereks, sanksi-sanksinya, keseluru-

han kompleks kekuatan-kekuatan sosiagl, peolitik dan

lain-lainnya Yyang mengenai diri mereka serta umpan-

umpan balik yang datang dari para pemegang peranal.

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertin-
dak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang menga-
tur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluru-
han kekustan sosial, politik, ideologis dan lain-
lsinnyayang wengenai diri mereka =serta umpan balik

yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.




BAB IIl

A. HASIL PENELITIAN

Pernelitian mengenai faktor-faktor yang mempenga-
ruhi efektivitas kebijakan perbankan dalam pemberian
kredit usaha kecil adalah penelitian terhadap pelaksa-
nasn  kredit usaha kecil itu sendiri dalam kerangka
proses bekerjanya hukum, dimana yang berperan dalam hal
ini adalah institusi perbankan sebagal penerap peraturan
serta para pengusaha Recil sebagal pemegang peran,
sehingga dari dua obyek penelitian ini akannya dipernleh
gambaran bagaimana sebenarnya proses kebijakan berjalan.

Adspun kedua obyek penelitian adalah sbb:

- Penelitian pelaksanasan kredit usaha kecil pada
perbankan.

- Penelitian. pelaksanaan kredit usaha kecil pada para
pengusaha kecil

Setelah dilaksanakan penelitian, maka didapatkan
hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil Peneiitian Pelaksanaan Kredit Usaha " Recil
Pada Perbankan.

Hasil penelitian pelaksanaan Kredit Usaha EKecil
pada‘instansi pérbankan'di'Purwokerto ini, meliputi Bank
Indonesis Purwokerto , bank umun pemerintah maupun bank
swasta di Purwokerto. Untuk dapat mengetahui hal-hal
vang bersanghkuatan dengan pelaksanaan pemberian kredit
oleh pe;bankan pada usaha kecil, maka dapat dilihat dari

dats serts aktivitas dalawm pelaksanaan pemberian kredit

-
[
o




usahs kecil pads bank umum, yvang dalam hal ini melipu-
ti : pelaksanaan kredit usaha kecil, pelaksanaan Kfedit
Kelayakan Usaha (KEKU) bagi usaha kecil, pelaksanaan
Kredit Program untuk ussha kecil, serta pelaksanaan
cistem kredit individu dan kredit kelompok bagi usaha

kecil.

5. Hasil Penelitian Pelaksanaan Kredit Usabha Kecil

Hasil penelitian pada Bank Indonesia Purwokerto,
didapatksn data bahwa: Posisil Kredit Usahz Kecll menurut
kelompok dan sektor ekonomi diWilayvah Kerja Bank Indone-
sia Purwokerto, menunjukkan persentasl vang baik dalam
perbandingan antara total kredit yvang dikeluarkan yaitu
posisi kfedit perbankan di Wila#ah Kerjs Bank Indonesia
Purwokerto dengan total kredit untuk usaha kecil.72

Bank Pemerintah: (dalam juta Rp)

Tahun Total Kredit Untuk KUK %
19897 Rp 4.162.894,- Rp. 3.022.474,- 72, 60%
1998 Rp 8.394.843,- Rp. 6.002.343,- 71, 58%

.

Bsnk Swasta: (dalam juta Rp)

Tahun Total Kredit Untuk KUK %
1997 Rp  937.389,- Rp. 398.141 42,47%
1998 Rp 1.081.043,- Rp. 525.198 48,58%

TE. Data Fosisi Mredit Ferbankan dan Foslsi Kredit
Umaha Kecil Ferbankan Wilayah Kerja Bank Tndonesia
Furwobksrrto.




Dari data yang ada telah terlihat bahwa persen-
tase kredit ysng dikucurkan bagil usaha kecil telah cukup
baik. WNamun demikian dari keterangan pihak perbankan
dalam hal ini bagiasn kredit mengakui bshwa Jjumlah KUK
seperti tersebut diatas adalah bsagl pengambil kredit
dibawah Rp. 350,- juta, Jjadi dikatakasn beluom tentu
tepat Sasaran benar-benar bagil usahé kecil, sedangkan
kriteria lain seperti penerima kredit usaha kecil adalah
yang wmempunyai kekayaan bersih maksimal Rp. 200,- Juta
tidak termasuk tanah dan bangunzn dan hasil penjualan
nzkzimal satu milyar rupiah, tidak dimaksudkan hal ini,
oleh karensz terlalu repot untuk menanyakan hasil sertsa

aset debitur untuk cetiap kreditur usaha kecil. Kecualil

psgi bank-bank pemerintah yang menyelenggarakan proyek‘

kredit wikro seperti Proyek Kredit P4k, PHBK, Kredit

program yang memang dari sisi program hsarus tepat s=sasa-
ran pada usaha kecil bahkan usaha sangat kecil, pada
pelaksana kredit inipun tidak dipersyaratkan secarsa

formzl perhitungan asetl dan kekayaan karena kondisi

penerima sudah terlihat dalam kenyataannys sebagai usaha

yang sangat kecil.

Apalagi bsagi kantor cabang bank swasta, karens
ternyats untuﬁ pank-bank swasta di Purwokerto dan seki-
tarnya sebagilan besar tidak ada produk pelayanan khusus
usaha kecll, hal ini berdasarkan wawancara dengan bagian
kredit salah satu bank swasts yvaitu Bank Danamon, bahwa
untuk bank Dansmon Purwokerto selama ini belum pernsah

sda pemberian kredit dengan pendekatan khusus bagi usaha
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kecil di Purwokerto dengan dana Bank Danamon sendiri,
sehingga belum menyalurkan kredit ussha kecil yang
benar-benar tepat sasaran usaha kecil untuk maksud nyata
upaysa pemberdaya&n usaha kecil, dikatakan tidak setiap
kantor bank Danamon menyalurkan KUK, diskuli memang
pernah ads seperti pada kantor cabang pembantu di  Pur-
balingga pernah ads KUK namun pada masa krigsis inl KUK
tidak disalurkan lagil, kecuali akhir-akhir 1ini rBank
Danamon ditunjuk sebagéi penyalur kredit Progranm,
bahkan demikian juga bagil bank swasta lamin di Purwoker-
to?3. Pemberian kredit selama ini adalsh kredit umum
biasa, bahkan dikatakan apabila kredit kepada debitur
diambil kurang dari Rp. 350.000.000,- maks ini dapat
dikualifikasikan sebagdsal kredit usaha kecil karena hal
ini berdasar pada. SK. Dir. BI. No. 30/4/kep/Dir/ 4
April 1987 urituk kredit usaha kecil adalizh kredit vang
diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon

kredit maksimum gsebesar Rp.'BSO.UOO.DOO,—untuk membia—

yvai usaha yang produktif.74

Padahal untuk ukuran di Purwokertd jumlah tersebut sudah
relatif besar, dan pemchon kredit umumnya adalah pengu-
aaha menengah. Didapatkan hketerangan, pahwa umunnysz bagil

bank swasta kurang memperhitungkan / memperhatikan

73, Ragian kredit Bank Danamon

74, Eeterangan ini giperkuat olebh bagian kredit Bank
Indonszsia Furwokerto, bahwea keterntuan pember 1 an
Lredit usaha keoil masih melihat kepada jumiah platon
Lredit, bila jumlahb kredit yang diberikan dibawah Rp.
ey, 000, OG0, -~ ind masuk kriteria kredit kecil.
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sasaran kredit vaitu kategori yvang masuk dalam kriteria

usaha kecil tentang kekayaan bersih serta hasil penjua—

‘1an tahunan serta kriteria lainnya, dengan alasan terla-

lu repot dan rumit untuk sampai memeriksa -pembukuan-.
keksyaan debitur, sedang vang diutamakan bagi bank
swasta adalah banysknya dana vyang disalurkan- gerta.
kesmanan dans dengan jaminan yang cukup.

Penelitian psada Bank swasta 1lain, yaitu Bank:

_Tamars ternyata juga tidak ada kredit khusus untuk usaha
kecil. Dalam penelitisn untuk Bank swasta di Purwokerto.. -

didspatkan dsta hanya Bank Central Asia (BCA) Cabang

Purwokerto yang mempunyai akim kredit usaha kecil yang:
disebut dengan Kredit Usaha Sangat Kecil (KUSK), kredit

ini merupsakan skim kredit produk khusus BCA dinawam;

‘sasarannya adalah pengusaha sangat keeil.

- Sedangkan pada bank pemerintah dalam hal ini BRIL,.
BNI dan BTN telah terdapat produk khusus kredit yang
melayani usaha kecil. Keterangan daxi bagianf kredit: . -

mengatakan bahwa telah dilakukan upaya untuk menawarkan

" kredit bagi usaha kecil, namun upaya ini tentu  tetap.

melihat secara individual kepada potensi ‘usaha kecil
&ang berhubungan dengan kemampuan mengenbalikan dansa;.

oleh karena itu penawaran secara anun kepada seluruh

- masyarakat usaha kecil belum dilakukan terutama - kepada-.

usaha kecil infqrnal; Pemberian kredit kepada .usaha

. sangat kecil/ informal telah dilakukan oleh BRI dan-BNL;: ..

namun selama ini adalah atas rekomendasi/permintaan dari

departemen terkait vyang sedang mengadakaen pembin&an: .




] .
« terdapat padsa sebagian besar perbankan swasta di Purwo—

uzaha kecil informal, melalui bantuan modal proyek

kredit mikro. Adapun kantor daerah departemen vyang.

terkait antara lain Pertanian, Perindustrian, Koperasi,
BEEBH .

Berdasarkan hal tersebut diatas, wmaka- dsapat

.dikatakan bahwa tidak setiap bank umum memberikan kredit

untuk ussaha kecil yang tepat sasaran, terlebih lagi bagi-

ussha sangat kecil yvang tidak mempunyai agunan: sana

sekali, mereka terabaikan dari sassaran kebijakan'perbanﬁi

kan. Bahkan seperti dikatakan oleh para pejabat bagian

kredit bahwa kredit usaha kecil berisiko tinggi apabila-

tidak adsa jasminan kebendaan vang cukup. sehingda jelas

tidak ada penswaran kredit bsgi usaha sangat=<kecil ‘yarnd: e

tidak mempunysai agunen . Kecuali pada BR¥:-dan BNI - yang

memberikan hredit kepada usaha sangat kecil - melalwi:

provek kredit mikro, jtupun atas permintaan pihak De-

partemen Pertanian dalam rangka memberikan- nodal - bagi.

kelompok binaannya, yaitu dengan proyek kredit kelompok
vang diuraikan pada pembahasan selanjutnya dibawah ini.

Oleh karena itu pemberian kredit pada usaha kecil

tidak dapat dikatakan berjalﬁn efektif pads daerah

penelitian, dikarenakan tolok ukur pemberian kredit yang

,térlalu bias sehingga tidak akan tepat pada sasaran;.

serts produk / skim kredit kecil - 1itu sendiri. tidak
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. kerto.l-Dengan fenomena tersebut diatas maka ketentuan..

Pakjan serta ketentwan KUK. Bank Indonesia tentang

kewajiban bank umum untuk memberikan kredit * bagi  usaha -

kecil ku:ang efektif dalsm pelaksanaan pada ;setiap

kantor cabang baﬁk umum pada daerah-daerah.

b. Hasil peneljtian Kredit Usaha Kecil(KUK) dan skim
KKU (Kredit Kelayakan Usaha).
~Salah satu skim kredit untuk membantu permodalan

bagi usaha kecil adalah skim Kredit Kelayakan - Usaha-

. (KKU), KRU adalah nerupakan program pemerintah bagi
perbankan di Indonesia dimana kredit yang ' diberikan:.

kepada pengusaha kecil untuk membiayai usaha yang pro-

duktif vang didasarkan pada kelayakan usahs; asas.

perkreditan yang sehat, prinsip kehati-hatian, -serta

‘sumber pewmbayaran kembali yang pasti:
Nanun denikian berdasarkan wawancara dengan’ -

bagian kredit Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indone—-

sia serta‘ Bank Tabungan Negara, mengensi Skin Kredi{
kelayakan Usaha yang merupakan program dari pererintah;--

dalan pelaksanaannya sering “menimbulkan - kesulitan:

Kesulitan yang dihadapi adalah mengingat bahwa sebenar—-: .

nya menurut peraturan yang ada, mengenal jawinan dajian

KKU adalah tidak mutlak, namun dalam prakteknya- berda~ -

75. Dalam berita Majalah FProspek 1% desember 1990,
telah mensinyalir adanya praktek subkontrak antara
bank besar yang tidak terbiasa menyvalurkan kredit
tecil pada BFR ataupun bank lain yang siap wuntuk
dapat mencapai angka 20 %,
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sarkan wawancara dengan bagian kredit terlalu riskan
apaebila tidak ada sama sekali jaminaﬂ materiil (Jjaminan .
tambahan) dari debitur, apalagi bila kredit ini diberi-
kan bagi usaha sangat kecll seperti pedagang pasar;
usaha makanan pinggir Jjalan ataupun dengan gerobak
dorong, Thampir tidak mangkin mereka dapat nenperoleh:
kredit kelsyakan usaha, padahal wusaha sangat kecil
inilah vyang merupakan sebagian besar usaha -kecil‘~dir"
Indonesia yvang sandat memerlukan bantuan modal. Oleh
karena itu pemberian Kredit Kelayakan Usaha bagi per-— -
bankan menjadi sangat selektif.

Berdasarkan penelitian untuk Bank: Tabungsn-
Negara Purwokerto, mengﬁmbil kebijakan untuk nengursngi -
risiko' maka pewberian Kredit Kelayakan Usaha (KR Yy
harus pula ada jaminan tambahan, selain dari keiayakan~‘
usaha itu sendiri, sedangkan pada Bank Negare - Indonesis..
(BNI) Purwokertc hanya ada 2 debitur nasabah dgri gejun—’
lah nasabah yang diperkenanksn tidak menbefikanf\agunanv? .
tambahan, itupun karena relasi yang telah terbina antars .o
- nasabah dan perbankan disamping tetap neliha¢wrbon§@idiwwd
. tas debiﬁhr selain dari kelayakan usahanys, sedangkaanQI
.pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Purwokert0w~baﬁ§anﬁ;
kredit menjelaskan tetap lebih memberi perhatian  bagi
usaha yang msmpunyai dan menyerahkan jamin#n tambahan..

.

disamping kelayakan usaha.
Jawaban dari pihak perbankan nenyatakan: - bahway -
oleh karena skinm kredit ini (EKKU) dibiayvai oleh dana

bank peiaksana jtu sendiri sehingga ansur kehati-hatian.;
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sangat dintamakan dalam arti pihak bank tidak berani
mengambil risiko, serta dalam hal ini dirasakan. belums:
ada suatu strategi khusus pendekatan semacam bimbingan
kredit usaha demi terlaksana-suksesnya-program4skimw EEY... .

ini.

Pada masa krisis saat ini kredit 'Kﬂﬂrx-semakinWNw=

- sulit dilaksanakan berhubung tingginya bunga kredit,
sedangksan dana kredit KKU. berasal dari dana bank: sen- -
diri; ataupun dana pinjaman. Oleh karena itu beberapa
pejabat bank vang detemui menyatakan sebenarnya - kredit.-. .
ERU. lebih bersifat formalitas, keberadaannya, dan lebih

merupakan kehendak untuk mereﬁlisasikaﬂ maksud pasal - 8
UU. Perbankan mengenai jaminan kelsayakan usaha, dimans

harus diakui bagi praktek perbankan nasih‘sulit'4dilaku~-
kan, hal inipun dabhulu telsh ditengarai oleh wantan

direktur Bank Indonesia Sudrajat Jiwandono dalam-makalah-.
KKU;7B Bahwa sudah banyak upaya dicoba untuk memperbaiki -
kinerja KKU, dari kredit KKU banyak kekurangan dari sisi-
peminta kredit dan dari perbankan. Dari sisi ‘peminta -
terdapat kekurangan kemampuan untuk mengemukskan kelaya-

kan usaha, keterbatasan pemasaran, teknis produksil, :
manajemen dan organisasi, serta belum mampu memenuhi

persyaratan ‘teknis bank. Dari sisi perbankan terlihat

kekurangan sumber daya manusia, pengalaman dan pengeta-

76. Mempercepat Felaksanaan Dukungan Pembiayaan Bagi
Usaha kecil melalui Momentam KKU (Kredit Kelayakan®
Usaha}, Rangkuman Seminar Nasional, Ferktumpitlan untuk
Peningkatan Usaha Kecil, 7 Maret 1?96 Jakarta.

e s -



huan pembiayaan usaha kecil, Jjanghausan .Jaringan bank,

bank masih relatif kakn dalam legalitas formal, walaunpun

sudah ada kelayakan usaha bank tetap sangat bersandar

pads jaminan material, bank cenderung bias lebih melaya—

ni usaha kecil yang relatif besar. Demikian pengsmatan

seorang Direktur Bank Indonesia mengenai Kredit Kelaya-

kan Usahsa (KEU) dalam praktek pelaksanaannys.
0leh karena itu dapaf dikatakan skim kredit -
‘kelayaksn usahas pada beberapa bank - pemerintah vyang

diteliti di ‘Purwokerto tidak dapat berjalan sukses . -

seperti apa maksud dari skim kredit tersebut, apalagi

pernsh ada produk kredit KKU, walaupun KKU merupakan:

program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh semua:

bank umum,

c. Basil Penelitian Mengenai Kredit Program. ..

Berdasarkan penelitian untuk pelaksanaan ‘Kredit. -
Program dapat dikatakan pelaksanaannya masih belun-dapat.
optimal sampai dengan saat ini, terutama untuk:-bank

swasta, hal ini dikarenakan alasan belum profesionalnya

bank-bank menangani kredit kecil. Di Purwokerto dari 17

KUT, EEKCP, dan KEKPA. Bahkan pada tingkat nasional disi-

nyalir telah terjadi berbagai peyelewengan pelaksanasn:. .

kredit program, Yyang terutama dalam hal ini adalah

Kredit Usaha Tani, yang merupakan salah satu- bentukfg ,

‘bagi bank swasta dikota Purwokerto yang memang tidak

.skim kredit program, baru terealisir 3 skim kredit yaitu. -




kredit program tanpa jaminan;7?

Untuk Qank—baék pemerintah yang telah melaksana-
xan sdalah Bank Rakyat Indonesia untuk Eredit KUT, KEROP,
EEPA. Sedangksp untuk Bank Negara Indonesia Kkredit-. =
program yang telah dilaksanakan adalah: Kredit Kepada
Koperasi (KKOP), sedangkan untuk bank swasta - Rredit.-
Program barn dilaksanakan oleh Bank Danamon pex Hel
1899, yang sampai dengan saat ini ( Juni 1999) -baru- 1.
RKUD vyang mendapat pelayanan, bank swasta lsin sawmpai
saat ini belum dapat melaksanakan kredit program.78

Dalam penelitian ini didapatkan keterangsn .dari v
bagian kredit beberapa bank umum yang telah melaksanakan
pembayaran Kredit Program khususnya untuk RUT  (Eredit:-.
Ugsha Tani), bahwa ucmumnya pihak perbankan nengeliunhkan
adanya suatu sistem penyaloran kredit yang tidak’ prefeam;f
sional, asumsi ini dikarenakan pihak perbankan neragu-
kan atas analisa penentu/pemnutus kredit sgbelumnya‘yaituﬁ“
‘dari KUD/LSH dan persetujuan( executing) pihak departe-
men EKoperasi, dengan mengingat gejala penyaluran KUT:. .

pada berbagai daerah terjadi banyak nanipulasdi.data.79-'

7. Fernyataan ini disampalkan oleh Abu Bakar Karim,
salah seorang direktur Bank Indonesia, bahwa 40% KUT
diselewenghkan, Kompas, 20 Juni 199%.

78, Rerdasarkan wawancara dengan bagian kredit - Bank
Danamon Purwokerto, baru saat ini melayani Kredit
Frogram KUT karena masalah sumber daya manusia yang
periun dipersiapkan untuk menangani kredit skala
recil (kredit usaha kecil). :

79. Hasil wawancara dengan peiabat kredit perbankanf'
magian kredii program, Bank Danamon Purwokerto dan:
Bank Rakyat Indonesia Purwokerto.
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. Lebih 1£njut diungkap, bahwa pada sistem - kredit-
program EUT saat ini (sejak Desember 1998) perbankan:. .
hanys sebagai kasir pembayar atas apa yvang telah dipu— -
tuskan oleh Departemen Koperasi (sebagai execnting) atas..
rekomendasi dari KUD/LGSHM, dalam waktu 3 hari sejak surat
persyaratan koperasi masuk keperbankan -dana -harus: Segera.
dicairkan, dalam hal ini terlihat ada suatu keraguan
dari pihak perbankan apakah executing yaltu -pihsak- -
- koperasi atan LSHM, telah mampu- menyeleksi keadaan debi-—
tur seperti halnya syarat 5 C yang biasa dipergunakemw.- .
sebagai patokan perbankan untuk menghindari risiko *

kredit macet.

Palam hal ini walaupun tanggung Jawab- secara:’
yuridis bagi bank tidak pernah ada, karens memang tidak
ada tanggung Jjawab pihak bank atas terjadinys ‘wanpresta--

51 debitur, namun Ssecara moral bagi pihak perbankan yang

telah menerima fee sebesar 2% dari Bank Indonesiwa- hal: .

ini sering menjadikan suatu kerisauan, dikarenakan -pula
saat ini realisasi kredit program jumlahnya -sudah bexrdi~
pat danda sampai hitungan milyar rgpiah, yang pada -
program KUT. vangd 1s1lu hanya berjumlah puluhan - juts-
rupiah.

O0leh karena itu ada keluhan secars - moral dard- -

pihak perbankan,*tentang bagaimana kredit yang saat ini

animo peminta besar sekall sedangkan -nilainya miYvaren:

rupiah, bank seakan tidak tahu (diangddap tidak “perllu
mengetahui) analisa kreditny=a. Hal ini sebenarny .

diakui, bahwa memang sisten telah menentukan -bukan
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wewenang perbankan sebagai penentu kredit, salah satu
econtoh pihak bank akhir-akhir ini hanya diberikan S.K.
Pencairan Kredit dari Departemen Koperasi, sering pihak
Departemen FKoperasi tidak menyertakan RDEK (Rencans..-
Definitif Kebutuhan Kelompok Tani), padahal RDKEK memuat
kebutuhan tiap individu dalam kelonpok~t§ni yang“fdapwmyf
~dilihat rasionalitasnya. kenudian-pada‘pelinpahan~tdanap
.dari BI ke bank pembayarpun terlihat tidask ada peysetoty:
juan dimana bank pembayar harus bertanggung jawab. '

Pernyataan keraguan . tersebut muncul-/ berhubumgmgi
.pada pelaksanaan kredit program sebelumnya yaitursebelum
Desember 1998, penentuan seleksi kredit ,(KUT) bagl- -
petani penggarap /kelompok tani ada-padﬁ pihak perban-
kan, dimzna instansi ini telah merasa terbiass nengguna—'
kan sanalisa kredit yand relatif menjamin pengembalian
kredit.

Pada berbagai daerah di Indonesisa meméng< telah .
terjadi penyelgwengan dana KUT, dana tersebut tidak
sampal kepada petani dan banyak yang dialihkan menjadit
‘deposito. bentuk pen?impangan‘terbesar'berupa deposito
berjangka, pilihan penyimpangan ini dinilai paling' aman .
karena tanpa melakuxan kegiatan spapun tetap memperoleh
selisih keuntungan antara bunga diskonto KUT yang sangat.
kecil (10,5%) dan bunga deposito yang .nasih relatif
tinggi saat ini'80 Kasus tersebut terjadi di Semarang,

sedangkan kasus lain yang terjadi di Kendal adalszh

0. SBuara Merdeka, 22 Juni 1999.




penvelewengan KUT yang digunakan-eleh keluargs Kepala
Desa yakni oleh istri dan anaknya, sedangkan kasus lain
lagi dans EKUT diselewengkan pada tukang becak. Penyim-

pangan-penyimpangan yang terjadi umumnya dalam pembuatan

RDKEK vang menjadi tanggung jawab PPL, sedangkan tanggung -

jawab kantor koperasi hanya sebatas pada pemberian

persetujuan kredit.81

Namun demikian memang telah démikian policy vyang
diambil pemerintah untuk Eredit program KUT, dengan
asumsi bahwa untuk Kredit KUT kebijskan  pemerintah

(dalam hal ini Departemen terkait) sengaja memotong

jalur kesulitan negoisasi antara kelompok tani dan-

perbankan yang pernah dicoba sebelum Desember 1998.

Sedangkan psda sisi lain, hasil penelitian pada’

Departemen Koperasi untuk Kredit Program dalsm hal ini
KUT, tidak ada masalah dalam pelaksanaannya di Kotafip

Purwokerto dan Rabupaten Banyumas, karena pihak DepKop

telah mempercayakan analisa kredit kepada KUD/LSH dan -

petugas PPL. Sedangkan pernyataan Departemen RKoperasi
justru untuk Kredit KKOP dan KRPA yang permintaan

kreditnya diputus oleh pihak perbankan,dalam pelaksa-

nagnnya bank terlalu berbelit untuk mgncairkan kredit-

dalam arti hsrus ada jaminan yang memadai sebagai sya-
rat, walaupun telah ads rekonendasi dari kantor Departe-

men Koperasi setempat, pencairan dari bank nenskan waktu

a1. Suara merdeka, 21 Juni 1997.
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sampai 5 bulan, 82 ’ Bl
~» Konfirmasi-pihak perbankan atas pernyataan terse-—
but diatas, karena untuk Kredit KROP dan KKPA dibutuh-
kan adanya Jjaminan yang pasti dan mencukupi yang hal ini
lain dengan Kredit Usaha Tani (KUT), sehingda perbankan
harus benar-benar mempertanggung jawabkan dana pihak
ketiga vang dikelolanya, untuk menjamin kredibilitas

bank.83

Kajian dari kedua kasus, yaitu pihak perbankan

dan kantor EKoperasi, RKUD/LSM dan PPL, memang memerlukan

penelitian 1lebih lanjut atas keberhasilan ataupun: ke~ -

macetan yangd terjadi, karena selama ini masih dalam

taxaf baru pencairan kredit dan dalam taraf andsuran .

belum dapat diprediksi lebih lanjut, namun setidaknya
ini wmenjadikan inppt untuk pengawasan lebih lanjut atas

tanggung jawab keuangan pemerintah (dalam istilah popul-

er disebnt wuwang rakyat). Pada kebijakan selanjutnys.

tentunya sisi praktis dan keamanan dana seharusnya dapat

berjalan seiring.

Pada ssaat ini berdasarkan informasi vang dapat.

dicairkan hanya Kredit Program KUT, sedang kredit lain

seperti KEKPA dén KEOP hanva sebatas dana yang ada- yahg,

telah diberikan BI pada bank pelaksana habis, sedangkan

-kelanjutan menunggu pelaksanaan pexpindahan urusan

82. Wawancara, Mei 1999

8%, Hasil wawancara, Mei 1999.
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untuk ﬁenggantikan peran Bank Indonesia éesuai Mdengan
keluarnya undang-undang baru Tentang Bank Indonesis,
pada pasal 74 menyatakan: KLBI dalsm rangka kredit
program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta
yang telsh disetujui tetapi belum jatuh tempo serta yang
telah disetujui tapi belum ditarik, dialihkan berdasar-
kan suatu perjanjian kepada BUMN yang ditunjuk pemerin-
tah, dalam jangka waktu paling lama & bulan sejak berla-

kunya undang-undang ini.

. Hasil Penelitian/Data dari Pengusaha Kecil

Berdasarkan kenyataan bahwé usaha kecil bukanlah
suatu hal vang homogen sifatnya.  Dalam usaha keeil
tampak ssngat heterogen, didalaﬁnya sebenarnya terdapat
stratﬁ yvang membedakannya, antara lain tingkat perkem—
bangan, permodalan, keahlian, orientasi pasar, serta
kondisi sosial ekonomi. Selain hal tersebut dalam UU.
No. 9 Tahun 19895 dalam penjelasan pasal 1 disebutkan
bahwa ketentuan‘untuk usaha kecil termasuk usahs  kecil
informal dan usaha kecil tradisional, dimana dari pra
survay ~ telah didapatkan data mengenai terabaikannya
sektor usaha sangat kecil atau ussaha kecil
informal/tradisional ini, sehingga untuk mencapai kegu-.
naan penelitian serta validitas data, dalanm penelitian
ini pengambilan data bagi pangusaha kecil  dipisahkan
menjadi 2 (dua) yaitu: |
a. Usaha sangat kecil/ usaha kecil informal/ usaha kecil

tradisional




b. Usaha kecil formal

Sedangkan pengambilan data untuk kedua macan.
usaha kecil tersebut diatas dalam penelitian ini adalah
bagi usaha kecil pada umumnya yvang tersebar dalam- wila-
vah penelitian, sehingga sengaja diambil data dari usaha
kecil sangat kecil/ usaha kecil informal vyang tidak
sedang terlibat dengan proyek-proyek perbankan seperti
pada Proyvek P4K BRI di Baturaden Purwokerto. Sedangk&n@~
penelitian terhadap proyek P4K BRI hasilnya sebagai

bahan masukan pembanding dalam pembahasan.

ad.a. Hasil Penelitian dari Usaha Kecil informal

Berdasarkan penjelasan pasal 1 UU. No. 9 Tahun
1995, yang dinaksud dengan usaha kecil informal -adalah
usaha vang belum terdaftar, belum tercatat, desn belunm.
berbadan hukum, antara lain petani pgnggarap; industri-
rumah. tangga, pedagang asongan, pedagang keiiling,
pedagang kaki lima, dan pemulung
) Responden ysang diﬁilih dari kategori usaha kecil
informal dalam penelitian ini weliputi: pedagang pasar,
-pedageng makanan/ gerobag keliling, pedagang kak} lim=z,.
tukang becak, 'tukang ojek, pemulung, usahﬁ péralatan
fumah tangga‘tradisionalf

Pengambilan data responden dalam hal ini adalah

usaha sangat. kecil pada umumnya yaﬁg tersebar’ dikota
Purwokerto, dan tidak diambil pada usaha -sangat keeil -

yvang sedang dalam binasn hubungan departemen ‘terkait

dengan perbankan yang hanya merupakan proyek, sertsa




telah diketahul scopenysa sangsat terbatas pade daerah
tertentn dan usaha tertentu, dimana ﬁﬁbunganﬁ perbankan.
dengan usaha kecil dalam proyek ini adalah melalui
instansi vang terkait dengaﬁ usaha. Dengan maksud seper-
£i tersebut maka dapst diperoleh aspirasi dari masyara-
kat uszaha kecil secara keseluruhan yang selama ini telah
ada asumsi ;idak tersentuh oleh kebijakan usdha kecil

secara umum. 84

Tabel 1. Pernahkah ada penawaran kredit dari Bank Umuw.

pernah ] 0 X
tidak pernsah 25 i00 %

Tabel 2. Hubungan dengan perbankan

Belum ads 13 52%
Pernah wmenabung 12 48%
Meminjam kredit 0 0%

Tabel 3. Lembaga peminjaman yang praktis / sering

digunakan

Bank umum 0 0%
Pegadaian 3 12%
Bank Pasar/BEK 2 8% -
Kredit Koperasi Sispan Pinjanm 5 - 20%
Kredit harian ) 15 BO%
Tabel 4. Kesulitan hubungan dengdan perbankan
Kesulitan syarat agunan 5 20%
Syarat yang rumit | , ‘ 5 20%
Bank tidak praktis | 0 0%
Takut 13 : 52%

Tidak tahu sturan pinjam 2 8%

et b i e . e S o e i L VT P et e v bt kit L T .

g4. Pengambilan data, 11 April 1999.
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Tabel 5. Pengetahuan tentang EKredit Program
Tahu ) 2 8%
Tidak tahn ‘ 23 92%

Tabel 6. Pengetahuan tentang Sistem Kredit Kelompok
Tahu 1 4%
Tidak tahu 24 96%

Dari dats responden nsaha sangat kecil diatas, menyata-
kan bahwa seluruh responden belum pernah ada tawaran
peminjsman kredit melalui perbankan, bahkan nereka belum
mengenal lembaga perbankan dengan segala aktifitasnya
terbukti bahwa 52% responden mengatakan belum pernah
berhubungan dengan kantor bank dan mereka umumny#: tidak
mengetahui seluk beluk kredit perbankan, sebagian besar
mereka lebih mengenal sistem peminjaman melalui- kredit
harian para pelepas uang informal, sistem kredit ke-
1iling melalui Kospin, dan pegadaian. Kesulitan mereka. .
dengan bank sntara lain karena takut berhubungan dengan
bank (52%), dengan alasan lain bank selalu mensyaratkanri
agunan dan sysrat yvang dirasakan rumit lainnya. Data
‘msecara kualitatif dapat terungkap bahwa umumnya usaha
sangat kecil sangat awam dengan perbankan sebagai lemba-
ga pemberi kredit, namun demikian sebagian mnereka telah
mengenal lembaga perbankan sebagai lembaga untuk memyim-
pan dana. Oleh karena itu perbankan ‘dalsm hal penyimpa-
nan dana nasabah sosialisasinya cukup baik, memang hal
ini sangat diharapkan oleh bank untuk dapat sebanyak.

mungkin meraup dans masyarakat.
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b. Hasil Penelitian dari Usaha Kecil Formal

Zategori Usaha Kecil Formal, dslam penelitian

ini meliputi usaha kecil yang telah terdaftar, tercatat,

telah berbadan hukum, =sntara 1lain: produsen makanan -

khas, pembuat kerajinan tradisional khas daerah setem-
pat, industri alat rumah tangga, industri mebel,

warung/toko kecil, pengusaha angkutan kota, pemborong

bangunan kelas C, Bengkel Mobil dan Sepeda Motor. Padwn

dasarnya mereka masuk kategori usaha kecil naman mnensang

lebih terlihat mapan.85

Tabel 1. Pernahkah ads penawaran kredit dari bank umum ?
Pernah ‘ 18 T2%

Tidak pernsh 7 28%

Tabel 2. Hﬁbungan dengan perbankan

Belum ads 5 : 20% -
Pernsh menabung 20 80%
Pernah meminjam kredit 16 64%

Tabel 3. Lembaga peminjaman yang praktis / sering

digunakan
Bank umun _ : 13 52%
Pegadaian 1 47
Bank pasar 0 0¥
Kredit Kospin 5 20%
Kredit harian 6 - 24%

5. Pengambilan data, 1% api-il 1999




Tebel 4. Kesulitan hubungan dendan perbankan -

Tidak ada agunan: 16 64%
Syarat yvang rumit 4 16%
Tidak praktis 0 0%
Takut 0 0%
Tidak tahu aturan pinjam - 5 207%
Tsbel 5. Pengetshuan tentang Kredit Program

Tahu 20 80% -
Tidak tahu ‘ 5 20%
Tsbel 6. Pengetahuan tentang gistem Kredit Kelompok -
Tahu : 24 g6%
Tidak tahu 1 4%

Sebagian besar dari responden usaha kecil vang
telah mempunyal ijin usaha mereka adalah debitur nasabah.
bank umum, dalam arti pernah menabung atau . meninjam
kredit, dan sebagisn besar mereka nengetabui - seluk.. -
beluk kredit, sebagian besar (52%) dari mereka memilih
perbankan sebagai lembaga peminjaman yang sering -didn--
nakan, namun mereka menenui kesulitan yang dihadapi
adalah karena syarat harus ada sgunan, kelayaksn usaha -
pmenang menjadi syarat mutlak namun penentuan reaiisasi
kredit anggapan mereka lebih pada adanya sgunan. Seba-.
gian besar (72%) responden pernah mendapat penawaran
kredit sedangkan mereka menganggap kenudahan-penin@amanwg
adalah mglalui pinjaman Kospin dan kredit harian.

Berdasarksn asumsi bahwa usaha kecil tidaklah .

homogen wmaks dengan membedakan 2 kriteria usaha kecil:
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dalam penelitian ini yaitu usaha kecil dan usaha sangat
kecil, didapatkan fenomena menarik yaitu bagi usaha
kecil umumnya mereka telah mengenal perbanksn dan wmemang
pihak perbankan umumnya telah mengadakan penawaran
kredit, namun dari mereka selalu diharapkan adanya
agunan, sedang justru agunan inipun merupakan kesulitan

bagi usaha kecil.

Dalam pengamatan penelitian bagi usaha sandat .

kecil, umumnya mereka sulit antuk mengakses perbankan,
dalam hal ini pihak perbankan memang enggan menawarkan
jasa Kredit karena ussha sangat kecil jelas sulit memn-

berikasn agunan (kebendaan), dalam berbagai hal usahsz

sangat kecil selalu dianggap tidak bankable. Sedangkan

pernyataan dari keduanya, fenomena kemajuan pengenalan

kredit melalui kredit keliling Kospin dianggap sebagai
kredit vang mudah, hal ini menurut pengamatan peneliti
pada daerah penelitian jumlah Kospin cukup, banyak serta

jumlah tenaga pemasaran yang nasuk keluar kampung Juga
banyak, cara mereka lebih menarik yaitu dengan - tidak
diperlukan agunan untuk peminjaman kredit, setiap hari

pegawai Kospin terlihat 1alu lalang dengan menakai

sepeda/sepeda motor.




3. Hasil Penelitian Faktor-faktor Yang H&npeﬁgaruhi
Efektivitas Kebijakan Perbankan PDalam - Pemberian.
Kredit Usaha Kecil

Dari hasil penelitian pelaksanaan- kredit usaha
kecil pada perbaﬁk&njserta hasil penelitian pada para
pengusaha kecil mengensai pelaksanaan kredit usaha kecil,
dapat diinventarisir faktor-faktor sebagai berikut:

5. Faktor Kebijakan kredit usaha kecil
—Kebijakan kredit bagi usaha kecil khususnya pada

perbankan telah diatur pads SK. Direksi Bank Indone-
sia Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil No. 30/4/
Kep/Dir 4 April 1997, yang dalam pasal 1 ayat 4
dikatakan KUK adalah kredit investasi dan atau
kredit modal kerja, yang diberikan kepada nasabah
usaha keeil dengan plafon kredit naksimﬁl

Rp. 350. juta untuk membiayai usaha produktif.

Pasal 5 menyebutkan usaha kecil itu harus memenuhi
kriteria memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200
juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki
hasil penjqalan tahunan maksimal Rp 1 miliar.

Namunt dalam peneiitian terungkap bahwa kebijakoentr-
tersebut tidak wmampu nenjangkau. spengusaha  yang.
_benar-benar -keoiif-pengusaha-sahgat kecil tertutup
‘o¥eh usaha keci% yang lebih besar, karena usaha-
kecil sebenarnya tidaklah homoﬁeﬁ sifatnya, seperti
hasil penelitianiyang didapat dari para pengusaha
vang benar—benarz kecil/ pengusaha kecil informal

dimana Ssemus reéponden (160%) mengatakan nereka
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belum pernah mendapatkan tawéran kredit usaha kecil
perbankaﬂ, hal ini juga didukung dengan wawancara
dengan pihak perbankan bahwa memang umunnya per-
pbankan belum memberikan kredit usahé kecil dengan
dana bank sendiri kepada pengusaha sangat kecil /
informal dengan alasan karena umumnya meieké tidak
mempunyai agunan.

Memang pada penelitian ditemukan pemberian kredit
bagi usaha sangat kecil yang dilakukan oieh BRI
dengan Kredit P4K dan BRI dengan Kredit PHBK, mnamun
demikian scopenya sangat terbatas, dan daerahnya
sudah dipilih pada usaha aandat kecil vang
telsh mendapat pembinasn dari departemen terkait,
disamping itu juga adanys penyaluran kredit program -
RUT bagi para petani yang berasal dari dana ELBI.
0leh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa
secara unum parsa pengusaha sangat kecil masih tetap
belum terjangkau kredit perbankan, walaupﬁn telah
banyak kebijakan yand diberikan bagi usahs kecil,
termﬁsuk juga kewajiban bagi perbankan untuk mem-
berikan kredit minimal 20% dari total porﬁo folio
kredit, yang dalem pelaksanaannys Jjusga tidak sesuai
yang diharapkan karena seperti diunghap Prospek 15
Desember 1980 terjadi praktek subkontrak antar bank
vang biasa nenyalurkan kredit kecil untuk‘inencapai-

angha 20% .56

Likhat hall 135 '
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Berdasarkan hal tersebut diatas maksa perlu ditinjau
kembali tentang kebijakan pemberisn kredit usaha
keeil tersebut diatas agar ada formulasi aturan
kebijakan yvang lebih mengena pada usaha sangat kecil
~atau agar perbankan diberikan kewajiban memberikan
kredit sampsi kepada usaha yang sengat kecil/ mar-
ginal vyang sebenarnya sangat membutuhkan modal dan
jumlahnya di Indonesia mendominasi segmen usaha.
kecil, dalam arti pengaturan yané tidak bias.
-Kebijakan sistem Kredit Kelayakan Usaha {(ERU) pada_
daerah penelitian juga tidak berjalan sebagaimana
mestinya, kredit ini berjalan namun pada umuRNya -
pengambil kredit tetap dipersyaratkan ~memberikan
jaminan kebendaan yang harus ada terlebih dahulwu.
@ Sebenarnya hal ini pada tingkat nasional juga telah
dikatskan oleh Gubernur bank Indonesia Sudrajat
Djiwandono pada waktu masih menjabat, bahwa mnemang

sangat banyak kekurangan dalam pelaksanaan EKredit

kelayakan Usaha (KKU)B?

% -Kebijakan Kredit Program dalam pelaksanaannya banyak:
| mnenimbulikan permasalahan baik yvang didspatkan dari
hasil wawancara bahwa banyak pihak seperti halnya
pihak perbankan meragukan seleksi bagi penerima
kredit yang saat ini diputuskan oleh kantor Koperasi
serta LSM, juga dari berbagsai pemberitaan tentang

macetnya pengembalian Kredit Program KUT diberbagai

87. Lihat hal 138
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daerah karena antara lain terjadi penyalah gunaan
oleh pihak pemutus kredit (executing), karena lemah-

nya sistem pengawassn. Disawmping secara tearitis

sebenarnya bentuk kredit likuiditas sebenarnya tidak.

sehat dilihat dari ubaya mnembangun sektor kKeuangan

yang tangguh dan efisien karena berbagai kelemahan.

antara lain:
1.KLBI bukan dana yang dipupuk dari masyarakat,

sehingga peningkatan EKLBI berdampak besar bagi

penambahan uang beredar, yang akan mengakibatkan- -

inflasi.

2.ELBI tidak mendorong bank memobilisasi dan=a
masyarakat,

3.Suku bunga rendsh mengakibatkan permintaan berle-

bih, berkurangnya -ksdar seleksi, pada akhirnya

akan menimbulkan tunggakan serta penyalah gunaan.

tujuan.

4 .Anggapan tidak sehat bahwa ELBI bersifat sosial.88

b. Faktor Perbankan Sebagai Pelaksana

-~-Unamnya pefbankan mnasih memandang rendah usaha kecil
lebih khusus dalam hal ini usaha sangat kecil,

terlihat pada hasil penelitian bahwa memang umumnysa

.-tidak ada penawaran dari pihak perbankan bagi wusaha
kecil/ informal, serts tidak ada strategi khusus

pendekatan bagi usaha sangat kecil, dalam hal ini
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terkepuali BRI, namun BRI pun masih dalam scope yang
terbatas dengan Kredit untuk usahs sangst kecil P4K.
Sedanghan kredit lain seperti EKupedes dan EREU bsank
BRI pun masih tetap melihat ada tidaknya jaminan.

-Pandﬁngan - perbankan pemberian kredit wuwsaha kecil

mempunyal risiko tinggil, oleh karena itw pemberian

kredit wusaha kecil selalu dipersyaratkan adanya
Jaminan vang mencukupi terlebih dahulu, padahal

justru jaminan kebendaan menjadi kesulitan bagi

usaha kecil. Umumnya bagi perbankan lebih mengenal

dan mensyaratkan adanya Jjaminan kebendaan untuk

syarat realisasi kredit, umumnyva hampir- semna petu-

gas perbankan kurang mengenal bentuk Jjaminan /

pengaman kredit lainnya.

-Perbankan masih terlihat eksklusif, keberadaan

mereka dipusat kota serta keengdanan bersaing dengan. .

para pelepas uang informal menjadikan bank belunm

menjadi kebutuhan usaha kecil, pada hasil penelitian.

dan pengamstsn terlihat para pengusaha sangat kecil:

lebih dekat berhubungan dengan pelepas uang  infor-

mal.

¢. Faktor pengusaha Kecii

-Pengusaha kecil uvmumnya tidak mempunyai Jjaminan,

selain hal tersebut para pengusaha kecll umumnya

takut berhubungan dengan bank dengan segala formali-
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taz vang dibutuhkan, dari waﬁaggéra didaé;tkan

. keterangan bahwa dengan segala formalitas vang
dibutuhkan perbankan mereka menjadi takut berhu-
bungan dengan bank umum, mereka lebih memilih kredit -
informal vang lebih praktis dengan perhitungan
pengemsbalian yang lebih dimengerti, sedsangkan mela-
lpi perbankan mereka awam dengan suku bunga yang
ditetapkan seakan tidak transparan.

-Sukses Kredit Kupedes ternyata lebih dirasakan "oleh
ussha keeil vyang telah biasa berhubungan dengan.
perbankan sedang pengusaha kecil informal vang
jumlahnya =zangat banyak dari hasil penelitian belum
mendapat penawaran kredit bank umum.

-Pengusaha kecil khususnya usaha kecil informal
merasa sangat kekurangan informasi untuk program
kredit usaha keecil dari pemerintah, seperti kredit
program, sistem kredit kelompck untuk usaha sangat

kecil, Kredit Kelayakan Usaha dan lain-lain.
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4. Hasil.Penelitian Sistem Kredit Efektif bagi Usaha
a. Hasil Penelitian Kredit Usahs Kecil Sistem Kredit
Kelompok dan Sistem Kredit Individm |
Snatu upaya untuk mencari model finansial yang
efektif dan tepat bagi pembiayaan ussha kecil perlu
dicari untuk dapat memberdayakan usaha kecil bertumbuh

dan berkembang. Untuk pembahasan ini dapat dikaji EKredit

BRI vyang cukup terkenal yaitu Rupedes vang merupakan -

sjstem kredit individual untuk usaha kecil, dimana

debitur secars individu dan untuk kepentingannya menga-

jukan permohonan kredit guna kebutuhan permodalan dalan
usahanya.

Sedangkan selain sistem kredit individual, berda-
ssrkan penelitian lapangan telah ada upaya terutama dari
perbankan pemerintah untuk dapat menjangkau kredit bagil

usaha sangat kecil, yaitu dengan sistem kredit kelompok

(bukan individu) melalui Kredit P4K/KPK (Kredit kelompok -

pPetani dan HNelaysn Kecil) dan juda kredit PHBE (Pola
Hubungan Bank dengan kelompok Swadaya Masyarakat), serta
BNI dengan kredit kelompok Rukesra. Dalam sistem ini
ussha kecil membentuk kelompok, melalui kelompok terse-
but merekﬁ neminjam kredit dengan perjanjian sistenm
tanggung renteng.

Kredit P4K adalah kredit yang diberikan kepadsa

kelompck petani dan nelayan kecil yang hidup dibawah

garis kemiskinan, untuk mencapai taraf hidup yang~ 1ebih

layak dan sejahtera. Agunan kredit EKPE adalah semnua
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bends dan modal usaha bersama KPK yang dibeli/ dibiayai
dari kredit serta tabungan terbeku, semua anggota KPK
bertanggung Jawab atas pengembalian /pelunasan- .seluruh
pinjaman yang diteroima oleh KPK melalui kétua;sekreta—

ris, tanggung jawab pelunasan pinjaman berdasarkan atas

tanggung jaab bersama danr atau tangdgdung renteng diantarsa.

anggota kelompok EKPK.

Pada penelitian lapangan kredit EPK- pada BRI --

Purwokerto dilaksanakan di Eecamatan Baturaden khususnya

pada obyek pariwisata Baturaden Purwokerto. Pada awalnysa.

BRI melalui proyek Kredit KPK bersama dengan tenaga * PPL

dari Dinas Pertanian mengadakan pendekstan pada usaha-
usaha kecil yang banyak terdapat pada daerah obyek

wisata tersebut, dengan mesksud memberikan pemberdayaan- .

bagi ussha kecil didaerah wisats tersebut, dirana  modal
merupakan faktor penting untuk mendukung usahe selain
juga untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana wisata.

Untuk kemudian usaha vyang diangddap mempunRyai

kinerja baik adalah usaha bakulan keliling obyek wisata

yaitu bakul nasi kuning, usaha ojek sepeda motor, usaha:
- petani- sayur, usaha kerajinan kayu alat rumah tangga.

Perln dikemukakan bahwa usaha-usaha ini merupakan usaha.

khas daerah Baturaden dan sekitarnya, Yyang nenanpung
tenaga kerja cukup banyak. selanjutnya dari para pengu-

saha  kecil tersebut dibentuklah kelompok~kelompok

diantara mereka. Melalui kelompok dan atas bimbingan

‘dari instansi terkait yakni Dinas Pertanian, kelompok

usaha ini kemndian mengajukan kredit kecil pade-BRI1.-
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Setelah sukses di daerah Baturaden kemudiaﬁ BRI
Purwokerto mencoba mengembangkan pola kredit ini pada.
beberapa daerah seperti Kecamatan Kedung Banteng, Keca-
matan Sumbang, Kecamatan Kembsran serta dalam perenca~ 
nasn saat ini vaitu Kecamatan Sokaraja dan -Kalibagor.
Uzaha ysng diberiksn kredit oleh BRI sangat variatif

tergantung usaha yang sedang dilakukan oleh kelompok

- masing-masing.

Pada =asat penelitian ini dibuat Kredit KPK ini--

sudah masuk padas fase ke III, dimana masing-masing
individu pada kelompok usaha telah dapsat meminjam -pada.

BRI sejumlah Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.00G, -.

Pada fase I dulv pinjaman boleh dikatakan sangat kecil

yaitu dibawah Rp. 100.000,-, yand kemudian - meningkat
pada fase ke II diatas Rp. 100.000,- sampai dengan Rp.
200.000, -.

Dari Jjumlsh yvang telah disebutkan dapat -dilihat
upaya kinerja yang sangat baik pada BRI untukt menjaring
nsaha sangat kecil, dan usaha memperkenalkan bank pada

masyarakat yang selama ini dianggap tidak bankable,-

menjadi masyarakat yang tahu dan mengenal bank. Disamp-

ing data keberhasilan gewilang proyek ini yang sangat
dibanggaksn oleh jajaran BRI Purwokerto, kiranya penge-
nalan akan kredit perbankan jelas nenjadi tumpuzn nodal
usaha kecil didaerah tersebut yané ‘selama ini hanya
kenal dengan rentenir dan usaha simpan pinjam ‘lainnya
dengan bunga yang relatif\lebih tinggi. Dengan BRI roda

perputaran uang dan usaha pada obyek  wisata Baturaden
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menjadi lebih hidup.89

Pads pengamatan peneliti terlihat koordinasi yang
sangat  baik antara petugas BRI petugas PPL pertanian
serta para debitur kelompok vyang sering mengadakan
pertemuan untuk pewmbinaan. Pertemuwan rutin bulanan
dilakukan oleh masing-masing kelompok dalam scara ari-
san, melalui mediasi lembaga arisan ini dapat tercipta
hubungan yang baik bahkan penﬁlaran informasi yang perlu
serta rasa tanggung menanggung atas rasa senasib dan
sepenanggungan karena memang hutandg kredit BRI ini
terealisir Jjugsa dengan adanys perjanjian tanggung ren-
teng kepada parsa debituer ini. Informasi dari bsgian
kredit, pengembalian kredit selama proyek KPK BRI inmi
berjalan fidak ada masalah sams sekali bahkan berjalan
‘sukses dan dibanggakan keberhasilannya.

Kiat-kiat memberikan kredit sangat kecil ini
adalah suatu upaya untuk memancing nasyarakat kecil
berkenalsn dengan bank, vang untuk selanjutnya apabila
usaha semakin maju diharapkan masyarskat telah terbiasa
dengan perbankan dan dspat mengambil kredit andalan BRI

yvaitu Kupedes yangd merupakan kredit bersifat nandiri.g0

89. ¥eterangan yang diperoleh dari para pedagang pada
Kawasan Wisata Baturaden Purwockerto, April 1999.

90.Informasi Bagian Kredit, Bank Rakyat Indonesia
Cabang PFPurwokerto '
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b. Kajian Perbandingan dalam Pelaksanaan Antara Sistem
Kredit Individu dan Sistem kredit Kelompok.

Dalam pengamatan penelitian ini ada hal menarik
untuk melihat pengalaman membandinghkan 2 .wshim - kreditsa=
vand sama-sama berleku di Bank‘Rakyata*Indonesia (BRI)"
yabtu antara FKupedes (Kredit Umum Pedesaan) dan KPK
(Kredit Kelompok Petani Kecil) sbb:

- Nasabah Kupedes adalah individu pengusaha kecil yaﬁg
mengajukan pinjaman secara individual (tanpa melalui
kelompok), sedangkan nasabah EPK adﬁlah werupakan -
suatu kelompok usaha yang mengajukan pijaman kredit ke
BRI.

- Tanggung jawsb pengembalian Kupedes ada pada individu
nasabah yang bersangkutan dengan menyertakan persyara-
tan jaminan tambahan yang dianggsp cukup oleh perban-
kan, pada KPK pengusaha kecil merupakan anggota kelonm-
pok EPK yang dibina oleh Proyek Peningkatsan Pendapatan
Petani Keeil (P4K) dibawah Departemen Pertanian,
pinjaman EPK vyang diajukan oleh Kelompok tanpa ada
jaminan tambahan, dalam hal ini ada tanggung ~jawab
kelompok secara tanggung renteng, dalam arti apabila
terjadi tunggakan oleh salah seorang anggota kelompok
maka akan menjadi tanggungan semua anggota kelompck
untuk melunasinysa.

- Dafi penelitian terungkap bahwa pangsa pasar dari
kedua skim Kkredit ini berbeda, vaitu bahwa unumnysa
nasabah kupedes adalah para pengusaha hecil vang lebih

siap berurusan dengan bank dibandingkan dengan nasabah
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anggota EPK vang sama sekali belum mengenal perbankan.

Berdasarkan penelitisn tersebut diatas tidak
berarti nasabah KPK tidak potensial karena Jjustru ini
adslah awal dari masyarakat termiskin untuk dapat berhu-
bungan dengan lembagda perbankan apabila memang benar
perbanksn sebagal agent of development, karena menurut
analisa peneliti pelaksanaan kredit untuk masyarakat
termiskin ini, sementara ini masih lebih terasa bersifat
proyek bukan merupakan produk andalan perbankan, apalagil
kebijakan perbankan nasional.

Memang terlihat bahwa hubungan nasabah KPK dengan
perbankan 1lebih glementer dibanding nasabah Kupedes,
namun sebenarnya Jjika dibina baik dan profesional oleh
instansi terkait dan perbankan mereka sangat mudah untuk
melakukan lompatan kemajuan usaha yang sepadan dengan

apa yang dilakukan oleh nasabah Kupedes.

Pengslaman dalam penelitian selain dari hsal -

tersebut asdalah pengalaman nelalui kredit PHBK. (Pola
. Hubngan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) . yang
dilakukan oleh BRI dengan dana dari Bank Indonesia. PHBK

juga menysalurkan kredit secara kelompok yang pada dasar-

nya sama dengan penyaluran KPK. Namun sayang bahwa

‘sisten kredit rakyat termiskin ini hanya dilakukan oleh

Bank-bank pemerintah.

FPenemuan yang dapat dismbil dari kasus tersebut
adalah adanya beberaps keuntungan yang dapat diperoleh
dengan menerapkan sistem.kredit kelompok yaitu sbb:

- Ada sistem tanggung renteng yﬁng nengandsalkan kontrol
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sosial diantara anggota sehinggsa ada ikatan saling
menanggung gotong royong sesuai dengan prinsip budaya
bangsa.

- Melslui sistem tanggung renteng persoalan agunan yang
selalu menjadi masalah kesulitan usaha kecil dapat
teratasi

- Biaya transaksi perbankan untuk realiéasi kredit dapat
diperkecil, artinya ‘melalui sistem kelompok pihak
perbankan tidak lagi memiliki alasan untuk tidak
menyentuh usaha masysrakat termiskin dengan ketiadaan
sgunan.

- Hssil analisis perbandingan penerapan dua pendekatan,
memperlihatkan bahwa kredit individual cocok untuk
usaha kecil yvang bankable (nasabah Rupedes). Sebalik-
nya kredit kelompok cocok untnk usaha kecil yang belum
pernah berhubungan dengan pihak perbankan (nasabah KPK
dan PHBK).

Selanjutnya meski kesimpulan tersebut diatas.
terbatas pads pengalaman BRI Purwokerto dalam menyalur-
kan kredit KPK dan PHBK untuk ussha sangat kecil yaitu
usaha bakulan nasi kuning, ojek, kerajinan dan petani
sayur, namun setidaknya dapat menjadi hal mensarik untuk

menganilisis lebih lanjut kedua pendekatan.
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c. Sistem Kredit Efektif Bagi Usaha Kecil

Pada penelitian yang telah dilakukan ternyata
usaha sangat kecil masih sangat awam dengan lembada
perbankan, mereka lebih mengenal pelepas uang inforwmal,

lembaga perbankan seakan merupakan dunia lain yaitu

untuk kepentingan orang mampu, tanggapan pereka umpamnya

tidak tahu dengan sistem " peminjaman pada perbankan,
selanjﬁtnya apabila kebutuhan keuangan mereka digantung-

kan pada pelepas wvang informal keadaan usaha sangat

kecil sulit untuk berkembang.

Dilema tersebut diatas harns dipecahkan atau

perluy dicari gistem kredit yang efektif dengan melihat

kondisi usaha kecil. Dalam usaha inipun selain - dari

pembuat kebijakan mencari sistem yang tepat kiranyva

masyarakat usaha kecilpun harus berussha mengadakan
pendekatan terhadsap lembaga perbankan, sehingga dibharap-
kan ada satu titik temu. |

Dengan mengadakan pengamatan perbandingan antarﬁ

sistem kredit kelompok dan sistem kredit individu, maka

dari penelitian dapat terungkap bahwsa, kredit individu- -

al cocok untuk usaha kecil vangd bankable (dalam peneli-

tian terjadi pada nasabah Kupedes), sebaliknya- kredit

kelompok cocok untuk usaha kecil yang belun pernah

berhubungan dengan pihak perbankan (dalam penelitian

nasabah Kredit EPK/P4K ).

Oleh karens itu bagi ussha kecil hendaknya menge-—

tahui dan memilib gsistem kredit yang cocok serta

mempunysl kemampuan untuk memberikan kepercayaan - kepada
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lembaga perbankan. Tentunya setelah ada upaya zsosialisa-
gi sistem kredit kelompok, masyarakat sedera secara
aktif membentuk kelompok berdasar kelompok usaha dengan
membentuk ofganisasi sederhana yaitu sﬂatu bentuk insti-
tusi mediasi. Institusi mediasi dalam hal ini adalah
arisan staupun koperasi simpan pinjam.

Pada penelitian yang telah dilakukan pada sistenm
Kredit P4R/KPK, didapatkan kelompok-kelompok debitur
kredit KPK dimana untuk kebersamaan .demi keberhasilan
ussha serta kebexrhasilan pengembalian‘-kredit mereka
membentuk arisan, media arisan ini sangat berguna.
REegunaan Secara ekonomis adalah antuk menggalang dansa,
yang pada kelompok debitur hank kredit RPK adalah saat
pertemvan adaiah saat mereka menyetor ¢icilan hutang

secara kelompok terhadap perbankan. Eemudian sec&ra

sosial budaya dan politis Jjuga sebagal sarana penyalur -

aspirasi anggota, yvang selanjutnya apabila dikelola

secara baik, jelas akan memliki peluand sebagal saransa

pemberdaysaan sosial, ekonomi dan politis, hal ini dapat
terlihat bahwa dengan arisan para jndividu dari kelompok
tidak wampu serta pendidikan rendah sebagai'.person
merasa lebih berdaya menghadapi bentuk jnstitusi lain
dalam hal ini perbankan.

Dengan melihat pada penelitian kredit kelonpok,
maka institusi arisan vang telah berjalan dapat nengata-
si probléma kemiskinan dan ketidak bexrdayaan masyarakat
kecil lapisan bawah. Walaupun terdapat sejumlah -persya-

ratan  normatif yang harus dipenuhi antara lain:
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- Jumlah anggota tidak boleh terialu besar, karena Yyang
dipentingkan adalah eratnya hubungan interpersonal,
dan benar~benar ssaling mengenal agar tercipta kontrol
sasisl vang efektif karena Jjustru apabila salah satu
pihak sedang tidak mempunyai kemampuan untnk membayar
cicilan Kkredit maka anggots iain saling menanggung
cicilan tersebut.

- Sifat keanggotaan harus suka rels, sehingga anggota
merasa memiliki tanggung jawab; sehingga dapat dikelo—
1la secara berkesinambungan.

Pads dasarnya hal tersebut diatas adalah salah

satu aspek dsari upaya pengembangan usaha, untuk itu

perlu Jjugsa didampingi faktor laim yaitu adanya bantuan

teknis, seperti manajemen, teknis produksi, administrasi
kenangan, Jaminan pasar/peluang pemassaran produk. Oleh
karena itu perlu koordinasi dari batuan kevangan dan

bantuan teknis dari jajaran instansi terkait. Dalam hal

ini kelompok masyarakat usaha dapat mengadakan -pendeka- - -

tan dengan instansi terkait.

Serta perlu dipikirksn pendekatan dengan usaha
bessr, melalni pendekatan ini akan terjalin suatu kerja-
sama yvang saling menguntungkan antara usaha besar dan

kecil. Usaha keecil dapat mempercleh bantuan dalam ma-

najemen, teknis produksi, dan jaminan pasar. Dalam hal -

tertentu usaha besar dapat bertindak sebagai penj&niﬁ
kredit, usaha besar akan mempercleh hkeuntungan berupsa
terjaminnya suplay bahan baku, sehingga lebih efisien

dalam menjalankan bisnisnya.




B. PEMBAHAGAN

Kajian mengenai efektivitas hukum / perundang-
undangan tidaklah dapat lepas dari masalah pélaksanaan
dalsm penegakkan hukum / perundang-undangan itn sendiri,
karena masalah efektivitas adalah berksitan dengan
berfungsinyva hukum dalam masyarakat atau efektivitas
dari ketentunan hukum dalam pelaksanaannya 91.

Mengenai berfungsinya kaedah hukum dalam masyara-
kat Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hal ini dipenga-
ruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut 8z,

1. Faktor Kaedah Hukum /peratursn itu sendiri
2. Faktor petugas/penegak hukum

3. Faktor fasilitas

4. Faktor Masyarakst.

Keempat faktor tersebut diatas saling berkaitan
dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari pene-
gakkan hukum serta merupakan juga tolok ukur dari efek-
tivitas penegakkan hukum. bada penelitian ini mengenai
kebijakan pemberian kredit usaha kecil, akan dilihat

faktor-faktor dalam pelaksanaannya yang meliputi Ffaktor

kebijakan peraturan perundangan, faktor lembaga pélaksa—

na yaitun perbankan, faktor nsaha keecil serta faktor‘

fasilitas dan prasarana, dalam formula pembahasan sbb:

91. Lihat Soerjono Soekanto, Sosiologi Hubum Dalam
Masyarakat, op. cit. hal Z16.

92. ibid
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1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksa-—
naan Kebijakan Perbankan Dalam Femberian Kredit Usaha
Kecil.

a. Dari Sisi Kebijakan Perbankan.

Pada penelitian kebijakan pemberian kredit usaha
kecil dapat dilihat kajisn pads perundang-undangan yang
sda maupun kebijakan pemerintah serta peraturan lain
vang bersangkut paut dengan usaha kecil.

Bahwa berbagai kebijakan pengembangan unsaha kecil
sesungguhnya bukanlah hal baru. Sejak jauh sebelun
kemerdekaan sampai dengan saat ini, sektor usaha kecil
telah mendapat perhatian khusus. Perhatian ini diwujud-
kan dalam bentuk pembuatan peraturan perundangan oleh
lembaga pembuat undang-undang, maupun berbagai bentuk
formula kebijakan pemerintah lainnya, serta upaya ~pem-
‘hentukan kelembagaan pendukung sampai kepada program-
program specifik.

Dalam bentuk sistem perkreditan rakyatpun telsh
berkembang sejak lama, sejarahnya dimulai dengan pendi-

. rian bank priyayi di. Peoerwckerto tahgn 1895

sebagai bank perkreditan rakyat. 93

Dari perhatian pemerintah terhadap usaha keciLm@wﬂ
disertai dengdan keiuarnya kebijakan-kelijaken -yang cukup™:
banyak untuk selalu.berusaha wenberdayakan usahsa kecil, -

nempaknya pada penelitian lapangsn membuktikan indikasli

93, Lihat Scemitro Diojohadikusumo, Sistem Ferkreditan .
Rakyat dalam Masa Depresi, lihat juga Fandy Suharto.




relatif kurang berhasilnya berbagal program pemerintah

membsntu usaha kecil, seperti halnya yang menjadl soro-
tan dalam penelitian ini antara lain mengenai keengganan

perbankan menyalurkan Kredit Usaha Kecil walaupun telah

ada kewajiban penyaluran KUK minimal 20% dalam Pak Jan

19980, kemudisn program Kredit Kelayakan Usaha (KRU) yang

kursng sukses serts permasalahan dalam kredit program,

vang kesemuanysa erst bersangkutan dengan kebijakan

kredit bagi usaha kecil.

Pada hasil penelitian telah diuraikan secara
gamblang mengenal pelakssanaan kredit usaha kecll Yyang
kompleks dengan permasalahan seperti telah diuraikan
dalam bab sebelumnya. Oleh karena itu pada analisis awal
akan dikaji dari sisi pembuatan peraturan/ kebijakan-
kebijakan pewmerintah vyang berhubungan dengan -kredit
usaha kecil, sehingga akan ditemukan faktor-faktor yangd -
mempengaruhi efektivitas pemberian kredit pada usaha
kecil.

Yang pertama adalah faktor kriteris usaha kecil,
bahwa pendefinigiau usﬁha kecil yang ada terlihat bias.
Bahwa memang spektrum ussha kecil di Indonesia begitu
lebar, akibat lebarnya spektrum ini, maks apabila krite-
risa usaha kecil dianggap hoﬁogen maks hal ini sangat
nerugikan bagi pengembangan ussha yang benar-benar kecil
dan mariinal, mereka menjadi terabaikan karena ‘tertutup
oleh definisi usaha kecil yang lebih besar.

Hal yang ditenukan dalam penelitian aaalah bahwa.

dengan mengambil ssmple pada responden usaha kecil dan

RS-



ussaha sangat kecil, ternyata ada indikasi kurang efek-
tifnys kredit perbankan dalam membantu usaha rakyat/
usaha kecil.

Ada fenomens menarik dari 2 macam responden ini.
Pada responden usaha sangat kecil / usaha kecil informal
tradisional umumnya atau sebagian besar mereka belum
pernah diberikan tawaran kredit perbankan, dengan demi-
kian otomatis lembaga perbankan (bank umum) sebagai
pemberi kredit usaha kecil menjadi asing / kurang dike-
nal pada golongan usaha sangat kecilrini,_

Sedangkan penelitisn pada usaha kecil }ang telah
relatif mapan / ussaha kecil formal atau usaha kecil yang
telah terdaftar atau uszha yang telah mempunyai ijin:
usaha umumnya mereka menyatakan pernah atau bahkan
sering mendapatkan penawaran kredit, namun bagi mereka
juga mengalami kesulitan-kesulitan hubungan dengan
perbankan, antars lain karena pihak bank selalu mensya-
ratkan harus adanys agunan untuk mendapatkan kredit

perbankan, serta pada sisi lain mereka tetap menganggap

_ terlaly rumit berhubungan dengan perbankan dibanding

pelepas uang lainnya,

Adanya ketentuan Kredit Usaha Eecil (RUK) berda-
sar SK. Dir . BI. No. 30/Kep/Dir/ 4 April 1987 Tentang
Pemberian Kredit Ussha Kecil, dimanas disebutkan EKredit
Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan kepsda nasabah
usaha kecil dengan plafon kredit maksimal Rp.

350.000,000,-. Kemudian kriteria usaha kecil adalah

usaha vang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.




200.000.000,- tidak termasuk tanah dan‘bangunan ‘tempat
usaha; atsu memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyvak Rp. 1.000.000.000,-.

Dari jumlah kredit yag dikucurkan bagil usaha
kecil, Rp. 350 juta , pada pelaksanasannya justru menjadi
alat formal bagi perbankan untuk pengukuran bahwa telah
menyalurkasn kredit usaha kecil apabila plafon penerima
adalah dibawah Rp 350 juté, padahal kredit itu tidak
tepat pada sasaran usaha kecii secara keseluruhan,
terntama bagi usaha sangat kecil yang tidak bankable
mereka tidak tersentuh sama sekali, coleh karena memang
kriteria usaha kecil tidak efektif dilaksanaksn.

Pada daerah penelitian yaitu perbankan di FPurwo-
kerto terutamns bagi bank swastsa, dalam hal ini
keterangaﬁ dari bagian kredit tidak pernah merasa mem-
berikan kredit usaha kecil vyangd benar-benar tepat
sasaran disamping umumnya memang tidak ada skim khusus
kredit usaha kecil (selain BCA dengan KUSK), Jjuda terla-
lu berbelit untuk meminta perhitungan kekayaan serta
aset dari debitur, asalkan ada jaminan yang cukup maka
kredit dapat dicairkan, dan spabila pengambilan kredit
dibawah plafon Rp. 350.000.000,- maks masuk dalem lapo-
ran BI. sebagai pengambilan kredii usaha kecil.

Bagi bank umum pemerihtah memang relatif telah
. dapat terlihat uéaha untuk dapat menyslurkan kredit bagi
ussha kecil dengan berbagai produk skim khusus usaha
kecil, serta.adanya upays juga untuk dapat memberikan

kredit bagi usaha yang benar-benar kecil/ usaha keecil




informal yaitu dengan proyek kredit seperti P4K, PHBE,
Proyek _kredit mikro serta berbagai bentuk pelaksanaan
kredit program. Namun yang perlu dicermati bahwa kredit
untuk usaha sangat kecil ini dalam pengamatan masih
bersifat proyek yang biasanya terbatas masa berlakunya
serta terbatas cakupannya, hsl ini dibuktikan dari
jawsban pihak perbankan serts para responden sendiri,
sehinggas memang tidak ada sosialisasi masal bagi usaha
sangat kecil dengan tidak adanya penawaran langsung
perbankan pads usaha sangat kecil ini. Perbankan membex—
ikan kredit selama -ini atas perm&honan dari departemen
terkait yang mengadsakan pembinaan.

Bahwa sebenarnya usaha kecil bukanlah sesuatu
vang homogen sifatnya. Dalam scope kriteria usaha kecil
sendiri terdapat strata yang membedakan tingkat perkem-
bangan, permasalahan yang dihadapi, maupun cara atau
strategi yangd sebaiknya dilakukan untuk nemecahkan
permasalahan mereka. Oleh karena itu sebenarnya sangat
perlu untuk merumuskan kembali kategorisasi usaha kecil
yang " paling tepat dan ideal untuk usaha kecil bagi
kalangan perbankan, untuk selanjutnya ada perlakuan dan
sistem khusus bagi mereka.

Dalam hal ini penulis telah berusaha memasukkan.
dua kriteria yaitu usaha kecil informal/tradisional dan
usaha sangst kecil formsl sebagai sample penelitian, dan
ternyata ada perbedsaan pengenélan mereka terhadap lemba-
ga perbankan dari hasil penelitian. Sedangkan dari sisi

perbankan demikian juga, yaitu ada kecenderungan untuk




lebih memperhatikan usahs kecil vang memang sudah banka-
ble, dalam hal ini ussha kecil formal, sehingga Jjustru
sebagian besar usaha kecil yang di Indonesia merupakan
usaha sangat kecil/informal menjadi terabaikan dan
tertutup oleh dssar kriteria batasan formal dalam kebi-
jakan perbankan.

Kedua, tidak adanya formula secara jelas menge-
nai keselurﬁhan pengaturan hukum Jjaminan/agunan yang
dapat dipergunakan secara praktis dan baku bagi kalangan
perbankan.

Pernyatsan tersebut diatas berdasarkan padsa
wawancara dalam penelitian bahwa bagi kalangan perbankan
' dalam hal ini bagian kredit, umumnya mereka hanya menge-
nal Jaminan kebendaan sebagai agunan pemberian kredit.
Kalangan perbankan tidak pernah dapat mengdambil inisia-
tif untuk mendapatkan jaminan lain sebagai agunan selain
dari Jaminan kebendaan. Padahal kesnlitan klﬁsik usahsa
kecil dalam mengakses kredit perbankan adalah karena
ketiadaan agunan.

Pembuktian lain bahwa agunan kebendaan seakan-
akan menjadi syarat mutlak pemberian kredit, vaigu
kenyataan walaupun telah ada skim Kredit Kelayakan Usaha
(KRU), vand pada persyaratannya jaminan kebendaan adsalah
tidak mutliak dalam kredit ini, namun pada penelitian
teriihat keengganan bank untuk memberikan kredit ini
ténpa agunan tambahan yang berujud kebendasn, kredit KEKU
ini berjalan pada beberapa bank namun tetap dengan-agunan'

tambahan vyaitu hsrus menyvertakan Jaminan kebendaan.




Dalam pemberisn kredit perbankan berdasar UU. No.
14 Tahunl1lS67 Jjaminan merupakan unsur yang mutlak dan
sangat penting, namun berdasarkan pasal 8 UU. No. 7
Pahun 1892 yang telah mengalami perubahan dengan UU. No.
10 Tahun 1998 terlihat jaminan hanya merupakan salah
satu Tfaktor dan syarat dalam pertimbangan pemberian
kredit. Penilaian bank dilakukan dengan - 5C (watak,
kemampuan, modal, agunan, prospek usaha ). Secara teori
berdasarkan ketentuan pasal 8 mengenai syarat agunan
tidak mutlak sifatnya, namun dalam praktek hampir tidak
ada bank yang memberikan kredit bagi usaha kecil tanpa
agunsan.

Berdasasrkan hal tersebut diatas sebenarnyalah
jaminan tetap mutlak diperlukan berdasarkaﬁ pemikiran
bank sebagai lembaga ekonomi yang menyalurkan - dana.
dengan mengambil keuntungan serta berusaha mengamankan
dana vang disalurkan tersebut. Statement ini . perlu
ditegaskan karena justru akhir-akhir ini terjadi Jkredit
macet dari debitur konglomerat yang justru karena tidak
beragunan dan.sah saja menurut undang-undang perbankan,
sedangkan sisi lain justru praktek pemberian kredit
usaha kecil dapat dicairkan apabila ada agunan, oleh
karena itu bukankah fenomena ini menjadi pertanyaan bagi
pembuat undang-undang tentang adanya peluang pengurasan
uang rakyat. yang terjadi pada bank .pemnerintah oleh
debitur konglomerat dengan neﬁggunakan trik kredit
kelayskan usaha ?. Sementara aparat bank yang berada

dibawah wmengatakan terlalu riskan memberikan kredit
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usaha kecil dengan tidak mempersyaratkan secara mutlak
agunan, dan praktek telah membuktikan.

Oleh karena sebaiknya jaminan/agunsan tetap meru-
pakan faktor terpenting dalam penilaian kredit, kembali
seperti ketentuan jaminan dalam Uy. 14 Tahun 1967, Jugs

1 dalam

seperti pendapat MWariam Darus Badrulzaman
disertasinya bahwa jaminan merupakan pasangan accesgolir
vang mutlak dari perjanjian kredit. Oleh karena itu
perlu pembuatan berbagal formula hukum jaminan staupun
perjanjian-perjanjian yang mempunyail efek juridis Jami-
nan, karenas bila melihat ketentuan pasal 8 UU. No. 7
Tahun 1992 penekanan pengdertian jaminan lebih bersifat:
ekonomis bukan secara yuridis 94.

Ketiga, adanya komitmen kebijakan pemerintah

saat ini dengan adanya Kredit Progranm, sebenarnya tidak

mendorong bank-bsnk untuk lebih membgri perhatian kepadsa

sektor usaha kecil dengan dana sendiri, ini -dikarenskan -

seskan-akan usaha kecil adalah sudah merupakan bagian
tugas pemerintah untuk memberikan bantuan kredit. Selain
hal tersebut pada dserah penelitian Kredit Program
belum dapat menyentuh semua sektor usaha kecil, pada
daserah penelitian penyaluran kredit usaha kecil lebih

difokuskan pada Kredit Usaha Tani. Masyarakat usaha

91. HMariam Darus Badrulzaman, op.cit, hal 1.

*

94, pasal 8 UU. No. 7 Tahun 1992 lebih bersifat ekono—-
mis dari pada yuridis diungkapkan juga oleh Juhaen—
dah Hasan dalam Ferianiian Jaminan Dalam Perijan—
jian kredit, Seri Dasar Hukum Chkonomi 4, Hukum
Jaminan Indoresia, Elips, 1998.
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kecil umumnya dalam penelitiﬁn ini kuraﬁg mengenal
kebijakan Kredit Program. Pada beberapa daerah vang
menjadi acuan berita nasional terdapat berbagai macam
bentuk penyelewengan Kredit Program terutama bagi Kredit
Usaha Tani, pada penelitian ini pula dipercleh
keterangan dari para pejabat perbankan tentang keraguan
terhadap instansi pemerintah dalam hal ini Departemen
Koperasi dan L3H didaerah sebagai pemutus kredit (exe-
enting), pada umumnya pihak perbankan meragukan kadar
seleksi bagi penerima kredit, hal ini dikarenakan Jjuga
pada kebijakan sebelumnya Jjustru perbankan ditunjuk
sebagail executing kredit program, sehingga dalam hal ini
pihak perbankan merasa lebih tahu permasalahan serta
bagaimana mempertanggung Jjawabkan dana kredit yang
dipercayakan kepada jonstansi perbankan.

Selain dari itu secara teoritis sebenarnya Kredit
Program merupakan kredit bagi berbagai sektor dan kegia-
tsn melalui perbankan dalam bentuk Kredit Likuiditsas
(KLBI). Bentuk Kredit Likuiditas sebenarnya tidak- sehat
dilihat dari upaya membangun sektor keuangan vang tang-
guh, efisien dan mampu mendukung kebufuhan pembangunan
diwaktu mendatang. Hal ini disebﬁbkan KLBI mengandung

kelemahan-kelemahsan sebagai berikut:g5

g5, Keterangan Fers Bank Iindonesia tentang Fenysmppur-
naan Sistem Perkreditan dalam rangka menunjang Fembarn—
gunan dan Fencapaian sasaran Femerataan, tanggal 29
Januari 1990.
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- EKLBI bukan merupakan dana yang dipupuk dari masyarakat
sendiri, tetapi berupa uang baru yang berasal dari BI.
Peningkatan KLBI berdampak besar terhadap. penambahan
nang beredasr dan dengan demikian bersifat inflatoir.
Gemakin besar KLBI, semakin sulit bagi pemerintah dalam
melaksanakan kebijsksanaasn moneter yang efektif untuk
mnengendalikan inflasi. Sedangkan inflasi akan menim-
bulkan beban terutama bagi golongan pen¥usaha  kecil
dan masyarakat bespendapatan tetap.

- KLBI yang terlalu besar tidak mendorong bank-bank dan
lembaga keuangan lain dalam memobilisasi dana masyara-
kat.

~ Sukn bunga kredit yang ditetapkan rendah mengskibatkan
permintaan yang berlebihan sehingga menimbulkan berba-
gai akibat seperti; berkurangnya kadar seleksi dalam
pemberian kredit tersebut sehingga menimbulkan tungga-
kan yang relatif tinggi, serta mudah terjadinya pe-
nyimpangan penggunaan kredit dari tujuan semunla se-
hingga sasaran tidak tercaspai, misal didepositokan
atau tujuan lain. . _

- Baik nasabah msupun bank cenderung beranggapan bahwa
kredit program lebih bersifat sosial dari pada
menganggap sebagal kredit perbankan yang lazim,

. sehingga pada gilirannya mengakibathkan tingginya
tunggakan.

- KLBI vang banyak macamnya dengan suku bunga dan per-

»

syaratan berbeda menimbulkan administrasi yang ramit

sehingga meningkstkan biaya bank.
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Berdssarkan Faktor-faktor tersebut diatas, apabi-
las dikaji dari teori bekerjanva hukum Chamblissm dan
Seidman pembuatan peraturan kurang memperhatikan umpan
balik - dan faktor sosial dan personal pemegang peran
dalam hal ini para pengusaha kecil dengan segala perma-

salahan mereka serta dari penerap peraturan.

b.Dari Sisi Perbankan.

Sigi pelaksana hukum dalam kerangka berfungsinya
/efektivitas hukum dalam kebijakan pemberian kredit
usaha kecil adalah pihak perbankan, .dimana peranannya
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang efektiv bagi
.pelaksanaasn kebijakan kredit usaha kecil.

| Berdasarkan WAWANCArs 96 pada perbankan swasta
memang selsma ini tidak terdapat strategi khusus pende-
kstan kepads ussha kecil, oleh karena yang penting bagi
bank swasta adalah bagaimana kredit dapat disalurkan
dengan Jjaminan yang cukup agar dana Yyang disalurkan
aman, sérta 5ank mendapatkan keuntungan dari bunga yahg
dibebankan. 'Oleh karena itu bagi. bank swastq dalanm
penelitian’ ini spabila kredit yang disalurkan Jjumlah
plafon kredit dibawah Rp. 350.000.000,-;, ini masuk
kriteria kredit usaha kecil dalam perhitungan laporan
kepada Bank Indonesisa, sedang apakah dana tersebut
pengalir kepada usaha kecil ataukah bukan tidak diketa-

hui lebih. lanjut oleh karens memang penerima kredit

96. Wawancara bagian kredit Bank Danamon Furwokerto.

i e o
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tidak diukur dengan kriteria kredit usaha kecil berdasar
peraturan perundangan vang berlaku, karena terlalu rumit
untuk meminta data kekayaan serta hasil penjualan debi-
~tur yang benar-benar valid.

| Oleh karena itu memang diakui tidak ada pengusa-
ha dalam skala yang benar-benar kecil mengajukan kredit
- pada perbankan swasta, kebanyakan selama ini adalah
pafa pengusaha baik kontruksi, perdaéangan, pengusaha
ipdustri vyang memang sudah Dbiasa hubungan dengan per-
bankan, kalaupun ada usaha kecil ini mengajukan kredit
umum biasa, dengan agunan yang dinilail mencukupi.

Dsri penelitian ini dapat terungkap bahwa ter-
nyata kurang mekanisme pengawasan yang enkup efektiv,
dari struktur pengawas dalam hal ini Bank Indonesis, ini
dibuktikan dengan tidak pernah ada pengawasan apakah
perbankan dalam wilayah kerjanya telah benar-benar
memberikan - kredit bagi usaha kecil, hal ini terlihat
dengan tidak adanya kredit khusus usaha kecil pada bank
swasta di Purwokerto dan sekitarnva, dalam ‘penelitian
hanya satu ban swasta yakni 8CA dengan program KUSK
" (Kredit Usaha Saﬁgat Kecil).

Dari hasil penelitian terhadap hal—hal vang urgen
bﬁgi useha kecil telah dapat terungkap bahwa kebijakan
pemberian kredit usaha kecil ternyata tidak berjalan
efektif, karena pada daerah penelitian sebagian besar
bank terutama bank swasta tidak benar-benar memberikan
kredit bagi usaha kecii dan memang tidak terdapat Skim

kredit/ produk khusus kredit bagi usaha kecil, walaupun

-,
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penntuk produk khusus kredit usaha kecil memang tidak
diwajibkan, sehingga pelaksanaan pemberian kredit nusaha

kecil tidak tepat pada sasaran, demikian Jjuga massalah

dalam kfedit program, dan program KEKU. Dalam banyak. hal

memang diakui oleh berbankan, bahwa usaha kecil diangdap

tidak bankable karena masalah ketiadaan agunan yang

menonjol.

Data lain menyebutkan memang pejabat perbankan
kurang menerapkan sistem jemput bela, seperti pada
pegawai bank pasar dan pegawai Kospin Yyang jumlahnya
puluhan pada zsetisap kampung dan para rentenir, hal ini
terjadi pada semua instansi perbankaﬁ umun, . keengganan
ini dikarenakan sudah menjadi pengetahuan .umum bahwa
asahs kecil s=palagi bagi usaha sangat kecil selalu
dianggap tidak bankable. Pernyataan tersebut terkecuali
bagi bank yang sedang mencobs sistem kredit baru misal-
nye KPK dan PHBE melalui BRI dengan instansi terkait
vaitu Depariemen Pertanian dan RUD/LSH vang nencoba
mengadakan pendekatan pada usaha kecil, namun sejauh
pengamatan sifathya sementara ini tidak 1lebih sebadai
suatu provek.

Data menunjukkan bahwa perbankan lebih mengutama-
kan pemberian kredit pada usaha kecil formal, hal ini
terlihat bahwa sebagian besar usaha kecil formal sering
mendapatkan penawaran dari berbagai bank, namun bagi
usaha kecil iﬁformal atan usaha sangat kecil menyatakan
sebagiaé besar mereka belum pern#h mendapatkan penawaran

kredit perbankan, tentunyva dikecualikan hal ini pada




166

daerah tertentu yang memang sedang terkena proyek kredit
P4K, PHBK, yang dilakukan BRI dan BRI, dimana scopenysa
sangat terbatas hanysa pada daerah yang terkena proyek.
Berdasarkan fenomena ini maka dapat dikatakan bahwa
perbankah kurang serius menangani kompleksitas kesulitan
usaha kecil, karena Justru pengusaha sangat kecil/infor-
mal merupsakan -bagian terbesar ussha rakyat Indonesia,
sehingga apabila usaha yang sangat kecil tetap tidak
mendapat perhatian maka komitmen terhadap sistem ekonomi
kerakyatan akan mengalami kegagalan.

Masalah lain yaitu, lemahnya pengalaman - perbankan
dalam menvalurkan kredit kecil .dan kuatnya persepsi
dikuasainya pasar kredit kecil oléh hanya beberapa lemba-
ga keuangan . hampir dapat dipastikan bahwa orang lebih
mengenal BRI sebagai bank yang berpengalaman dalam pem-
biayaan usaha kecil, sehingga bagi bank umum swasta
mengalami hambatan psikologis merasa tidak berpengalaman,
takut dengan risiko tinggi.

Pads sisi lain Kredit Kospin,Bank Perkreditan
Rakyat (BPR), Pegadaian dan para pelepgs unang rentenir
lebih dikenal luss dalam pembiayaan usaha kecil, sehingga
memang =ada nambatan psikologis dari sisi perbankan umum
serta +tidak menutup kemungkinan faktor financial dan
risiko menjadikan keengganan perbankan masuk dalam
persaingan pembiayaan usaha kecil. Apalagi dalem peneli-
tian saat ini perekonomian Indonesia sedang dilanda
krisis, maka dalam pengamatan serta hasil wawancara dengan

pihak perbankan pemikiran untuk memperhatikan kredit
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usaha kecil menjadi semakin jauh, tentunya selain kredit.
program, karena perbankan untuk kredit kecil saat ini
hanys menunggu ditunjuk sebagai penyalur kredit program.
Dimana sebagai penyalur kredit program, bank-~bank penya-
lur akan mendapatkan‘fee sebesar 2%.

Bahkan dari hasil pengamatan lapangan yaitn pada
Pasaf Wage Purwokerto (Pasar Induk) terdapat praktek
pelepas uang informal perorangan yang justru sangat
membantu para pedadang kecil pasar, yaitu dengan memberi-
kan pinjaman dalam jandka 1 hari. Sistem pinjaman ini
memberikan pinjaman pada pagi hari dimana para bakunl
penjaja keliling segera membutuhkan uang untuk membeli
dagangan (kulakan), yang kemudian untuk dijual keliling
pada hari itu Juga. Dalan hal ini transaksi segera dilak-
ssnakan, dan pada siang stan sore hari uang sudah dapat
kembali dengan memberikan imbalan bungs kepada para
pelepas uang informal tersebut.

Oleh karena itu sebenarnya hal yang sangat perlﬁ
diperhatikan, bahwsa dalam dunia pinjam mei&njam, sebe-
narnya para rentenir dan kredit harian pasar lainnya
harus ditempatkan sebagai mahaguru, karena  cara ‘kerja
yang efektif dan efisien dalam mencari nassbah dengan
sistem Jjemput bola. Pada kasus seperti tersebut diatas
mengenal pinjamén dalam janghka waktu 1 hari, apabila
perbankan memang mempunyai komitmen benar-benax untuk
membantu kredit skala mikro mestinya dapat nenempathkan -
pegawal pelakéana kredit pada pasar-—pasar tradisionil

dimana kebutuhan uang bagi rakyat kecil demikian . deras:

it S S
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dibutuhkan. Namun pengamatan menunjukkan, dalam prosedur
perbankan seorang VYang akan menjadi nasabah bank dan
memperoleh kredit harus melakukan formalitas tertentu,
sntara lain penyediaan formalitas agunan, formalitas
jdentitas, formalitas prosedur, penandatanganan formulir
yang relatif dianggap sangat banyak vyang menimbulkan
image/gambaran bagi - rakyat usaha kecil adanya sanksi
hukum ysng seakan-sakan menjerat terlebih dulu.

Pernvataan tersebut distas didapatkan dari- penda-
pat para pengusaha kecil. sedangkan dari siszi perbankan,
memaqg# demikian administrasi vand harus dilakukan guna
memenuhi formalitas aturan perbankan yang baku. Pihak
Perbankan memang mengakul mereka terbelenggu pada forma-
1itas aturan. Sedangkan sebenarnya formalitas yang demi-
kian, tidak mungkin diaplikasikan untuk memberi kredit
pads sektor ekonomi mikro yang kebutuhannys selalu bersi-
fst instant dan tidak terduga setiap saat, seiring dengan
perputaran keuangan secara cepat seperti- jerjadi pada
transaksi pasar-—-pasar tradisionil, untuk jual beli hasil
bumi dsb. yang tidak tertentu arus suplay karena berdasar
pada hasil tanaman nusinan, kelebihan stok pada daerah
ianin dsb. merupakan suplay barasng vang +tidak pasti,
dimana pada saat-saat cepat dibutuhkan adanya fasilitas
pendanasan yang cukup dan mudah diperoleh segera.

gisi lain 1lagi yang terlihat, karena status seba-
gai‘pegawai pank umum nampaknya di Indonesia masih eksk-
jusif, sehingga dengan performance pegawali, tampak pera-

saan -psikologis 1e¢bih pantas pelayanan kredit nenunggu
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dibelaksang meja, seakan lebih terkesan service hanya bagi-

para usaha menengah keatas. Sedangkan bagi petugas kredit
juar Juga tidak nampak mereks mengadakan pelayanan pada
pusat-pusat perdagangan, seperti pasar misalnya. Hal ini
1ain dengan fenomena pegawai bank pasar serta para rente-
nir veng lalu lalang pada pasar-pasar tradisional yang
jelas tampak pada pengamatan penelitian.

Pada dasarnya profesionalisme perbankan sendiri
masih harus ditingkatkan. Kecenderungan untuk mengutama-
kan jaminan tambahan sebagai pengaman kredit kecil harus
dipikirkan kembali. Perbaikan wawasan usaha dan kerangka
pikir yvang lebih analitis dari pimpinan /staf kredit bank
memberikan kondisi vyang lebih baik dimana kemudahan
perolehan kredit unszha kecil akan diimbangi dengan

strategl pengamahn oleh pihak bank.

Dengan mengamati sistem kredit program dan sistem

kredit kelompok P4K melalui nunculnya peran petugas PPL
dan keterlibatan lapangan antara petugas PFL dan petugas
bank, maka sebenarnya ini adalah satu bentuk pemnbinaan
bagi usaha yang mendapatkan kredit. Dapat dikatakan
sebenarnya apabila bank zebagai lembaga penerap pefaturan
mempunyai petugas pembina yang-numpﬁni (qualified), vyang
dapat memberikan pembinsaan yang benar dan tepat, hal ini
akan mendorong usaha kecil lebih berhasil, sehingga tidak
perlu diragukan bahwa kredit dalam situasi dan kondisi
nasabah vang sukses nsshanya akan dapat aman.

Pembinaan merupﬁkan syatu jaminan sukses kredit,

karena melalui pembinaan petugas skan mempunyai relasi
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batin serta mengenal lebih dekat usaha. serta kondisi
nasabah. Apabila terjadi masalah dapét segera tahu serta
segera mengambil lahgkah perbaikan dan pengamanan terha-
dap kredit yang disalurkan.

Namun berdasar pengamatan nampaknya sebagian besar
bank kurang memberi pembinaan pada nasabah, karena kredit
vang diberikan umumnya sudah dijamin dengan harta lain
yang lebih dari cukup. Dalsm konteks ini . terasa sekali
bahwa bank berdagang usang semata, pada sisi lain usaha
kecil vyang memerlukan kredit umumnya tidak mempunyai
jaminan Yyang cukup untuk mendukung kreditnya , sehingga
gsektor kecil ini meniadi sangat berisiko, ini memang

suatu alasan bank tidak tertarik membiayai usaha kecil.

c. Dari sisi Pengusaha Kecil

Hasyarakat dalam kerangka berfungsinya -hukum /
efektivitas hukum Soerjono Soekanto adalah mereka vyang
menjadi sasaran kebijakan, dalam hal kebijakan kredit
usaha kecil ini adalah para pengﬁsaha kecil.

Dari penelitian terhadap pemegang peran Vyang dalam
hal ini.adalah para uséha kecil, dapat terungkap bahwa
pada kenystaan usaha kecil tidak mempunyai cukup jaminan
kebendaan sebagéi persyaratan jaminan kredit perbankan.
Oleh karensa itu dalsm penelitian Jjuga terlihat umumnya
usaha kecil masih sangat awam dengan lembaga perbankan
dalam hal ini adalah usaha sangat kecil, dimana usahs
jni mendominasi usaha kecil di Indonesia. Lembaga per-

bankan seakan-akan dunia 1ain (eksoterik) bagi para
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pengusaha kecil, padahsl fanpa pemberdayaan darl vang
sangat kecil, ekononmi Indonesia akan tidak pernah seim-
bang dalam arti kesenjangan semakin lebar juga, tujuan
pemerataan selalu berhenti sekédar slogan kebijakan
politik.

Ketidak berdayaan usaha kecil ﬁpalagi usahsa
sangat kecil mengakses modal dari perbankan, merupakan
hal vang diakibatkan juga karena sikap perbankan vang
seakan menutup diri dengan menganggap risiko besar vang
dapat terjadi dan sdanya anggapian inferior terhadap
aktifitas usaha kecil. Sedangkan dari sisi usaha kecil
segala persysratan Vang terlalu Fformal Justru lebih
dahulu membuat . ketakutan untuk pendekatan pada per-
bankan. Kedekatan rakyat kecil pada pelepas uang infor-
mal karena persyaratan formal tidak menjadi masalah.

Seperti telah diungkap diatas bahwa‘program kebi-
jakan perbankan untuk usaha kecil sudabh cukup bsanyak,
napun dari uraian . diatas tersirat bahwa kredit perban-
kan dalam pelaksanaan dengan segala alasan kesulitan
memang belum dapat mencapal kelompok sasaran usaha
sangat kecil, kecuali-akses mereka pada Qredit informal.
Hal ini memang perlu disadari karena tujusn penmberian
kredit adalah bahwa dana yang diberikan harus dapat
kembali. Dengan demikian tentu saja pemberi pinjaman
akan memberikan pinjaman pada nmereka yang dapat menggu-
naksn kredit sehinggsa dapat menihgkatkan penghasilan dan
membayar kredit dengan hasil mereka. Sebaliknya “rakyat

yang dianggap tidak mampu mengembaiikan kredit . tidak




akan mendapat kesempatan mendapat Kkredit, walaupun
mereka sangat butuh untuk perbaikkan ekonomi rumsh
tangganya. Namun seperti diungkap diatas perbankan
memsng kurang jeli menangksp peluang bisnis kredit usaha
sangat kecil karena bagi pelepas uang lainnva, kredit
antuk usaha sangat kecilpun sebenarnya menguntungkan.

Perbankan umumnya menggunakan kriteria 5-C, teru-
tama adsnys persyaratsn jeminan. Dalam hal ini masyarakat
miskin hampir selalu tidak memenuhi kriteria tersebut.
Rakyat miskin umumnya mempunyai kelemahan ganda, pada
satu sisi kerena miskin maka memerlukan modal yang dapat
meningkatkan produktivitas, sisi laih karena kemampuan
-yvang rendah menyebabkan produktivitas lebih mudah terser-
ap daiam bentuk konsumsi dari pada untuk meningkatkan
produktivitas yang berzifst investasi. Kalaupun mereka
mendapat kredit mereks sulit berkembang kecnali diarshkan
berpikir untuk menyisihkan pendapatan guna investasi.

Dengsn demikian bukan saja kredit vang perlu
diberikan, tetapi bagaimana dengan kredit itu kesejshte-
raan rakyat dspat meningksat. Dalam hal ini pérlun pengara-
han pengdunssan kredit melalui sistem bimbingan agar
masyarakat dapat mengetahui perhitungan untung rugi dan
perhitungan investasi.

Sebenarnya sukses dari skim Xupedes BRI, dapat
'menjadikan contoh bagi kredit kecil, mengingat kredit
ini sudah cukup terkenal dikalangan usahsa kecil; serta
BRI relatif dianggap sebsgai penyaiur kredit rakyat dan

keberadaan kantor pelayanan BRI telah tersebar sampail




dasersh-daerah kecamatan. Namun demikian berdasar penga-

“matan peneliti daya jangkau Kupedes ternyata jugs masih

terbatas.

Namun demikian kredit ERupedes sebagai kredit
ijndividu yang sudah sangat terkenal dalam pelaksanaan-
nyapun tetap dipersyafatkan adanya Jaminan kebendaan,
sedangkan kredit kelompok vang telah dilaksanakan oleh
BRI dsn BNI yang memang memnfokuskan padaf nsaha sandat

kecil . sejauh ini masih berupa proyek dan belum begitu

dikenal oleh para pengusaha kecil khususnya usaha sangat

kecil. Akses para nasabah usaha sangatl kecil pada sistem
kredit kelompok ssat ini adalah melalui pembinaan dengan
instansi  terksit, sehingga dapat dikatekan kemandirian
mereksa untuk berhubungan dengan bank belum terlihat
/belum muncul.
d. Dari Sisi Sarana dan Fasilitas

Secars sederhana fasilitas dapat dirumuskan
sebagal ssarana untuk_mencapai tujusn. Ruang lingkupnya
adalah térutana sarans fisik vyang berfungsi sebagail
faktor pendukung 97 Tanpa ada sarana dan fasilitas
tertentu, méka tidak mungkin penegakkan hukum berjalan
dengan lancar.

Fasilitas dan sarana pada kebijakan kredit wusaha
keéil, sadalah keberadaan instansi perbankan. Keberadaan

1embags perbankan (Bank Umum) yhng dalam pengamnstan

97. Sperjono Soekanto, Sosilogi Hukum dalam ‘Masyara-—
kat, op.cit. hal 17.
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peneliti saat ini masih terkesan eksklusif, dimana dari
hasil penelitian bagi usahé sangaf kgcil / usaha tradi-
sional atau informal pada umumnya nereka masih kurang
mengenal lembsaga perbankan. ini merupakan faktor vyang
dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kehijakan
pemberian kredit perbankan bagi usaha kecil.

Lembsga perbankan (bank umum) di Indonesis lebih
terkesan sebagai lembaga keuangan bagi golongan mampu,
dimana kesan sebagal agent of development untuk member-
dayakan usaha kecil belum terlihat, apabila dibandingkan
dengan operasional para pelepas uang informal, BPER
koperasi, bahkan pegadaisn vang terasa begitu dekat
dengan usaha kecill, sebagai lembaga keuangan yang secara
cepat dapat memenubhi kebutuhan instant keuangan usaha
kecill pada umumnys -seiring dengan _perputaran usaha
mereka vang pendek dan serba cepat.

Ada suatu fenomena menarik dalam hal ini yaitu
hasil pengamatan lapangan di Pasar Wage Purwokerto
(Pasar Induk) terdapat praktek pelepas uang informal
perorangan yang justru sangat meémbantu pars pedagang
kecil pasar, &aitu dengan memberikan pinjaman dalam
jangka 1 hari. Sistem pinjaman ini memberikan ‘pinjaman
pada pagi hari dimana para bakul penjaja keliling segera
membutuhkan uang untuk membeli dagangan (kulakan), vang
kemudian untuk dijual keliling pada hari itu juga. Dalam
hal ini transaksirségera dilaksanakan, dan pada siang
atau sore hari uvang sud;h dspat kembali dengan memberi-

kan imbalan bunga kepada para pelepas nang informal
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tersebut. Selain dari itu tampak pada pasar-pasar tradi;
onal para pelepas uang dari koperaslil yang témpak lalu
lalang menjalankan aktivi%asnya untuk memendhi kebutuhan
seketika para pedagang pasar.

_ Pengamatan lain umumnya di daerahzdaerah terutama
pada tempat transaksi jual beli pada pasar tradisional
misalnys masih belum terjangkau kantor bank umum.

Dalam hal ini memang patut mendapatkan pujian
bagi Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan komitmennya
sebagai bank bagi‘ rakyat kecil telah beberapa lams
menempatkan kantor-kantor unit pada setiap daerah keca-
matsn dan pada sebagian pasar-pasSar tradisionil. Dalam
pengamatan sudah terlihst relatif keberhasilan BRI
dengan kredit skala kecil Kupedes yang dalam perkem-—
bangannya menunjukkan satu—-sstunya kredit perbankan
ussha keeil yang dikenal sampal kepelosok tanah air,
dengan menggunakan strategi insentive pembayaran tepat
waktu, Juga menerapkan prinsip SALUT ( Sederhana Aman
Lancar Untung Dan Tepat ) dengan pelayanan nasabah
_secara tepat dan cepat.

Nsmun tentunya apabila pemberdayaan usaha kecil
telah menjadi komitmen jajaran perbankan nasional seba-

gai agent of development, maka tentunya bagi bank 1lain

juga menerapkan strategi apreoach dengan usahsa kecil

| seperti BRI, sehingga kesan eksklusif tidak terdapat
lagi, dimana pada akhirnya muncul persaingan sehat Yyang
dapat memberikan keuntungan sistem kredit yang lebih

nenarik bsgi usaha kecil disetiap pelosok tanah air.

| UPT-PUSTAR-UHDiP)




e. Analisis Berdasar Teori

Penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengung-
kap hal-hal vang menyebabkan tidak efektifnya kredit
sampai kepada usaha kecil, karena berdasarkan penelitian
didapatkan data bahwa pengusaha kecil belun dapat
mengakses Secara efektif kredit usaha kecil perbankan,
terutama dalam hal ini adalah bagi nsaha sangat kecil/
usaha kécil informal/ usaha kecil tradisional, walaupun
telah ada kebijakan-kebijakan dari perbankan untuk
kredit usahs kecil bahkan perbankan telah diberikan
kewajiban untuk dapat menyalurkan minimal 20% dari total
porto folio kredit bagi usaha kecil dalam Pakjan 1880,

Apabila pembahasan tersebut diatas dikaji dengan
teori bekerjanya hukum dari William J. Chamblis dan
Robert B. Seidman dapat dilihat bahwa ada tiga faktor
vang saling berksit erat yaitu: faktor kebijakan itu
sendiri yakni kebijakan-kebijakan yang berkait dengan
usaha kecil, faktor pelaksana kebijakan dalam hal ini
perbankan, serta faktor pemegang peran yakni pengusaha
keoil, selain dari faktor tersebut juga perlu diperhati-
kan faktor sarana dan fasilitas.

Kemudian pada penelitian ini telah ditemukan
faktor vang menjadi penentu pertama justru adalah féktor
kebijskan 1tu sendiri, bahwa, kebijakan . usahe kecil
terlalu ~ bias, dengan tidgk mnengingat bahwa usahsa kecil
di Indonesia sangat tidak homogen, sehingga berdasarkan
hal tersebut seharusnya kebijakan tidak'melihat kepada

jumlsah nominal kekayaan ussaha kecil maupun penghasilan
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tahunan pengussha kecil, namun sebenarnya harus relihat

bahwa pada kenyataannya di Indonesia terdapat usaha
kecil Fformal dan informal yang mana hal ini sebenarnya
telah disebutkan dan diuraikan dalam penjelasan UU. No.
g Tshun 1995 Tentang Usaha Kecil, sedang padas kebijakan
pelaksanasan pada perbankan dengan SK. Direksi Bank
Indonesia ternyata hanya menggunakan kriteria nominal
dan tidak melihat pada penjelasan undang-undang bahwa
dalam usaha kecill ads elemen usaha sangat kecil vyang
justru mendominasi usaha kecil di Indonesia yakni usaha
kecil informal.

Sebagai analisa haruslah diingat bahwa peranan
hukum cukup besar dalam hubungan = dengan pelaksanaan
peraturan, dalam nada yang mungkin agak ekstrim dikata-
kan, bahwa keberhasilan atau kegagalan‘penegakkan hukum
sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum vyang
harus dijalankan itu dibuat 98

Pada penjelasan dari skena bekerjanya hukum
#illiam J. Chambllis dan Robert B. Seidman dikatakan
bagaimana lembaga pelaksana jtu akan bertindak sebagai
suatn respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi
peraturan - peraturan hukum yang ditujukan kepada .nere—
ka, sanksi-sansinya, keseluruhan kompleks sosial politik
dan lainnya mengenai diri mereka sertsa umpan balik yang

detang dari pemegang peran.

Akses perbankan kepada usaha kecil yang tidak

98. Satjipto Rahardio, Hukum dan Masyarakat, Ak sara
pandung . 1980, hal 25
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efektif sampal pada usaha sangat kecil vaitu pendaruh
dari kebijakan itu sendiri, sehingga bagi perbankan
adalah sah-sah saja bils tidak memberikan kepada yang
terkeeil karens memang tidak ada suatu aturan wajib agar
kredit sampai pada yang terkecil.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bagaimana
perbankan dapat - melaksanaksan kredit secara efektif
apabila peraturan kewajiban untuk memberikan kredit
seperti pada Pakjan 1980 sebesar 20% dari total portofo-
1io kredit tidak konkret adanya kewajiban agar kredit
itu benar sampai ketangan usaha sangat kecil/ usahs
kecil informal /tradisional yang fakta keberadaannya ada
serts diakui bahkan telah dijelaskan oleh UU. Usaha
Kecil No. 8 Tahun 1895,

Kemudian apabila ternyata dalam penelitian
samnpai sast ini pemberian kredit tidak pernah berlan-
daskan pada pemeriksasn kriteria secara benar. Dalan hal
ini nampak bahwa pelaksana kebijakan tidak dapat melak-
asanakan kewajibannya secara benar, dalam arti pada
gingkat implementasi peraturaﬁ akan berubah makna.

Ada susatu pendapat dari Van Dorn, bahwa dalam kedudukan-
nya sebagail pemegang fungsi, seorang penegak hukum
cenderung menjalankan fungsinysa menurut tgfsirannya
sendiri vang dilatar belskangi oleh berbagai faktor

antara lain: sosial, pendidikan, politik, ekonomi dli.,

dalam hal ini penegak hukum disatu pihak mnenerapkan

hukum dan dipihak 1ain melskukan diskresi dalam keadaan
tertentu. kesenjangan antara peranan yang seharusnya dan

peranan Vyang sebenarnya ini nerupakan dampak negatifl
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dari penegakkan hukum.gg

Nampaknya dsalam penelitian ini terunghap bahwa
faktor ekonomi, yaitu prinsip bank sebagai institusi
ekonomi dengan pertimbangan keuntungan dan menekan
risiko sekzcil-kecilnya, ini yang menjadi faktor pertim-
bangan diskresi perbankan dimana bagi usaha kecil dalam
proses persetujuan kreditnya yang lebih penting adanya
prospek usaha dan agunan yang harus ada terlebih dulu

antuk keamanan dana, sehingga pelaksanaan Kredit Kelaya-

kan Ussha (KEU) Jjuga mensyaratkan harus ada agunan -

terlebih dahulu, -hal ini tidak seperti maksud dari EKREKU
itu sendiri yang daspat tanpa agunan, serta akses padsa
usaha sangat kecil tidak dipérhatikan berhubung usaha
kecil dianggap tidak bankable.

Sedangkan untuk pemegang peran vakni usaha kecil
Chambllis dan Seidman mengatakan bagdaimana para pemegang
peran itu akan bertindak sebagl swnatu respon terhadap
peraturan - hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan
yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, Aaktivi~
tas dari lembaga-lembaga peiaksana serta keseluruhan kom-
pleks kekuatan sosial politik dan lainnya mengdenail diri-
nya.

Apabila dihubungkan dengan teori tersebut maka
pemegang pPeran yakni usahs kecil vang kurang dapat
mnengakses kredit secara efektif apalaéi sampai kepadsa
usaha sangat kecil, lebih diakibatkan garena kebijakan

yvang memang bias dan tidak konkret serta pelaksana

59 . Satiipto Rahardio, Hukum dan  Ferubahan Sosial,
Alumni, Bandumg, 1983. hal. 26 :
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kgbijakan vang menutup diri, dalam arfi‘penjelasan skema
Chambllis dan Seidman adslah aktivitas dari lembaga

pelaksana yang tidak ada / kurang efektif, sedangkan

kekuatan sosial dan personal lainnya kurang dominan

menjadi faktor.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak efek-
tifnya pemberian kredit sampai pada seluruh komponen
usaha keecil, karena faktor yang saling terkait antara
kebijakan yang tidak konkret, pelaksana kebijakan dalam
aktivitas vyang lebih menutup diri karensa tiadanysa
kewajiban konkret tersebut serta para pengusahsa kecil
yang terlalu pasif, yang mana hal ini sebenarnya Jjuga
diakibatkan kurang aktivnya pelaksana perbsnkan serta
kﬁrangnya upaya sosialisasi.

Kemudian faktor sarana dan fasilitas dari perbankan
dirasa kurang memadai dalam arti performace perbankan
masih terlaln eksklsif hagi rakyat/ pengussahs  kecil,
serta keberadaanya yang kurang dapat menjangkan usaha
kecil, dalam hal ini keberadasn BRI unit dapat menjadi
cbntoh. Seperti diungkap oleh Soerjono Soekanto, bahwa
fasilitas sebagal sarana untuk mencapai tujuan, tanpa
sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin pene-
gakkan hukum akan berjalan dengan lancar. 100
Berdasarkan pembahasan terhadap keempat faktor Yyang
merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijsakan
perbankan untuk memberikan kredit usaha kecil, apabila

dikaji dengaﬁ sistem bekerjanya hukum Chamblis dan

S 100. Sverjono Seekanto, Sosiclogi Hukum Dalam HMasyara—
kat, Op. Cit., hal. 17.
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Seidman, ads beberapa hal:

- Dari sisi kebijakan, nampaknya kurang memperhatikan

umpan balik dari pemegang peran dalam hal ini para
pengusaha kecil dengan segéla permasalahan kesulitan
karena berbagai faktor.

Dari sisi .1embaga penerap peraturan Jjuga kurang
memperhatikan input dari para pemegang peran sehingga
kurang adanya strategi serta upaya pemberdayaan SDH
untuk pendekatan pada pasar kredit usaha kecil vyang
tepat sasaran sehingga yang nampak wmasih eklusifnya
perbankan bagi kalangan usaha kecil khususnysa usaha
sangat kecil.

Bagi pemegang peran sendiri yaitu para pengusaha kecil

dengan permnssalahan faktor zosial dan personal yang

. sds masih sulit untuk dspat mengakses sistem perbankan

modern, karena perbankan sendiri menutup diri dengan
menganggap uszha kecill tidak bankable. Selama ini
memang adsa usaha pengensalan dari pelaksana kebijakan
untuk usaha mengenalkan sistem perbankan kepada usaha
sangat kecil dengan sistenm pendamping#n oleh instansi
terkait, hal ini sebensrnya paik namun kiranya segals
program bukan sekedar proyek yang sScopenya terbatas
vang kenudian tidak berlanjut, namun diharapkan agar
justru selanjutnya para usaha sangat Kkecil dapat
terbiasa mengakses produk kredit usaha kecil tanpa
perantara. |

Dari sisi fasilitas dsn sarana masih diperlukan upaysa
agar eksistensi bank umum dapat menjadi bagian dari

sistem pemberdayaan usaha kecil.




iag2

2. Efektivitas Sistem Kredit Usaha Kecil

Adsnya pelayanan khusus dalam perkgeditan yang
menjangkan lapisan bawah sangat diperlukan saat ini di
Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kenyataan masih
banyaknya masyarakat yvang menurut penilaian hidup dalan
kondisi vyang belum memadai yang disebut dibawah garis
kemiskinan. Demikian juga kenyataan membuktikan bahwa
usaha sangat kecil merupakan mayoritas dari usaha masya-
rakat . di Indonesia baik dikota-kota besar apalagli di-
pedesaan. T
Kemiskinan dalam masyarakat muncul karena belum
. ikﬁtnya mereka dalam aktivitas pembangunan, sehingga
mereka belum dapat menikmati hasil pembangunan seca&ra
nemadai. Belum ikut dalam proses pembangunan di=sebabkan
antara lain tidak dimilikinya atau terbatasnya faktor
produksi, dimana salah satu faktor produksi -adalah
modal.

Tersedianya kredit yang memadai diharapkan dapat

menciptakan pembentukan modal bagi usaha mereka”séhingga'

dapat meningkatkan produksi, pendapatsan, dan menciptakan
surplus 7yang dapsat digunakan untuk membayar kembali
kreditnya dan melakukan pemupukan modal.

Adapun kehdala yang membatasi jangkauan palsayanan

kredit kepada masyarakat lapisan bawah merupakan suatu

hal yang saling pengaruh yaitu antara masyarskat sebagail

nasabah dengan lembagsa keuangan'sebagi pelayan kredit.

Pada sisi nasabah usaha kecil selalu ada penilai-
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an sulit untuk memenuhi kualifikasi perbankan 3 C #aitu:
character, collateral, capacity to repay, capital,
condition of economy. Kriteria ini yang umumnya ditersap-
kan oleh lembaga keuangan formal, sehingga Kkesenjsangan
antara lembaga keuangan dengan masyarakat semakin besar,
dimana dalam pemenuhan kebntuhannya masyarakat bawah
lebih menggunsakan jasa lembaga keuangan informal. Jasa
kenangan informal umumnys tidak meningkatkan kesejahte-
raan karena tidsk mampu menciptakan proses kapitalis
dalam masyarakat karena beberaps hal antara lain : bunga
tinggi, biasanya berjangka lebih pendek, hany=a bersifat
nntuk kepentingan mendesak yang erst berksait dengan
konsumsi sehingga tidak mampu menciptakan akumuiasi
nodal sebsgai faktor produksi dalam kegiatan ekonowri,
tidak ada unsur pematangan ekonomi yang sifatnya mendi-
dik masyarakat, pelayanan hanya mampu memberikan pelaya-

nan yang bersifat gsli lobang tutup lobang.

Dengan menggunakan suaty contoh empiris dari -

sistem pelayanan kredit kecil yang dinilai mantap dan
berkembang tumbuh, dapat disebutkan jika terjadi sistenm
yvang saling perhubungan antara pemberi dan penerima
kredit. Dalam memberikan pelayanﬁn hsrus mengandung
unsur kooperatif, namun karena perbankan merupakan
lembagsa pelayanan keuangan sekaligus badan usaha ekonomi
naka harus terdapat unsur ekonomis serts dikelola secara
prinsip keuangan modern, serta disisi 1lsin penerinma
kredit benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada untuk

pertumbuhan perkembangan usaha disamping bertanggung
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jawab atas kewajibannya.

Untuk hal tersebut diatas maka melalui penelitian
yang telah dilakukan pada pihﬁk vang terkait dengan
kredit usaha kecil yakni dari faktor peraturan perun-— -
dangan, kemudian pihak pelaksana vaitu perbankan, serta
pihak usaha kecil sendiri, dengan menggunakan sistem
perfungsinys/penegakkan hukum Soerjono Soekanto telah
didapatkan faktor-faktor yang nempengaruhi tidak efek-
tivnya kredit usaha kecil. Oleh karena itu pada uraian
selanjutnysa akan dipaparkan bagaimana sistem kredit yang
efektif bagi usaha ké;il, dari masing-masing pihak Yyang

terkait sbb:

a. Sistem Eredit Usaha Kecil Efektif Dalam Pembuatan
Eebijakan
Berbagai hal dalam lingkup kebijeskan, telah dike
temukan faktor-faktor yang wmempengaruhi efektivitas
kredit usaha kecil antara lain:

—.kriteria kebijakaﬁ usaha kecil yang terlalu bias,
sehingga usaha sangat kecil textutup oleh kriteria
tersebut

- kemudiaﬁ perlunya pengaturan sistem jaminan sebagai
agunan dimana kenyataan perbankan relatif hanya menge-
nal jsminan kebendaan sebagsai jaminan kredit,
sehingga usaha kecil sulit meﬁgakses kredit perbankan
karena kesulitan klasik dan stagnan pada usaha .kécil
justrn masalah ketiasdaan jaminan kebendaan.

- serts perlunya pengaturan yvang efektif sehinggsa

e e e e e e
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penyelewengan dan akibat buruk kredit program dapat
dihindari

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka untuk

menjamin efektivitas pemberian KUK ada beberapa hal yang

perly diperhatikan yaitu:

1.

Agar kebijakan perbankan benar-benar efektiv sﬁmpﬁi
kepada usaha kecil dan sampai pula kepada usaha vyang
sangat kecil / usaha kecil informal / tradisioral;
dapat ditindak 1lasnjuti peraturan~persturan-< yang
sudah adsa-.dengan lebih memperhatikan usaha sangat
kecil / usaha kecil informal, sepertl ketentuan
Pakjan tentang kewajiban memberikan 20% dari total
portofolic kredit untuk usaha kecil, dalam - hal ini
paling tidak kredit kecil tersebut seimbang dalam
perbandingan antara kredit untuk usaha sangat kecil /
informal dan usaha kecil formal. Dalam hal ini perlu
ada =suatu mekanisme aturan materiil serta aturan
pengawasan yang mendukung agar benar-benar kredit
diberikan sampai kepada usaha yang sangat kecil.

Untuk memberikan wawasan bagi kalangan perbankan pada
mnasalah agunan kredit selain dari kebendaan, pembuat
kebijakan perbankan perlu membuat pedoman berbagai
macam Jaminan bagi kredit usaha kecil ‘yang dapat
dijadikan Jaminan baku bagi kslangan perbankan yang
berisi segala cara penyediaan jaminan, serta strategi
pendekatan / penawaram bentuk jaminan kepada usahs

kecil, sehingga semua usahs kecil dapat terjaring

mendapatkan bantuan kredit bank.
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Kesulitan Jaminan bagi ussha kecil dapat distasi
dengan menciptakan bentuk Jjaminan pengaman lain
selain kebendaan misal dengan perjanjian Jjaminan
tanggung rehteng melalui kredit. kepada kelompok
(seperti pada penelitian yang telah dilakukan ),
serta sistem lain yasng dapat digunakan seperti tabu-
ngan beku (blocked saving), jaminan dari perusahaan,
jaminan dari mitra usaha dll.

Sebenarnya keuntungan sistem pemberian kredit melslui
kelompok, akan mengurangi biaya transaksi, jumlah
volume kredit lebih besar dan transsksi dapat dilaku-
kan bersama, serta dalam pemberian dan pengawssan
kredit akan lebih efisien karena adanya keteriibatan
pengurus dan anggota kelompok. Seperti telah dise-
butkan diataz dengan kredit kelompok ini akan dapat
diatasi kesvulitan syarat agunan, karena dengan kredit
kelompok dapat diciptakan jaminan pengganti kebendaan

vaitu dengan perjanjian tanggung renteng.

Dalam penelitian mengenai sistem kredit kelompok FP4K

/ EPK BRI sebenarnya sudah tidak ada alasan l1agi men
ganggap usaha sangat kecil tidak bankable, karena
dalam =analisa 5C kelompok dalam suatu sistem ini
tidak bermasalah, bahkan sukses dan menjadi andalan
BRI Purwokerto. Demikian juga sistem ini telah dilak-
ukan pada beberapa negara untuk menolong rakyat
miskin dari yang termiskin.

Sistem kredit kelompok merupakan replikasi dari

sistem Grameen Bank Banglsdesh, dalam melaksanakan
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kegiatannysa Grameen Bank +tidak mendasarkan atas
kedermawanan (filantropi) atsu belas kasihan, melain-
kan benar-benar berdasarkan pola hubungan yang bersi-
fat komersial. Bank menetapkan suku bungs yang kuranhg
lebih sama dengan bank lainnya. Meskl pinjaman
diberikan tanpa Jjaminan kebendaan, pinjaman vang
diberikan dengan pengelompokhkan nasabah dan penanamsn
disiplin Lketat, pengarahan, penggalangan persatuan
dan s=olidaritas telah meningkatkan kepercayaan dan
harga diri orang-orang miskin anggota Grameen Bank.
Dalam hal ini para anggota kelompok tidak dapat
mengajukan permohonan pinjaman baru sebelum semua

101 pemikian Juga

anggota kelompok melunasi pinjaman
hal semacam ini ditiru oleh Malaysia dengan mengatasi
kemiskinan wmelalui upaysa sistem kredit Lkelompok
Amanah Ikhtiar Malaysia.

Dengan tidak menutup mata Indonesiapun telah melaku-
kan upays-upays semacam ini, dengan Proyek Rredit
RKPE/P4%k, Proyek PHBK, Kar&a Usaha Mandiri, namun
demiksn apsbila hal tersebut sejauh ini hanya bersi-
fat proyek yang kadang tidak menjamin kontinuitas dén
bersifat terbatas, maka upaya pengentasan kemiskinan

dari rakyat, dengan suber daya jutaan usaha kecil di

Indonesia sulit untuk dapat berhasil. Mestinya hal

101. Lihat: Pandu Suharto, dan Anwar Hafid, Felaksa—
naarn Pola Gramen Rank di Bangladesh dan Malay-—
sia, Monetisasi Fedesaan Bunga Rampai Keuangan
Fedesaan, Lembaga Ferkembangan Perbankan Indone—
sia, Juli 1971.
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semacam ini mejadi tugas kewajiban perbankan. sebagal
agent of development.

Dalam pembuatan kebijakan juga perlu diperhatikan
bahwa perbankan sebagsi badan usaha ekonomi, sehing-
ga faktor keuntungan sagar bank dapat tumbuh berkem-
bang sehat perlu dipikirkan, antara lain pemberian
kredit dengan suku bungsa pésar. Pemberian kredit
ussha kecil (KUK) dengan suku bunga pasar akan
menjamin tetap berlangsungnya penyediaan dana kepada
usaha kecil, karena dengan suku bunga pasar bank akan
tetap mempercleh keuntungan sebagai suatu badan
usaha, sedangkan suku bunga pasar tetap lebih rendah
dari bungs bank-bank informal (rentenir).

Dalam penelitian ini ,hal tersebut diatas sudsah
terbukti dengan keberhssilan Kupedes, sebagai produk
BRI untuk kredit kecil dengan suku bunga pasar vyang
pada perkembangannya menunjukkan satu-satunya kredit
perbankan usaha kecil yvang dikensl sampai kepelosok
de=sa, menggunskan prinsip Insentive Pembayaran Tepat
Waktu (IPT?), menerapkan prinsip SALUT (Sederhana
Aman Lancar Untung dan Tepat) déngan-'pelayanan
nassbah secara tepat dan cepat.

Kebijakan Kredit Program hendaknys benar-benar dida-
sarkan atas analisa situasi perkembangan perekonomian
vang benar-benar masak, dan &ada mekanisme aturan
materiil serta aturan pengawasan vyang ketat agar
kredit dapst berguna mendorong permulaan komitmen

sistem ekonomi kerskvstan dalam orde reformasi saat
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~ini.

Pertimbangan ini berhubung secara teoritis peﬁberian
kredit bunga murah dari KLBI ini mengancam terjadinva
inflasi, sehingga apabila saat ini harus dilaksanakan
untuk komitmen pemberdayaan rakyat, hendaknya ini
benar-benar dapat dijadikan batu pijakan untuk selan-
Jutnya diharspkan masyarakat dapat segera mandiri,
serta memberdayakan rskyat ussha kecil dapat menggu-
nakan fasilitas lanjutan jasa perbankan dengan sistem
simbiose mutwalisme, sehingga pada saatnya tercipta
sistem perekonomian yang sehat.

Pertimbangan ini diajukan karenas dalam era sistem
ekonomi kerakystan dan masa krisis saat ini, Justru
terjadi berbagai macam bentuk penyvelewengan oleh
aparat pelaksana kredit prodram diberbagsi dserah.
¥alhasil bada berbagail kasus kredit tidak sampai padsa
rakyat kecil, padahal Jjumlah kredit program saat ini

sangat besar dalam Jjumlzh trilvunan rupish.

b. Sistem Kredit Usaha Kecil Efektif Pada Pelaksana
Perbankan

Dari penelitian terbukti kurgng efektivnya meka-
nisme pengawasan dari struktur pengawas yaitu Bank
Indonesia, dimana ternyata perbankan di Purwokerto tidak
benar-benar meﬁberikan kredit kepada usaha kecil, apalagi
usaha sangat kecil, hal ini terlihst dari tidak adanva
pada sebagian besar bank swasta skim khusus vntuk kredit

nsaha kecil.
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Faktor 5C, khususnya penyediaan jaminan.kebendaan
masih menjadi faktor penentu keputusan pemberiasn kredit.
Hal ini karena memang bagi perbankan' kaurang mengensal
bentuk Jaminan lain selzin kebendaan, ataupun kurang
berani memutus kredit dengan jaminan lain.

Kslangan perbankan terlihat terlalun eksklusif,
dimana keberadaan kantor-kantor bank pada pusat-pusst
kota, kemudian para pegawail yvang enggan untuk menjangkau
usaha kecil mengakibatkan jurang pemisah antara perban-
kan dengan usaha kecil.

Oleh karena itu untuk menjamin efektivitas kredit
usaha kecil hendaknya dilakukan hal-hal sbb:

s. Perlu mekanisme pelaksanaan pengawasan pemberian
kredit usaha kecil yvang efektiv dari instansi penga-
was vyaitu Bank Indonesia, sgar kredit benar-benar
dapat sampai pada usaha kecil.

b. Keberadaan perbankan harus dekat dengan masyarakat
usaha kecil, misalkan pada pasar-pasar tradisionil
serts sampai ke pelosok wilayah tanah air seperti BRI
dengan fasilitas kantor -kantor unit perbankan dise-
tiap keéamatan. Bagi setiap bank peﬁerintah maupun
swasta hendaknya ada skim kredit khusus untuk usaha
kecil, pada_setiap cabang atsupun unit.

c¢. Perbankan perlu menghilangkan persepsi inferior
terhadap usaha kecil, karena pada umumnya pihak
perbankan memandang usaha kecil identik dengan kemis-
kinﬁn, kebodohan, banyak masalah, stagnan dalam

pertumbuhan, serta ketidak mampuan- lainnya. Hal ini
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terbukti dari tidak adanya penawaran krdeit khususnya
bagi ussha sangat kecil, padahal wusaha ini juga
merupakan bagian usaha kecil serta jumlahnya mendo-
minasi usaha di Indonesisz.

Menta; eksklusivisme dari para pegawsi perlu dibe-
nahi, sehinggda para pegawal bank dapat mengetahui
keberadaan usaha kecil dengan segéla aktivitas dina-
mika maupun segala permasalahan yang menjadikan usaha

kecil mengalami =tagnasi. Para rentenir dalam mema-

sarkan usahanya perlu dijadikan kajian dengan s=sistem’

keluar masuk pasar dan kampung untuk mencari nasabah
serta pencairan kredit secara cepat untwvk segera
menutup kebutuhan dana untuk perkembangan usaha /
bisnis vang sifat kebutuhan unang sangat cepat.
Perbankan perlu meningkatkan profesionslisme dalam
melskukan analisis pemberian dan supervisi kredit,
karena kurangnys profesionalisme penanganan kredit
keeil, maka bagian kredit selalu akan menggunakan
faktor penekan adanya jaminan pada setiap kredit,
sehingga sampail kepadsa Kredit Kelayakan Usaha Justru
agunan kebendaan seakan menjadi faktor‘utamé.

Dalam hal tersebut keberanian untuk menggunakan jami-
nan lain selain kebendsaan déngan‘mekanisme dan perhi-
tungan masak demi kemajuan usaha kecil, perlu dite-
rapkan untuk kéedit kecil, namun tentunya dengan
fidak merugikan béfbankan.

Kerjasama dengan instensi lain yang terkait untdk

dapat mengadaksn pembinaan serta pengawasan kredit
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vang lebih intensif, seperti halnya dengan FKoperasi
dan Departemen Pertanian yang akan memberikan banpuan
teknis kepada para petani, denmi suksesnya hasil
pertanian sehingga akan menjamin pengembalian
kredit. Pada dasarnya pemberian kredit adalah hanya
salah sstu aspek upaya pengembangan usaha, untuk itu
perlu didampingi faktor lain yaitu adanya bantuan
teknis seperti: manajemen, teknis produksi, adminis-
trasi keuangan, Jjaminan peluang pemasaran produk,
yang hal ini dapat terkoordinasi dengsn baik dengan
bantuan teknis jajaran instansi terkait.

Memperluas Jjaringan kantor perbankan melslui pendi
rian kantor cabang yang khusus melayani KUK. dengan
menetapkan target pembiayaan KUK bagi kantor cabang-
nya, melaknkan pendelegasisn wewenang pemutusan
pemberian KUK kepada kantor cabang, peningkatan
sumber daya manusia dalam menangani KUK. pemberian
KUK secara masal.

Pemberian kredit dengan prosedur SALUT (sederhansa,
aman, lancar, untung, dan tepat). ’
Dengan mengingat sssszran kfedit dalam era ekonomi
kerakyatan pemerintah Reformasi ssat ini, maka untuk

dapat menjangkau rakyat kecil, kredit sebagai produk

vang berorientasi pada pasar senantiasa harus dimun-

cblkan kiat untuk keberhasilannya. Mengingat pols
pikir rakyat usaha sangat kecil masih sederhana msaka
prosedur SALUT harus benar-benar diciptakan dan

dikembangkan. Pada penelitian ini Kredit BRI Kupedes
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cukup dapat dibanggakan selain EKredit kelampok+ KPK
vang telah berhasil gemilang .di BRI-Purwokerto.

h. Pada akhirnya upaya sosialisasi sekaligus penawaran
kredit dengan berbagai sistem kredit termasuk sistem
Jaminan harus segera dilakukan agar rakyat dapat
mengakses perbankan serta tidak asing dengan perban-
kan, oleh karena anggspan rakyvat dalam hal ini usaha
sangat kecil melihat perbankan merupskan dunia lain
(eksoterik). Dalam hal ini bukan lagi instansi ter-
kait yang harus melakukan pendekatan kepads perbankan
guna turut sertanysa bank membantu usaha kecil, namun
sudah harus wusaha keecil secara individu ataupun
kelompok vang membutuhkan dana bank untuk segdera
dapat berhubungan dengan perbankan, ftentunya hal ini
dapat terwujud apabila bank umum dapat terbuka dengan

upaya sosialisasi kredit kecil.

¢c. Perlakuan Sistem Kredit Usaha Kecil Efektif Pada
Pengusaha Kecil

Seperti diketahui bahwa kendala-kendala vang
dihadapi pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha pada
umunnya karena tingkat kemampuan permodalan, ketrampil-
lan serta keahlian sumber daya wmanusia yang rendsah,
namun demikian Ffaktor kesulitan bagi usaha keecil yang
klasik sdalah tidak adanya permodalan, serta . akses
terhadap kredit perbankan juga menjadi sulit -karena
terbentur formalitas perbankan dengan ketadaan sysarat

adanyva Jaminan sebagal agunan..
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Secara teoritis modal ussha yang diperlukan oleh
setiap anggota masyarakat dalam meningkatkan kegiatan
produksinya harus bersumber dari kemampuan sendiri.
Modal tersebut harus dihimpun dari tabungan yang dipero-
leh dari surplus pendapatan setelah dikurangi konsumsi
Jangka pendek, konsumsi sehari-hari. Tabungan vang
dipupuk kemndian ditingkatkan menjadi investasi kemudian
digunakan dan semakin meningkat. Sehingga modal harus
muncul dari kemampusn sendiri dan tabungan ( vyang ka-
dangkals harus dipaksakan) untuk senantiasa dipupuk dan
dikembangkan. Namun demikian yang menjadi masalah bagi
masyarakat lapisan bawah dan mereka yvang tidak mampnu
- menciptakan tabungan adalah karena keterbatasan modal
untuk usshanya pada permolan siklus hegiatan ekonomi
tersebut. Istilah ini dikenal sebagsi kondisi masyarakat
disuatu negara adalah miskin karena dia adalah miskin.

Oleh karena itu pemberian pelayanan keuangan
berupa kredit perbankan harus dapat dipahami sebagai
suatu injeksi sementara yang harus mampn menciptakan
modal bagi kegiatan ekonomi masyarakat serta harus dapat
meningkatkan produksi. Peningkatan produksi harus
meningkatkan pendapatan yang melebihi keharusan antuk
membayar kembalilkreditnya melalui sngsuran. Surplus ini
kemudian harus menciétakan tabungan sebagai awal dari
pemupukan modal sendiri yang mampu dihimpun oleh masya-
rakat penerima kredit tersebut.

| - Pada penelitian vang telah dilakukan ternyata

usaha sangat kecil masih sangat awam dengan lembaga
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perbankan, mereka lebih mendenal pelepas uvang infbrmal,

lembaga perbankan seakan merupakan dunia lain yaitu untuk
kepentingan orang mampu, tanggapan mereka umumnya tidak

tahu dengan sistem peﬁinjaman pada perbankan, selanjut-

nya apabila kebutuhan keuangdan mereka digantungkan pada

pelepas wuang informal keadaan usaha sangat kecil sulit

ontuk berkembang.

Dilema tersebut diatas harus dipecahkan atau
perlu dicari sistem kredit yang efektif dengan melihat
kondisi wusaha kecil. Dalam usaha inipun selain dari
pembuat kebijakan mencari sistem yang tepat kiranya
masyarakat usaha kecilpun harus berusaha mengadakan
pendekatan terhadap lembaga perbankan, sehingda diharap-
kan ada satu titik temu.

Dengan mengadskan pengamatan perbandingan antara
sistem kredit kelompok dan sistem kredit individu, maka
dari penelitian dapat terungkasp bahwa, kredit individu-
al cocok untuk usahsa kecil yang bankable (dalam peneli-

tisn terjadi pads nasabah Kupedes), sebaliknya kredit

-kelompok cocok untuk usahs kecil yasng belum pernah

berhubungan dengﬁn pihak perbankan (dalam penelitisan
nasabah Kredit KPK/P4K ).

Oleh karena itu bagi usaha kecil hendaknya menge-
tahui dan memilih sistem kredit yang - cocok serta
mempunyai kemampuan untuk memberikan kepercayaan kepada
lembaga perbankan. Tentunya setelah ada upaya sosialisa-
si sistem kredit kelompok, masyarakat segera secara

aktif membentuk kelompok berdasar kelompok usaha dengan
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membentuk organisasil sederhana vaitu suatu bentuk insti-
tugi mediasi. Institusi mediasl dalam hal dini adalah
arisan ataupun kobérasi simpan pinjam.

Pada penelitian yvang telah dilakukan pada sistem
Eredit P4K/KPK, didapatkan kelompok-kelompok debitur
kredit KPX dimana untuk kebersamasan demi keberhasiian
usaha serta keberhasilan pengembalian kredit mereksa
membentuk arisan, media sarisan ini sangat berguns.
Kegunaan secara ekonomis adalah untuk menggalang dans,
vang pada kelompok debitur bank kredit EKPK adalah saat
peftemuan adalah saat mereka menyetor cicilan hutang
secars kelompok terhadsp perbankan. EKemudian secara
sosial budaya dan politis juga sebagal sarana penyalur
aspirasi anggota, yang selanjutnya sapabila dikelola
secara baik, Jjelas akan memliki peluang sebagai sarana
pemberdayvaan sosial, ekonomi dan politis, hal ini dapat
terlihat bahwa dengan arisan para individu dari kelompok
tidak mampu serta pendidikan rendah sebagal person
merasa lebih berdaya menghadspi bentuk institusi lain
dalam hal ini perbankan.

Dengan melihat pada penelitian kredit keiompok,
maka institusi arisan yang telah berjalan dapat mengata-
si problema kemiskinan dan ketidak berdayaan masyarakat
kecil lapisan bawah. Walaupun terdapat séjumlah persya-
ratan normatif yang harus dipenuhi antara lain:

- Jumlah-anggota tidak boleh terlalu besar, karena vyang
dipentingkan adalah eratnya hubungan interpersonal,

dan benar-benar saling mengenal sgar tercipta kontrol
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sosial vyang efektif karens justru apabilsa salsh satu
pihak sedang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar
cicilan kredit maka anggota lain salind menanggung
cicilan tersebut.

- Sifat keanggotasn harus suka rela, sehingga anggota
merasa memiliki tanggung jawab, sehingda dapat dikelo-
ls secara berkesinambungan.

Pada dasarnya hal tersebut diatas adalah salsh
satn aspek dari upaya pengembangan usana, untuk itu
perlu juga didampingi faktor lain yaitu adanya bantuan
teknis, seperti maﬁajemen, teknis produksi, administrasi
keuangan, Jjaminan pasar/peluang pemasaran produk. Oleh
karena itu perlu koordinasi dari batuan keuangan dan
bantuan teknis dari jajsran instansi terksit. Dalam hal
ini kelompok masyarakat usaha dapat mengadakan pendeka-
tan dengan instansi terkait.

Serta perlu dipikirkan pendekatan dengan usaha
pesar, melalui pendekatan ini akan terjﬁlin ﬁuatu kerja-
sama yang saling menguntungkan antara usaha besar dan

kecil. Usaha kecil dapat mempercleh bantuan dalam ma-

najemen, teknis produksi, dan Jjaminan pasar. DPalam hal

tertentu wusaha besar dapat bertindak sebagai penjamin
kredit, usaha besar akan memperoleh keuntungan berupa
terjaminnya suplay bahan baku, sehinggg lebih efisien

dalam menjalankan bisnisnya.




IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berbagai macam kebijakan pemerintah telah dibuat
untuk usaha memberdayakan rakyat dalam hal .ini usaha
kecil, salah satu usaha memberdayakan usaha kecil vang
paling utama adalah dengan memberikan bantuan modsl.

Maka melalui lembags perbankan diusahakan pemberian

kredit Usaha £Kecil, namun demikian dalam kenyataan

praktek pemberian kredit usaha kecil oleh perbankan
masih tetap belum dapat mewujudkan kemampuan peranannya
secara optimal dalam memberdayvsaksn ekonomi rakyat.

Kenyataan tersebut disebsabkan oleh faktor—faktor kom-

pleks yang saling berpengaruh dalam sistem kebijakan

perbankasn sbb:

a. Faktor kebijakan pemerintah, yang ﬁasih diperlukan
aturan-aturan untuk memudshkan akses kredit usaha
kecil pada perbasnkan sbb: |
- Faktor kriteriﬁ usaha kécil vang terlzlun bias se

hingga merugikan bagi ussaha yasng benar-benar kecil
dan marjinal karena tertutup oleh usaha kecil yang
lebih besar, bila hal ini tidak dilakukan seakan-
akan kebijakan perbankan untuk kredit usasha kecil
éekedar formalitas karena justru dominasi usaha
kecil di Indonesia adalah usaha saagat kecil /
informal, dan kenyataan dalam penelitian mereka

terabaikan dalam pemberian kredit perbankan.
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- Kebijakan Kredit Program dengan dana KLBI pada
dasarnya baik untuk memberikan bantuan modal deni
pemberdayaan usaha kecil, namun sebenarnya kebija-
kén ini tidak mendorong bank untuk lebih. memberi
perhatian pada sektor usaha kecil dengan dans
sendiri , dan sebenarnya tidak mendukang upaya yang
ada dalam PakJan 1990, oleh " karens itu kiranya
Kredit Program dengan fasilitas KLBI selama ini
perlu dibatasi waktu sambil berupaya meneruskan
keﬁbali kebijakan Pakjan 1990. Pada prakteknys
kebijakan kredit program saat ini diwarnai dengan
berbagal penyelewengan, karens sistem pelaksansan
sékaligus upaya pengawasan tidak berjalan efektif,
hal ini sebenarnya pernah diisyaratkan bahwa baik
pengelola, nasabah maupun perbankan cenderung
be}anggapan bahwa kredit program lebih bersifst
sosial, selain dari pada itu 4redit program Jjustru
dabat mengakibatkan inflasi.

Kebijakan yang menyangknt kredit ussha kecil tidak
berjalan secars baik, antara lain pemberian kredit
yang kurang tepat sasaran, bahkan kebijakan Kredit
Kelayakan Usaha dalam pelaksanaannya tetap buksan
kelayakan usaha yang menjadi dasar pemberiﬁn kredit
pexbankan, namiun jaminan kebendaan tetap -menjadi
alat pengaman utama bagi perbznkan, padahal 3ustru
jaminan kebendaan adalah masalah bagi usaha kecil

vang stagnan.
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Faktor pelaksans kebijakan, dalam hal ini adalah
perbankan. Dari hasil penelitian nampak persepsi
inferior pihak perbankan terhadap usaha kecil khusus-
nya usaha sangat kecil, sehingga dari penelitian
terbukti memang umumnya tidak ada wupaya penawaran
kredit bagi usaha sangat kecil.

Pihak perbankan selalu lebih wmengutamakan jaminan
kebendaan yang harus ada terlebih dulu dalam pemberi-
an kredit, upaya pengaman kredit lainnya tidsak terpi-
kir oleh perbankan kareﬁa memang minimnya éengetahuan
kalangan perbankan akan bentuk pengaman kredit selain
kebendaan sehingga sebenarnya perlu petunjuk baku
bagi kalangan perbankan untuk hal ini, bahkan untuk
kredit kelayakan usahs dengan alassn kesulitan meni-
1ai kelavakan usahza, maka kredit kelayakan usshapun
dzslam praktek masih diperlukan jaminsan kebendaan.
Eemudian adanya kengganan perbankan untuk dapat
bersaing dengdan para pelepas uang informal, karena
sifat eksklusif kalangan perbankan masih terlihat,
serta hal-hal yvang membehtuk persepsi perbankan bahwa
pengaiiran dans pads usaha kecil  berisiko tinggil
apabila tidak ada Jjaminan kebendaan yang ‘cukup,
padahal Jjustru Jaminan kebendaan ini yang wmemang
tidak dimiliki oleh usaha kecil dan stagnan sifatnya.
Dalam hal sarana dan fasilitas perbankan yang
diperuntukan usaha kecil juga sangat minim, karensa
tidak semus pe;bankan dapat menjangkau seluruh pelo-

sok tanah air, hal ini dengan pertimbangan faktor-
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faktor tersebut diatas.

Terlihat secara umum lemahnya pengalaman perbankan
dalam ﬁenyglurkan kredit kecil dan kuatnya persepsi
dikuasainya pasar kredit oleh hanya beberspa lembaga
kenangan. Hampir dapat dipastikan adanyva eksistensi
rbank BRI sebagail bank vang berpengalaman dalam pen-
biayaan usaha kecil, sedang bank pemerintah dan bank
swasta lain yang skan terjun kepembiayaan usaha kecil
mengalami hambatan psikologis dan finansial dengan
perasaan kurang berpengsalaman, takut risiko gagal,
sehinggs merasa kurang dapat bertahan dalam persain-
gan pembiayzan usaha kecil. Sedang pada sisi 1lain
dalam penelitisn Jjuga terungkap Kospin, BPR dan
pelepas uvang informal lebih dikenal luas dalam pemn-
biayaan usaha kecil, fenomena ini sangat jelas terli-
hat pada perkampungsn dan pasar-pasar tradisionil.
Selain hal tersebut perlu kewajiban pemberian kredit
usaha kecil oleh perbankan sebesar 20% dari total
porto folio kredit seperti pada Pakjan 1890 dilaksa-

nakan secara efektif, oleh karena 'disinyalir ada

praktek sub kontrak antara bank besgr vang tidshkes .-

terbissa menyalurkan kredit kecilo-pada-BPR atau bank
.-lain untuk mencapai angka 20%, sedangkan justrn pada
-~ masa krisis ini kebijakan tersebut sudaﬁ tidak
dilaksanakan secara efektif lagi.

Faktor maéyarakat ‘dalam hal ini yaitu pengusaha

kecil, vyang pada umumnya mereka memang stagnan,

menerima dengan keadaan diam, awam terhadsp sistem
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kenangan modern dalam hal ini rerbankan, serta unum-
nya takut dengan lembaga perbankan, karena persvars-
tan formal vang dianggap rumit, persyaratan Jjaminan
serta segala kemegahan perfdrmancenya perbankan
sehingga diangdap bank sangat eksoterik (dunia lain).
Hal ini terjadi karena minimnya fasilitas serta
minimnya upays sosialisasi bagi mereks para pengusaha
keeil lebih khusus lagi usaha-usaha sangat kecil vang
mendominasi pengussha di Indonesia yang justru sangat
membutuhkan bantuan modal sebagai upaya pemberdayaan.
Untuk menjamin efektivitas pemberisn kredit usahs
kecil perlu tindak lanjut peraturan-peraturan yang
sudah ada, namun perlu strategi kebijakan sgar kredit
dapat sampai kepada usaha sangat kecil dengan tidak
hanya wmelihat pada pengukuran kriteria kekayaan
secara nominal, dalam hal ini perlu mengingat kenya-
taan akan eksistensi mereka, baik pada kenyataan
Jumlah yang mendominasi, maupun kenyatasn sampsi sast
ini usaha sangat kecil terabaikan dari kredit perban-
kan, sementara Jjelas usaha ini _butuh modal wuntuk
mempertahankan usaha serta pengembangan usaha.
Kebijakan kredit program dengan dana KLBI/ pemerintah
diadakan secara hati-hati dan selektif dengan men-
gingat kebijskan kredit program selama ini banyak
faktor kelemahan dan kebijakan sering tidsk mendorong
bank untuk memberikan kredit pada usshs kecil dengsan
dana bank sendiri.

Pihak perbankan perlu menghilangkan persepsi inferior
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terhadap ussha kecil dan perlu mekanisme pengawasan

efektif dari instansi pengawas serts upaya sogialisasi

skim kredit usaha kecil.

Bagl usaha kecil perlu mengadakan pendekatan terhadap
perbankan untuk memilih skim kredit yang cocok,
apabila agunan memang menjadi kKendala maka pember-
dayan kelompok-kelompok usaha perlu digalakkan se-
hingga dapat memberi keyakinan terhadsp pihak perban-
kan dengan berbagal bentuk Jaminan pengganti keben-
daan serta upays pemberdayssn diri, baik melalui
kemitraan maupun bimbingan dari instansi terkait,
sehingga pada skhirnya usaha kecil secara keseluruhan
dapat menjadi wmitra bisnis perbankan dalam sistem

simbioze mutualisme.

Saran

Dengan mengingat keadaan ussaha kecll yang masih

belum optimal dalam percaturan sistem  perekonomian

nasional, maka disarankan:

a.

Agar pembuat kebijakan mampu 'menangkap aspirasi
kesulitan kredit bagi usaha kééil, khususnya ,usaﬁa
sangat kecil vang terabaikan, dengan melihat pada
umpan balik yang didapatkan dari praktek pelaksansaan
pemberisn kredit usaha kecil selama ini, yaitu baik
dari pihak perbankan selaku lembaga pelaksana maupun
dari para pengusaha kecil sebagai pemegang peran atau
sasaran pemberiaﬁ kredit, sehinggs proses bekerjanya

hukum yang harmonis dalam kerangksa kredit usaha keeil

e g s e e g e



204

dapat tercapal.

Bagi perbankan lebih membuka diri, serta inovatif dan
agresif menjaring peluang kredit usaha kecil, seperti
cara kerjs rentenir dalam mencari nasabah, dengan
bepussaha merubah citra eksklusif selama ini sehingda
bank umum dapsat benar-benar merupakan kebutuhan
masyarakat uzaha kecil dai&m l1alu 1lintas Jjasa
kenangan, seiring dengan gaung sistem ekonomi
kerakyatan.

Bagi masyarakat usaha kecil hendaknya mampu menangkap
peluang, berusaha merubah citra serta memberikan
kepercayaan pada lembaga perbankan dengan membentuk
kelompok-kelompok usaha dengan menghubungli instansi
terkait guna pembinaan usaha, untuk kemudian meminta
bantuan keuangan/kredit pada lembaga perbankan dimana
beberapa proyek perbankan bagi usaha kecil saat ini
sedang dilaksanakan oleh perbankan nasicnal. Kemudian
dalam perkembangan selanjutnya usaha sangat kecill
harus segéra dapat mandiri mengadakan hubungan dengan

perbankan.
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